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: Mia Banulita 
:llmuHulrum 

ABSTRAK 

: Pengarub Perbedaan Penerapan Hulrum Acara Pidana dalam 
Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Hannonisasi dalam 
Sistem Peradiian Pidana di Indonesia. 

Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 
Talmn 2002 memberikan dampak teljedinya perbedaan penerapan hulrum acara 
pidana dalam penanganan perkara korupsL Terobosan hulrum acara pidana pada 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan "kekoatan" kepada komisi ini 
sebingga berhasil merijadikannya sebagai komisi yang disegani. Namun, kewanangan 
istimewa ini tidak dinikmati oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keadaan yang berbeda 
ini dikbawatirkan berpengaroh terhadap harmonisasi dalam sub sisrem peradilan 
pidana yang heke~a dalam hal pemberantasan korupsi sehingga akan menghambat 
pada pencapaian tujuan yang ingin dieapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalllh 
untuk mengetahui apakah parbedaan tersebut membawa pengamh terbadap 
ha:rmonisasi dalam sistern peradilan pidana. Penelitian ini mengg1.II1akan metode 
yuridis normatif Sebagai basil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan dalam penerapan hukurn acara pidaaa dalarn penangangan perkara korupsi 
namun perbedaan ternebut belurn mengakibatkan reljadinya disharmonisasi dalam 
sistem peradilan pidana~ hal ioi disebabkan walaupun mempunyai tujuan yang sama 
dalam hal pemberantasan kompsi, kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing 
insta:nsi tersebut terpisah dan berdiri sendirL Namun keadaan yang berbeda ini harus 
segera diakhiri dengan cara memberikan kewenangan yang sama kepada Kepolisian 
dan Kejaksaan sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Katakunci: 
Penyid~ penuntutan, hukum acara pidana, perkara korupsi~ hannonisas~ sistem 
pemdilan pidaaa. 
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: Influence of Differences in the Application of Criminal 
Procedure Law in Corruption Criminal Act Cases towards 
the Hannonizlltion of the Criminal Judicature System in 
Indonesia 

The formation of the COrruption Eradication Commission by virtue of Law 
No.30 of 2002 has brought about impact in !he funn of diffurences in the application 
of criminal procedure law in the handling of corruption cases. The breakthrough of 
criminal procedure law in Law No.30 of2002 has given «strength~ to the commission 
in such a way so as to resuit in its becoming a respected commission. This special 
authority is not5 however, shared by the Police and the Public Prosecutor~s Office. 
There is concern that these different conditions will influence the harmonization of 
the criminal judicatme sub system which focuses on the eradication of com.tpdon in 
such a way so as to hamper the achievement of objectives which are aimed to be 
reached. The objective of this researCh is to ascertain whether such differences will 
influence tbe harmonization of the criminal judicature system. This research is made 
by using the juridical nonnative method. Based on the research results, it may be 
concluded that although there are indeed differences in_ the application of criminal 
procedure law in the handling of corruption cases, such differences have not resulted 
in the non~harmonization of the criminal judicature system due to the fact that 
although they are all aimed at eradicating corruption, the authorities exercised by 
each of the institutions are separate and interdependent. StiH~ this state of differences 
must immediately end by extending authorities to the Police and the Public 
Prosecutor's Office which are the same as those extended to the Corruption 
Eradication Commission. 
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1.1. Latar Be!akang Penelit!an 

BABI 
PE!IIDABULUAN 

Sampai saat ini permasalahan pemberantasan lrorupsi di Indonesia masih 

disepakati sebagai problem terbesar dalam sejarah penegakan hukum pidana di 

Indonesia. Hal ini bnkan saja disebabkan label yang Ielah diberikan oleh 

masyamkat intemasional kepada Indonesia sebagai salah satu negara terkorup 

namun lebih dari itu yaitu dampak negatif yang sangat luas terhadap 

penyelenggaraan pemerintallan, penegakan hnkum dan perekonomian negara 

dan bahkan telah melumpuhkan harnpir seluruh aspek kehidupan di Indonesia. 

Menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy pada tahun 2005~ 

Indonesia pernah menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia1
, 

dan sampai saat ini sepertinyd keadaan tidak menjadi lebih haik dari talmo 

tersebut. Kenyataan sehari·hari mernbnktikan bahwa korupsi hampir terjadi di 

setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia. 

Menurut Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif dari United Nations 

(Jffice on Drugs and Crime (UNODC) dalam pemyataannya pada Konferensi 

lnternasional Pemberantasan Korupsi yang diadakan di Bali pada penghujung 

Bulan Januari Tahuu 2008 yang lain, mengemnkakan bahwa perbualan korupsi 

telah merongrong lembaga derookrasi> memperiambat pertumbuhan ekonorni~ 

dan mempengaruhi stabilitas roda pemerintahan. Korupsi dianggap Ielah 

mengganggu dasar-dasar lembaga demokra'i melalui proses pemilihan umwn 

yang menyimpang, pelanggaran terhadap aturan hnkwn yang berlaku dan juga 

menciptakan sistem birokrasi yang rumit sebagai alasan untuk bisa melakukan 

suap. Korupsi juga telah menjadikan pertumbuhan ekonomi meJtiadi lambat, 

1Komisi Pembcrantasan Korupsi, M~tmahami Untuk Membasmi (Jakarta: Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 2006). haL i. 
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sebab pam penanam modal asing dan usaha kecil akan takut berinvestl!Si pada 

suatu negura karena tidak mungkin dapat mengatasi biaya tinggi yang 

dikeluarkan akibat adanya korupsi.2 

Lobih jaub lagi babkan korupsi mulai terjadi ketika mengurus lzin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dalnm 

pelayanan publik lainnya. Tanps kita sadari, korupsi yang muncul dari 

kebiasaan sehari-bari sebagai bagian dari budaya ketimuran yang dianggap 

lllll1l"llh dan wajar oleh masyarakat umum seperti kebiasaan memberi hadiab 

kepada pejabat atau pegawai negeri sebagai imbal jasa sebuah pelayanan, 

menjehna menjadi gnrita raksasa yang secara perlahan-laban meluluhlantakkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan merugikan keuangan serta perekonomian 

negara. Dampak dari korupsi telah kita rasakan di betimgai bidang antara lain 

mahalnya pendidikan, ekonomi tinggi, kelangkaan BBM, minimnya peralatan 

militer~ minimnya fasilitas umum. mahalnya fasilitas kesebata.n, minimnya 

lapangan kerja dan lcmahnya penegakan hukum. 

Pengertian korupsi menurut Robert Klitgwud adalah : 

Corruption exist individual illicity puts personal interest above those of 
the people and ideals he or she is pledged to serve. It comes in many 
forms and can range from trivial to manumental. Corruption can involve 
the misuse of policy instruments, tariffs and Credit, irrigation system and 
housing policies, the enforcement of laws and rules regarding public 
sufety, the observance of contracts, and the repayment of loans or of 
simple procedures. lt can occur in the private sector or in public one and 
ojien occurs tn both simultaneosly. It can be rare or widespread; in some 
developing countries, corruption has become systemic Corruption can 
i111J()fve promises, threats or both; can be initiated by a public servant or 
an interested client; can entail acts of omission or commision; can involve 
illicif vr licit services; can be inside or outside the public organization. 
The boundaries of corruption are hard to define Olld depend on local laws 
customs 
(Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah me!etakkan kepentingan 
pribadi di atas kepentingan masyarakal dan sesuatu yang dipercayakan 
kapedanya untuk dilakaanak.an. Korupsi mWlcul dalam berbagai bentuk 
dan dapat bervariasi dari kecil sampai monumentaL Kornpsi dapat 

~ l!ffi:ndy, Re.sep Kf!iagung Berancas Karopsi, (1akarta: Maja'tah Konstan, Vol. 
IV/Edisi 73, Maret 2009), bal. 32. 
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melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarip dan 
perkreditan, kebijaken sistem irigasi dan perumaban, penegakan hnknm 
dsn peratutan berksitan dengsn keselamatan nmum, pelakaanaan kontrak 
dan pelunasan pinjaman atau mclibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu 
dapet terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dsn seriog te!jadi 
dalam kedua sektor secara simultan. Hal itu dapat janmg atau meluas 
te!jadinya; pade sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah 
menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau 
keduan_ya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat 
yang berkepentingsn, depat mencakup perbuatan tidak melakukan atau 
melakukan; dapat melibatkan peketjaan yang tidak sah maupun yang sah; 
dapet di dalarn atau di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat 
sulit didefinisikan dan tergantung pada bukum lokal dsn adat kebiasaan). 3 

Syed Hussein Alatas mengemukakan cirl~ciri dari perbuatan korupsi 

yaitu: 

a. Suatu pengkhianatan terbadap kepercayaan. 
b. Peoipuan terbadap badsn pemerintah, lembega swasta alau masyarakat 

urilum. 
c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan 

khusus. 
d. Dilakukan dengan rahasia, keeuali dalam keadaan dimana orang-orang 

yang berkuasa atau bawabannya menganggap tidak perlu. 
e. Melibatkan lebih deri satu orang atau pihak. 
f. Adsnya kewajihan dsn keuntungsn bersama delam bentuk uang alau 

yang lain. 
g. Terputusnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang mengbendaki 

keputusan yang pasti dan mereka depat mempengaruhinya. 
h. Adanya usaba untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk 

pengesahan bukum. 
i. Menunjukan fungsi gsnda yang kontradiktif peda mereka yang 

melakukan korupsi4 

Sebenarnya jika diketakan tidak ada political will dari pemeriotah untuk 

melal;ukan pemberantasan korupsi adalab tidak tepat karena menurut sejarah 

sesungguhnya persoalan pemberantasan korupsi telah menjadi perbatian utama 

pemeriotah sejak lama, dimulai dari diaturnya tindak pidana jabatan di dalam 

3 Robert Ktitgaard, Cantmlling Carruption, University of California Press, Barkeley, 1988, 
haL I l, ditcljemahkan oleh Chaerudin, Dkk. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak 
Pi dana Korupsi, (Bandung: PT. Refik.a Aditama. Ianuarl2008), hal. 3-4. 

4 Syed Hussein Alatas, ''lhe Sociology of Corrnption ·• (Singapore: Times International, 
1983), llal. 13-14. 
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KUHP. Akan tetapi dalam hal implementasi dan penegakan hukumnya hingga 

saat ini masih lemah hahkan dapat dikatakan penegakan hukum tindak pidana 

korupsi hagai tidak berujung. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas 

kasus-kasus korupsi yang te~adi di Indonesia kian hari kian meningkat. 

Kebijakan perundang-undangan yang ada selama ini telah dimuini dari 

KUHP (Wet Boek Van Strafrecht) ciptaan kolonial Belanda hingga zaman Orde 

Baru dengan disahkunnya UU No. 24fl'rp/1960 yang mensahkan Perpu No. 24 

Tahun 1960 sebagai suatu landasan awal pembentakan Undang-Undang No. 3 

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. Pnda era reformasi disahkan 

beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi, 

dimuini dari disahkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Uudang

Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahannya, dan selanjutnya 

ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Kornisi Pemberanl:asan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam resolusi tentang Corruption and Government yang diterima oleh 

Kongres PBB ke-8 meogenai The Prevention of Crime and the Treatment of 

Offonders di Havana, Cuba tahun 1990, antara lain dinyatakan : 

a. Korupsi di kalangan pejabat publik (corruption activilie.'l of public 
official) 
- Dapat mengbancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program 

pemerintah (can destroy the potential effoctiveness of all types of 
government programmes). 

- Dapat mengganggu I menghambat pembangungan (binder 
development). 

~ Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat 
(victimize individuals and groups). 

b. Ada keterl<aitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan 
ekonomi, keJahatan terorganisasi dan pencucian uang haram (money 
laundering). 

~arda Nawawi Alief. Eeherapa Aspt!k Kebijakan Pcncgakbn dan Pengembangtm Hukum 
Pidana (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005}. hal. 97-98. 
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Pada era reformasi, secara yuridis, politik hukoro (legal policy) 

pemberantasan korupsi telah menempstkan korupsi sebagai kejabatan luar 

biasa. Hal tersehut tertuang di dalam Tap MPR No VIII!MPR/2001 tentang 

Rekomendasi Arab Kebijakan Pemhernntasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme yang mengatakan antara lain bahwa permasalahan KKN yang 

me!anda Bangsa Indonesia sndah sangat serius dan merupskan kejahatan luar 

biasa dan menggoyahkan sendi-<endi kehidupan berbangsa dan bemegara. 

Selain itu konsiderans Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaillllliJa 

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan yang 

pemberantasannya harus dilakukan seeara luar biasa, alasannya korupsi re!jadi 

secara meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara retapi juga telah 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat seeara 

luas. Selain itu Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bagim pel\ielasan umum menyebutkan 

korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak

hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu, kejabatan korupsi tidak 

lagi dapat digolongkan sebagai kejabatan biasa, melainkan Ielah menjadi suatu 

kejahatan luu biasa. Upaya pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan 

secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang Iuar biasa. 

Komitmen untuk menempatkan korupsi sebagai kejabatan luar biasa 

(extra ordinary crime) dalam ranah penegakan lmkum di Indonesia relah 

membawa konsek:uensi pada lahirnya pembaharuan hukum acara pidana dalam 

penanganan perkara korupsi. Pembaharuan yang paling nyata terjadi seiring 

dengan terbentuknya sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang mempunyai 

sifat independen dengan kewenangan yang [uar biasa. yaitu Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang dibentuk herdasarkan Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 dan pembentukannya merupakan amana! dari Undang-Undang No. 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



6 

Berbicara mengelllli latar belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan 

Korupsi maka berkaitan erat dengan politik hukum. Dalam hubungan ini 

sebelumnya akan diumikan pendapat Prof. Barda Nawawi Arief yang menulis 

"bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pi dana yang baik tidak 

dapat dilepasknn dari lujuan penanggulangan kejahatan" '- Sedangkan 

pengertian mengenai penanggulangan kejahatan menurut Prof. Mardjono 

Reksodiputro adalah '"usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada 

dalam batas-batas toleransi masyarakaf' 1
. Kembali menurut Prof. Barda 

Nawawi Arief "hahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum 

pidana pada hakikntnya merupaknn bagian dari kebijaknn penegaknn hukum 

(khususnya hukum pidana), aleh knrena ilu, politik hukum pidana merupaknn 

bagian dari kebija/wn penegaknn hukum" '. 

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam hal ini Jatar be!akang pemerinlllh 

mengambil kebijakan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Kompsi antara 

lain disebabkan oleh dampak dari tindak pidana korupsi yang semakin meluas 

dan sistematis sehingga dianggap merupakau pelanggarau terbadap bak-bak 

sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat Oleh karena dampak dari tindak 

pidana korupsi yang sudah sedemikian luas tersebut, maka tindak pidana 

korupsi tidak lagi dapat digoloogkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah 

menjadi suatu kejahatan luar biasa sehingga dalam upaya pernbernntasannya 

tidak lagi dapat dilakokan secara biasa tetapi di1untut cara-cara yang lua:r biasa. 9 

MenJ!apa diperlokan cara-cara yang luar biasa dalam penegakan hukarn 

tindak pidana korupsi?. Hal ini disebabkan penegakan hukum untuk 

6Barda Nawawi Arief, Bunga Rampoi Kebijakan Rukum Pidtma, (Bandung: PT, Citra Aditya 
Bakti. 1996}, hal 29~30, dikutip otclt M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pitlana dalum Perlintlung(ln 
K.orban Kqjahatan Ehmami di Bidang Perbankan, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), haL 22, 

7
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat 

Pelayanan Keadilan danPecgabdian Hukum Univcn;.itas Indonesja, 1994), hal. S4, 
5 M. Arief Amrullah, Op. Cit., hal. 22, 
~Cara.-cara yang tuar biasa dimaksud misalnya ketentuan fentang wewenang Komisi 

Pembem.ntasan Korupsi yang dapat melakuka.n tugas peliyelidik.an, penyidikan dan penuntuJ.an 
terhadap penyelenggara negara tanpa ada hatnbatan prose<lur karena statusnya selaku pejabat negarn~ 
dan ketentu!Ul tenl.ang pertanggungjawaban Komisi Pemberaotasan Korupsi kepada pub!ik dan 
menyampalkan laporan sooara terbuka kcpada Presiden Rl, DftR R.l dan BPK. 
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memberanlas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama 

ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode 

penegakan bukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan kbusus 

yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan 

manapun dalarn upaya pemberantasan tindak pidana kerupsi yang 

pelaksanaannya dilakakan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta 

berkesinarnbnngan. 10 

Politik l1ukum pemberantasan tindak pidana kerupsi saat ini tersebar 

dalarn beberapa kebijakan yang tertnang dalam berbagai peraturan perundang

undangan, antara lain Ketetapan MPR Rl No. XliMPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersib dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotlsme; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersib dan Bebas dari · Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tabnn 2001 tentang 

Perubabannya; serm Undang-Undang No. 30 Tabun 2002 tentang Kornisi 

Pemberantasan KorupsL 

Pembentnkan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri tidak untnk 

menggantikan ibngsi lembaga yang sudab ada sebelumnya dalarn kapasitas 

penegakan bukum di bidang korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, narmm 

Komisi Pemberantasan Korupsi badir nntnk menjawab keresahan masyarakat 

yang tidak puas dengan kinaja Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai gaga! 

dalam melakakan pemberantasan korupsi. 

Catatan lain adalah. bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi juga 

dapat dijadikan sebagai jalan keluar alas kendala yang selama ini teljadi dalarn 

1'1cenyataannya dalam praktek saat ini penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi roemang sisi independensi-nya tcrlihat nyata, bebas intervensi dari pihak dan 
kekuasaan manapun (dimana hal ini tidak dijumpal pada penegakan hukum yang dUakukan oleh 
kepolisian maupun 'j(ejaksaan). Instrumen pasal40 Undang-Undang No. 3Q Tab.un 2002 yang melara.ng 
adB.ll)1:1. penghentiart penyidikan dan penuntutan dalam setiap pcrkara korupsi yang ditangani olch 
Komisi Pembernntnsan Korupsi sepcrtinya berfungsi sebagai pondasi independensi yang merupakan 
cotak kuat dati. komlsl inL · 
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membangun keterpaduan sistem peradilan pidana pada penanganan perkara 

tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kcjaksaan dimana sudah menjadi 

rahasia ommn bahwa telah terjadi persaingan antara Kepolisian dan Kcjsksaan 

aldbat adanya turnpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, 

dlmana baik KepoHsian maupun Kejaksaan sama-sama mengldaim dirlnya 

sebagai institusi yang paling berbak untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

kompsi, 

Secara filosofi seperti tercantum dalam konsiderans disebutkan bahwa ada 

2 (dua) alasan dibentulmya Komisi Pemberantasan Korupsi, yailu: 

L Pemberantasan korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat 
dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi 
perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan 
karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian 
negara dan mengbambat pembangnnan nasional. 

2. Lernbaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi 
belum batfungsi seeara efektif dan efisien dalarn memberantas tindak 
pidana korupsi. It 

Kehadir.m Komisi Pemberantasarr Komps:i mernbawa perubahan yang 

sangat besar dalam sistem peradiJan pidana di Indonesia, jika semu1a tugas 

penyidlkan pei"kllra tindak pidana 1<orupsi dilakukan oleh Kepolisian dan 

Kejaksaan sadangkan lugas penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, maka setelah 

Komisi Pemberantasan Korupsi terheotuk kedua tugas tersebut juga dilakukan 

oleh Komisi Pemberantasal:j Korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan 

Korupsi mengendalikan dua fungsi penegaksn hukum, penyidikan dan 

penuntutan secara bersama-sama dalarn satu atap. 

Walaupun masih terbilang muda narnun eksistensi Komisi Pembenmtasan 

Korupsi dalarn sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini patut 

diperhitungkan bahkan walaupun tidak serta mertl menurunkan kuantitas 

korupsi di Indonesia setidaknya gebmkan-gebrakan yang Ielah dilakukan oleb 

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan efek jera bagi para koruptor 

nUndang-Undang No. 30 tahun 2002 tentn:ng Komisi Pernberantasan Korupsi, konsideran 
butir a dan b. 
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dan membuat takut calon-calon koruptor sehlngga berpikir ribuan kali untuk 

melakukan aksinya. Sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah 

berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-p<;jabat 

negara yang sedang berkuasa maupun sudah tidak berkuasa lagi bahkan kasus

kasus penyuapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang selama ini 

sulit dijarnah dalarn penegakan hukum dengan menggunakan fasilitas teknologi 

penyadapan yang canggih. 

Na.mun demil<.iall; keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut 

tidak scmata-mata hanya didakung oleh infra sttuktur dan sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Terdapat 

keistimewaan yang diberikan o!eh Pemerintah kepeda Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagai lernbaga pemberantas korupsi yang independen yaitu 

keistimewaan untuk menerapkan hukum acam yang wrdapal dalam Undang

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Konrisi Pemberantasan Korupsi selain 

hukum acara yang terdapat da!am Undang-Undang No. 8 Tahur 1981 tentang 

KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pcmbemntasan 

Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahnn 2001 tentang 

peruhahannya. 

Oalarn hal ini terhadap perkara-perkara korupsi yang ditaogani o!eh 

Komisi Pemberantasan Korupsi, penerapan hukum acaranya tunduk pada 

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undnng No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 lentang perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berbeda dengan 

penanganan perkam korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, 

dimana penerapan hukum acaranya tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang KUIIAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 

tentang perubahannya. 
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Dalam hal ini Ielah terjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana 

terhadap perkara yang sama yaitu perkara tindak pidana korupsi, dimana 

perbedaan tersebut terjadinya digantungkan pada instansi yang melalcukan 

pemeriksaan perkara tersebut sejak awal. Jika suatu perkara korupsi sejak awal 

pemeriksaannya dilalcukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, maka hukum acara 

pidana yang menjadi pedomannya adalah hukum acara pidana y.mg diatur di 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahannya, sedangkan jika 

pemeriksaannya dilakukan oleh Komisi Pembenmtasan Korupsi maka hukum 

acara pidana yang menjadi pedomannya adalah Undang-Undang No. 8 Tahnn 

1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahuo 2001 

tentang perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

Dilihat dari model penanganan perkara secara kelembagaan; Komisi 

Pemberantasan Korupsi mempunyai model yang mirip dengan lembaga 

Kejaksaan dalaro hal prosedur penanganllll perkara yllllg sruna-sarna dilakukan 

dalam satu atap, dalrun artian tahap penyidikan dan penuntutan dilakukan dalarn 

satu atap atau dalarn satu lembaga yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi 

telah mengadopsi model penanganan perkara tindak pidana korupsi yang selama 

ini diterapkan oleh Kejaksaan. 

Walaupun momiliki kemiripan model penanganan perkara namun 

Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan terobosan hulrum 

acara pidana sebagaimana yang dimiliki oleb personH penyidik dan penuntut 

umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga sarana istimewa lain yang 

pada pokoknya mendorong ke arab penanganan perkara yang speedy of trial. 

Dalam praktiknya, terobosan hukum acara pidana yang dilalcukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi antara Jain penyidik dan penunM urnurn pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang me1akukan penghentian penyidikan 
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dan penuntutan; pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu dapal langsung 

dilakukan tanpe harus menunggu keluamya izin pemeriksaan dari Presiden atau 

Menteri; dan pelimpahan perl<ara yang penuntutannya dilakukan oieh Komisi 

Pemborantasan Korupsi diajukan ke Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi 

.Lebih jauh Jagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menolak adanya 

intervensi seoara langsung maupun tidak langsung deri pemerintah atau pihak 

ketiga lain dalam penanganan suatu perkara sehingga aspek independensi sangat 

diprioritaakan dalam setiap penanganan perl<ara yang sedang ditangari oleh 

Komisi Pemborantasan Korupsi. 

Dalam praktiknya, keberadann Komisi Pemborantasan Korupsi borsama

sama dengan Pengadilannya menimbulkao keresabon tersendiri bagi tersangka 

atau terdakwa perkara korupsi. Keresaban tersebut tldak hanya menyangk:ut 

aspek yang menuntut adanya persrunaan di depan hukum (equality before the 

law) dimana seharusnya tidak terjadi penerapan huknm acara pidana yang 

berbeda dabun penangaaan perkara yang sama dimann perbedaan tersebut 

digantungkan pada lembaga yang melakukan pemerikaaan sejak awal. Sehingga 

jika bolab memilih, tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana korupsi lebih 

memilih perkaranya ditangani oleh lembaga lain non Komlsi Pemberantasan 

Korupsi deripada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sampai saat ini kernsnya vonis dan kenyataan tidak satu pun terdakwa 

yang diajnkan Komisi Pembarantasan Korupsi dapal lolos dari tuntu!an 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga rnenjadi lreresaban lain bagi terdakwa 

perkara tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan penelusuran Indonesian Corruption Watch (ICW) selama 

setengab peljalanan tabun 2008 terdapat 94 perkara korupsi dengan 196 

terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan umum di seluruh 

Indonesia, mulal tingkat pertama hingga kasasi. Diantara 196 terdakwa korupsi 
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yang telah diperiksa dan diputus, 104 terdakwa (53%) divonis bebasllepas dari 

pengadilan. Hanya 92 terdakwa(47%) yang akbirnya divonis bersalah.12 

S!atistik yang demikian tidak kita temui pada Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi karena sejak mulai menjalankan kewenangannya dalam memeriksa 

perki!Ill-perkara kompsi hingga saat ini, Pengadilan Tmdak Pidana Korupsi 

telah memutus terbukti bersalah semua perki!Ill korupsi yang diperiksanya, 

dalam artiao sampai saat ini belum pemah ada putusan bebas yang dikeluarkan 

oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Koropsi. 

Kerasnya vonis yang dijal:ubkan oleb Hakim Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi telah menjadi momok tersendiri bagi pe1aku kompsi sehingga selalu 

timbul ke!akulan dari pelalro korupsi jika bnros berlladapan dengan Kmnisi 

Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun 

kenyataannya sejauh iai proses peradilan di kedua pengadilan tersebut baik 

pengadilan umum maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih dalam 

koridor "due process of law" dan telap menjamin pelaksanaan perlindungan 

hak-hak asasi manusia seorang tersangka atau terdakwa. 

Jika selama iai terdakwa dalam perka:ra korupsi yang diajnkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak peruah ada 

yang dibebaskan, i!u semata-mata karena Penyidik dan Penuntut Umum pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kehati-hatian dan penuh 

profesionalisme melaksanakan tugasnya. Alat bukti yang disajikan dan 

argumentasi yang dibangun mampu meyakiukan hakim pada Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi tentang kesalahan terdakwa. 

Kewenangan untuk melakukan terobosan hnkwn acara dan kewenangan 

untuk menerapkan kobijakan Jain dalam menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga penyidik dan penuntut umum bukanlah suatu tindakan yang 

berlebihan ataupun keliru karena Jernbaga iai diberi kewenaogan untuk 

12lndonesia11 Corruption Watch (ICW), Kuburan Masal Pembcrantasan Koropsi, http:// 
antikorupsi.org/lndQ/contentlview!l3033/7 diak:ses tanggall7 Nopembcr2008. 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



13 

memberantas kejahatan besar yang telah menimbulkan dampak yang sangat 

besar bagi negeri ini. 

Untuk kelancarnn tugasnya Komisi Pemberanlasan Korupsi barns diberi 

keleluasaan dan sarana yang istimewa untuk menlll!iang tugas-tugasnya. Narnun 

demikian, kita juga tidak dapat menutup ma!a terlmdap keberadaan lembaga

lembaga lain yang mempunyai kewenangan serupa dengan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalarn hal pemberantasan korupsi yaitu Kepo!isian dan 

Kejaksaan dimana keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada lembega 

Komisi Pemberanll!San Kerupsi temyata tidak diberikan kepada Kepolisian 

manpun Kejaksaan padabal masyarakat dan negara juga menarnh baruPBll yang 

besar kepada kedua lembaga ini untuk aktif melakakan pemberanlasan dan 

penanggulangan korupsi. 

Dl sisf lain gencamya pemberantasan korupsi yang dilak:ukan oleb Komisi 

Pemberantasan Korupsi juga membawa pengaruh positif dimana snasana 

kompetisi (bersaing secara sehat) juga mulai terasa dimana masing-masing 

lembaga berlombe meniugkatkan kioerja dan menunjukan (show up) 

kemampuannya dalam hal pemberantasan kompsi. SeJanjutnya, momentum 

seperti ini (semaogat dari penegak hukum untuk gencar memberaoll!S korupsi) 

harus dimanfaatkan dan dipertahankan dengan cara memperkecil celah 

diakriminasi yang dithnbulkan akibat adanya perbedaan dalam penerapan 

hu.kum aca.ra pidana oleh Komlsi Pemberantasan Korupsi dan sarana~sarana 

istimewa lain yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi rramurr 

tidak diberikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian. 

Upaya-upaya untuk memperkecil celah diskrhninasi antara penegak 

hukum adalah dalam raogka menjaga harmonisasi sub sistem yang bergerak 

da!am sistem peradilan pidana terpadu. Hal disebabkan bannonisasi sangat 

diperlukan untuk memberi warna dan citra penegakan hukum di negara kita. 

Lebih jauh lagi kaitannya dengan strategi pemberantasan korupsi maka 

harmonisasi diperlukan untuk membangun keterpaduan dalarn menjalankan 

strategi pemberantasan korupsi yaitu: melakakan tindakan pencegahan, 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



14 

penindakan, pengembalian asset basil lrorupsi (asset recovery) dan kerjasama 

internasiona1. 13 

Bahwa kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia sangat 

mempengaruhi kepercayaan dunia luar terhadap penegakan hukum di Indonesia. 

Mennrut Prof. Mardjono Reksodiputro : 

Bahwa pengembalian asset koruptor oleh negara penerima asset ke 
Indonesia harus melalui pengadilan. di Indonesia barns ''terhukti"' ada 
tersangke dan terdakwa korupsi dan di negara penyimpanan asset 
pengadilarmya barns mempercayai sistem pengadilan Indonesia dan bila 
pengadilan Iuar negeri berprasangka bahwa pengadilan Indonesia 
dikendalikan oleh "mafia" (mafia uang maupun mafia politik) maka sukar 
kita dapat meyakiakao pengadilan luar negeri untuk membekukan atau 
menyita asset Jroruptor. 1 

Minoru Shikita dalarn tulisaonya berjudul "Integrated Approach to 

Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice"' yang dik:utip oleh 

Prof. Mardjono Reksodiputro : 

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, make ada 3 
kerugian yang dapat diperldtaken : 
1. Kesukaran dalarn menil.U sendiri keberhasilan atau kegegalan masing

masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama ; 
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing

masing instansl (sebagai sub slstem dari sistem peradilan pidana). 
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas 

terbagi, make setiap instansi tidak terlalu memperbalikan efektifitas 
menyeluruh dari sistem peradilan pi dana. l 5 

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistern peradilan pidana 

di Indonesia sampai saat ini masih diakui sebagai lcmbaga pemberantas korupsi 

yang keras dan lepas dati intervensi dari pibak manapun. Eksistensinya dalam 

pemberantasan kompsi dl Indonesia telah menjadikannya sebagai role model 

11 Bambang Widjojanto, Harmonisasi PfN'an Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberanlasan 
Korupsi. Jwnal Legislasi Indonesia, VoL4 No. I~Maret2007, Depkumham RJ, hal. 11. 

HMardjono R.eksodlputro, Tinjauan Terhadqp Pelaksanaon K()ITWJnsi PBB tenltwg Anti 
/Wrupsi, tulisan disampaikan dalam Diskusi Kamisan-kcrjasama Komisi Hukum Nasioana1 IU dengan 
89,2 FM Green Radio, Jakarta, 27 Maret 2008. 

1~Mardjono Reksodiputro, Hak A.>:asi Manusia Dalam Sislem Peradi{cn Pidana (Buku 1/l), 
(Jakarta: Pusat Peiayanan Keadiran dan Pengabdian Hukum (d!h. LK·UI), 1994), hal. 85. 
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yang selayaknya menjadi contoh bagi lembaga pemberantas korupsi lain -

Kepolisian dan Kejaksaan. 

Namun dernik:ian, bagaimana mungk:in Kepolisian dan Kejaksaan dapat 

berdiri sejajar dengan Kornisi Pemberontasan Korupei sebagai ujung tombak 

penegakan hukum perkara korupsi jika tidak diheri kewenangan istimewa yang 

sama sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 

selama ini dan bagaimana Kepolisiau dan Kejaksaan menyikapi hal terse but?. 

O!eh karenanya dalarn pennlisan tesis ini Penulis rertarik untuk menggali lebih 

dalam sejaubmana pengarub dari perbedaan penerapan hukum acara pidana 

dalam penanganan perkara tindak pidana kompei terhadap hormonisasi sistem 

peradilan pidana di Indonesia. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan Jatar belakang penelitian sebelumnya maka 

pennasalahan (statement of the problem) dalarn tesis ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

Pembaharuan hukum acara pidana khususnya dalam penanganan perkara tindak 

pidana korupei be!jalan cepat seiling dengan kornitmen pemerintah untuk 

melakukan percepatan pemberantl!San korupsi di Indonesia Pasca pembentukao 

Komisi PemberanlaSan Korupsi {KPK), te!jadi perbedaan penerapan hukum 

acara pidana terhadnp seorang tersangka alan rerdakwa perkara korupsi, dimana 

untuk tersangka atau terdakwa yang perkaranya ditangani oleh Kepelisian dan 

Kejaksaan terbadapnya berlakn hukum acara pidana yang diatur dalam Undang

Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantl!San Tmdak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang perubahannya, sedangkan untuk tersangka atau terdakwa 

yang perkaranya ditangani oleh Kornisi Pemberantl!San Korupsi selain berlakn 

hukum acam yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Peraberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

perubahannya, juga berlak:u h:uk:um acara yang diatur di dalam Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini telah 

terjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana terhadap perkara yang sama 

yaitu perkara tindak pidana korupsi dimana perbedaan tersebut digantungkan 

pada instansi yang melakukan pemeriksaan perkara tersebut sejak awaL Di sisi 

lain semangat kompetisi antar lembaga untuk melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupei semakin meningkat seiring dengan gencarnya pemberantasan 

korupsi yang dilalrukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Narnun demikian, 

bagahnana Kejaksaan dan Kepolisian dapat memiliki kekuatan yang sama untuk 

menjalankan perannya jika sarana istimewa {hukum amra pidana dan 

kewenangan istimewa lairmya) yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi tldak diberikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini 

dikbawatirkan akan berpengaruh terhadap bannonisasi lembaga-lembaga 

tersebut sebingga akan rnenghambat pencapaian tujuan dari sistem peradilan 

pidana itu sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pene1itian ini akan dibatasi dengan 

pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut: 

I. Bagaimana perbandingan pelabanaan penyidik:an dan penuntutan perkara 

tindak pidana korupsi yang dilalrukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi ? 

2. Bagahnana bentuk-bentuk perhedaan penerapan hukum acara pidana pada 

tahap penyidikan dan penuntutan yang diterapkan bagi tersangka atau 

terdakwa perkara tindak pidana korupsi dan pengaruhnya terhadap 

harmonisa.<U sistem peradilan pidana di Indonesia ? 

3. Upeya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja lernbaga 

Kepolisian dan Kejaksaan dalarn rangka optimalisasi penegakan hukum 

tindak pidana kompsi '! 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



17 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Terkait dengan pennasalahan yang menjadi dasar penelitian ini mak:a 

tujuan penelitian iru adalah untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari 

terjadinya perbedaan penernpan hukum aearn pidana pada tahap penyidikan dan 

penuntutan bagi rersangka atau terdakwa perkara tindak pidana korupsi terhadap 

harmonisasi sistem perddilan pidana di Indonesia, Adapun rincian tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

I. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pelalrsanaan penyidikan dan 

penuntutan perkara tindak pidana korupsi ya.~g dilak:ukan oleh Kepolisian, 

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

2. Untuk mengetahui bentuk perbedaan penerapau hukum acara pidana pada 

tahap penyidikan dan penuntutan yang salrt ini berlaku untuk tersangka atau 

rerdakwa perkara tindak pidana korupai dan apakah perbedaan penerapan 

hukum aeara pidana tersebut membawa pengarub terhadap harmonisasi 

sistem peradilan pidana di Jndonesia. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinarja Jemhaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka 

optimalisasi penegakan hnkurn tindak pidana korupsi. 

Sedangkan kegunaan dilaknkannya penelitian ini, adaleh : 

I. Dapat membnka permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana kornpsi yang dilakukan 

oleh lembaga-Jembaga terkait saat ini1 bentuk-bentuk perbedaan penerapan 

hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan untnk tersangka 

atau terdakwa korupsi dan dampaknya terhadap harmonisasi sistem 

paradilan pidana di Indonesia serta mengemnkakan upaya-upaya yang dapat 

dilaknkan untnk mendorong terciplanya harmonisasi di antara lembaga

lembaga yang diberi kewenangan melaknkan penyidikan dan penuntutan 

perkara tindak pidana korupsi. 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



18 

2. Sedangkan dari segi teoritis maupun pralrtis diharapkan dapat dipakai 

sebagai bahan referensi kepustakaan baik bagi para mahasiswa, akademisi, 

maupun praktisi, dan pihak-piliak yang berkepentingan serta dari penelitian 

ini diliarapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan Rancangan 

Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Kompsi dan 

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kornpsi, yang 

sedang disusun pad a saal penelitian ini dilakukan. 

lA. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptaa! ini merupakan suatu rangkaian hubungan antata 

konsep khusus yang akan diadakan penelitian yaitu pelaksanaan penyidikan dan 

pennntulan perkara tiudak pidana koropsi yang dilakukan oleh 1embaga-

1embaga terkait saat inl, bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acam 

pidana pada lahap penyidikan dan pennntulan untuk tersangka atau terdakwa 

korupsi dan dampaknya terhadap hannonisasi sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Dalam suatu penelitian dibedakan 3 macam fakta, yaitu : 

1. Referensi atau acuan yaitu hal pokok yang menjadi batas lingkup penelitian, 

2. lstilah yaitu sesuatu yang digunakan sebagai denfikasi dari acuan. 

3. Konsep yaitu kompulan dari arti yang ada relevansinya dengan istilah16 

Menurut Soeljono Soekanto harus1ah Jampak ada perbedaan antara konsep 

dengan konstruk, karena konsep biasanya selalu berhubungan dengan referensi 

yang bcrsifat empiris, sedangkan konstruk menernpatkan hal tersebut dengan 

kebalikannya. 17 

Pengertian hukum aCilra pidana secara urn urn adalah hitnpunan ketentuan 

tentang tala cara men:yidik, menuntut, mengadili dan melaksanakan putusan 

161ndriyanto Seno Adji ; Tesis : Analisa Penerapan Asas Perbualan Melawan Hukum 
Maleriel dalam Perspeldif Hukum Pidana di lndo!U!Sia (Tinjauun Khusus terhadap Perkembangan 
Tindok Pid(ma K.orupsi). hal 56, Program Pssc.a Srujana Universitas Indonesia, 

l1Soorjono Soekanto, Penganlar Penefilian HulaJm, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1984), haL 132·133. 
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pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar ketentuan bukum pidana 

materiil. Dengan demikian, peranan hukum """"' pidana baro tarnpak apabila 

terhadap hukum materiel terjadi gangguan atau dengan ks!a lain apabila ada 

pelanggaran terbadap ketentuan hukum pidana. 

Pengertian penyidjkan menutut pesal J aogka 2 KUHAP adalah 

seraogkaian tindakan penyidikan dalarn hal dan menutut cara yang diatur dalarn 

undang-undang ini unruk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

Pengertian penuntuton menurut pesal I angka 7 KUHAP adalah tindakan 

penuntut umum untuk melimpehkan perkara pidooa ke pengadilan negeri yang 

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 

dengan pennintaan supaya diperiksa dan diputus oleh bekim di sidang 

pengadilan. 

Kamus Bahasa Inggris: Black Law Dictionary menyatakan defmisi 

ataupun pengertian korupsi sebagai berlkut : 

Corruption is an act done with an intend to give some advantage 
inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an 
official or fiduciary person who unlawfully and wrongfUlly uses his station 
or character to prosecure some benefit for himself of for another person, 
contrary tu duty and the rights of others. M 

Rumusan Korupsi menurut UUNo. 31 tabun 1999 adalab: 

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara .... dst. 

Pengertian bebas !Jarmohisasi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah 

pencarian keselarasan atau penciptaan keharmonisan atau keselarasan. Lebih 

lanjut lagi harmonisasi dalam pengertian yang sempit menurut Rudy Satriyo 

Mukantardjo rnempunyai makna "usaha bernama unruk menyamakan 

IE Henry Campbell Black. Black's Law Dictionary, St Paul; West Publishing Co., J990, haL 
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pandangan, penilaian atau Jangkah tindakan guna dapat mencapai tujuan atau 

target bersama" t9. 

Sistmn peratlillm pltlana merupakan istilah yang digunakan sebagai 

padanan criminal justice system. Da1am Black's Law Dictionary, criminal 

justice system didefinisikan sebagai '"the network of courts and tribunals which 

deal with criminal law and its enforcemenf.2°. Pengertian ini lebih menet-~an 

pada suatu pamahaman mengenai '~aringun" di dalam lembaga peradilan dan 

fungsi deri jaringun tersebut untuk menegakan hukum pidana. Jadi tekanannya 

bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, 

melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi panegakan hukum 

terse but. 

Selain pengertian menurut kamus, Pengertian sistem peradilan pidana 

menurnt Prof. Mardjono Reksudiputro, adalah : 

Sistem dalam sualU masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahataa 
Menanggulangi bernrti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar 
berada dalam batas~batas toieransi masyarakat, Sistero ini dianggap 
barhasil apabila sebagian bosar dari laporan maupun keluhan masyarakat 
yang menjadi korban kejahatan dapat .. diselesaikan11

, dengan diajukannya 
pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta 
mendapat pidana. Karena itu tujuan sistem peradiian pidana dapat 
dirumuskan sebagai : 
a. Meneegah masyarakat menjadi korban kejahatan ; 
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang rerjadi sehiaggs masyarakat puas 

bahwa keadilan telab ditagakkan dan yang barsalah dipidana ; 
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya. 21 

Selanjutnya masih menurut Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa 

komponen-komponen yang beketjasama dalam sistem ini adalah : Kepolisian~ 

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarak:atan. Fmpat komponen ini 

19 Rudy Satriyo Mukantardjo, HarmomSMi Peran Apari1! Penegak Hukum Dalam Memahami 
PeraJurrm Perundang-umiangan Jentang Timlak Pidana Koropsi, Jumal Legisii!Si Indonesia, Vo1.4 
No. 1-Maret 2007. Depkumham RI, hal25 

wBlack Campbell, op. cit,, hal. 374, 

:t
1Reksodiputro, op. cit., hal 84. 
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diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama Integrated 

Criminal Justice Administration. X! 

1.5. Kerangka Pemikiranfl'eoritis 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikatukan teori adalah: 

Suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud 
untuk menggambarkan secara reflektif fenomenn yang dijumpai di alam 
pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaran.akan indera manusia)~ 
sehingga tuk pelnk lngi babwa berbieara tentang teori seseorang akan 
dihadapkan kepnda dua macam realitas, yang pertama adalah realitas in 
abstracto yang ada di alam idea imajinatif, dan kedua adalab pndanannya 
yang berupa realitas in concreto yang berada dalara pengalaman indrawi.23 

Sehingga di dalam melakeken suatu penelitian dlperlukan adanya 

kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang manmp pada 

umumnya setiap penelitian haruslab selalu dlsertai dengan pernikiran-pemikiran 

t ·.:.., 211 eonu.:.. 

Pandangan hokum sebagai sistem adalah pnndangan yang eukep tua, 

meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpnodangan dernikian itu tidak 

selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan 

babwa teori hukum yang mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu 

sistern.25 

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi: 

1.) Struktur Hukum (legal structure), yaltu bngian-bagian yang bergerak 
di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan 
dalam sistem, misalnya pengadilan dan kejaksaan. 

2.) Substansi hokum (legal substance), yaltu basil aktual yang diterbitkan 
oleh sistem hukem, misa!nya putusao hakim, undang-undang. 

v.Ibid., hal. 85. 
23Soetandyo Wfgnjosocbroto, Hukwn: Paradigma, Merode dan Dinamikh Masalahnya, 

(Jakarta: ELSAM·HUMA,2002), hal. 184. 

:MR.onny n Soemilr(), Metodafogi Peneliiian Hukmtt, (Jakarta; Ghalia. 1982), hal. 37, 

.u()tle Salman, AntOOn Susanto, 'I'ecri Hukum (Mengingat, Mengwnpufkan dan Membuka 
Kembali), (Bandung:: Refika Aditama, 2004), hat 93, mcngutip Ronald Dworkin, Taking Ringhts 
Seriously, New lmpre.ssltm with Reply lo Crilics, Duckworth, L<mdon, 1977, hat 86. 
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3.) Budaya hukum (legal culture), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, 
komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem 
hukwn, atau keselwuhan faktor yang menentukan bagaimana sistem 
hukum memg'roleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik 
masyarakaL 6 

Sehingga di dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan 

antara sub sistem, Prot: Muladi menyebutkan babwa perlu adanya sinkronisasi 

struktura1 (structural syncronisalion), sinkronisasi substansial (substantial 

syncronisation), dan sink.ronisasi kultural (cultural syncronisation). Oleh karena 

itu sinkmnisasi sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk 

mencapai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Dengan adanya sinkmnisasi 

antara sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari 

kepeUsian sampai lembegs pemasyarakatan perlu juga diduk-ung dengan adanya 

sinkronisasi substansi hukum menyangkut kepada pemturaa perundang

undangan yang berlaku dan sinkmnisasi kultur hnkum yang berkaitan dengan 

budaya hukum beik aparat penegak hukum maupun Jru!Syaraklrt. 21 

Menurut M. Y abya Harahap babwa Sistem Peradilan Pi dana yang 

digariskan KUHAP merupakan "sistem terpadu'~ (integrated criminal justice 

system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "differeruia/ 

fimgsionaf' di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses 

kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. 

Penjernihan terhadap pengelompekan tersebut di atas sedemikian rupa sehingga 

tetap terbina suling koreksi dan koordinasi dalam proses peoegakan hukum yang 

sating berkaitan dan berkclanjutan antnra satu instansi dengan instansi yang lain 

sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan 

pelaksanaan eksekusi. Semenjak dari tabap permulaan penyidjkan oleh 

kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kojaksaan, selalu 

~wrence M. Friedman, The Republic of Choice; Law, Authority, and Culture, Harvarrl 
University, 1990, dikulip oleh ~e Salman. Anthon Susanto~ Teori Hukum (Mengingat, 
Mengumifulfran dan Membuka Kembali), (Bandung: Refika Aditatna, 2004), bal. 153, 

7Muladi. Kapita Selekla Sistem Peradifqn Pidano, (Semanmg:: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, 1995),hal. 1~2 
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terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu 

mekanisme yang saling checking diantora sesama aparat penegak hukum dalam 

suatu rangkaian integrated crimina! justice system. 28 

Untuk melakukan pemberantasan korupsi ciiperlukan sistem peradilan 

pidana terpsdu yang merupekan hagian dari kebijakan penegakan hukum pldana 

yang meliputi satu proses mata rantai yang merupakan satu kesatuan sistem 

penegakan hukum yang integral mulal dari tahap penyiciikan, penuntutan, 

pemidanaan serta eksekusi dari pemidanaan yang merupakan satu sistem 

peradilan pidana secara konstekstuaL 

Sistem Peradilan Pidana yang dilaksanakan oleh sub sistem yang ada 

memerlukan gerak hannonisasi dan sinkronisasL Istilah hannonisasi atau 

penyesualan perundang-undangan (harmonization of law) dan siukronisasi atau 

penyelarasan perundang-undangan (!;yncronization of law) hams dipahami 

secara simuJtan. 

Harmonisasi lebih menakankan pada keberadaan indikator-indikator dan 

karakteristik yang sama dalarn perundang-undangan sedangkan siukronisasi 

perundang-undangan lebih mementingkan hahwa suatu undang-undang tidak 

boleh bertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan yang sederajat 

(sinkronisasi horizontal) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi (sinkronisasi vertical). 29 

1.6. Metode Penelitian 

Metode peoelitian ini diperlukan guna mengumpulkan hahan-hahan yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. 

Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai 

berikut : 

~- Yahya Harahap. Pembahasan PerntllSalahan dan PenerapQII KUHA.P {Penyidikan dan 
Penuntutan), {Jakarta: Sinar Grafika. 2000), hal. 90. 

~uladi, Harmonisasi dan Sln.kranisasi Perundang.undangan tenlang Pemberontasan 
Koropsi, Lokakarya Pembentukan Pcngadilan Korupsi, (Jakarta. 30 Juli 2002). 
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!. Metode Penelitian 

Mengacu pada permasalaban penelitian yang dikemukakan di atas, 

penclitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan 

pertimbangan bahwa titik to!ak penelitian ini adalab terhadap perundang

undangan dan rancangan perundang-undangan, yai1u penelitian yang 

didasarkan pada sumber data sekunder berupa perundang-undangan, 

rancangan peratunm-peraturan hukum yang sedang dibahas oleh legislatif, 

putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum 

terkemukn Se!ain itu dilakukan pengkajian terhadap hukum pesitif 

berkaitan dengan masalab yang diteliti serta didukung dengan wawancara 

2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumher data sebagai berikut : 

a. Data sek:under, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur 

mengenai masalab yang berkaium dengan tindak pidana korupsi dan 

sistem peradi!an pidana Literatur yang digunakan da!am penulisan ini 

diperoleh dari bnku-buku, peraturan perundang-undangan, serta baban

baban labmya dari internet. 

b. Data primair diperoleh melalui penelitian Japangan yakni melnkukan 

kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, 

antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan 

penun!utan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

Kepolisian, Kejaksaan dan Komlsi Pemberantasan Korupsi, bentuk~ 

bentuk perbedaan penerapan hukum acarn pidana dalarn penyidikan dan 

penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pengaruhnya terhadap 

harmonisasi Imbungan lembaga-lembaga tersebut. 
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3. Penyajian dan Analisis Data 

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secara 

sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif 

dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara 

mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalaban dan memperoleh 

kejelasan terhadap pennasalahan di dalam penelitian ini. 

1.7. Pembatasan 

1. Penulls tidak meuggunakan kula penyelidikWl dan menggunakan kata 

penyidikan karena dalam Undang-Undang No. 31 TahW1 1999 jo Undang

Undang No. 20 Tahun 2001 tentaug Pernberantasan Korupsi dan 

Peiubah!lllDya hanya menggunakan kala penyidikan. 

2. Dalam t:ulisan ini~ pembahasan Penulis mengenai Sistem Peradilan Pidana 

lebih ditekankun pada hubungan kewenangan penyidikan dan penuntutan 

antara Kapolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

sedangkan Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyamkatan tidak dibahns 

terlalu dalam. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai Jatar belakung permasalahan, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka pemikiran terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka 

konseptual. metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini, 

pembatasan serta sistematika penulisan yang dilakukan. 
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Bab II TINJAUAN MBNGENAI PERKEMBANGAN PENANG

GULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dl INDONESIA 

DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGANAN 

PERKARA KORUPSI SAAT IN! 

Pada Bab ini diurnlkan sejarah penanganan tindak pidana korupsi di 

Indonesia ~ak IllllSa orde lama sampai dengan masa refonnasi 

dimana akan diurnlkan peraturnn-peraturan yang pemah diterbitkan 

berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi di 

Indonesia dan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untnk 

menangani perkara tindak pidana korupsi; Sistem Peradilan Pidana 

di Indonesia dan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang 

terlibat dalrun Pen}1dikan dan penuntutan perkara tindak pidana 

korupsi. 

Bab Ill PENERAP AN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM 

PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI 

BENTUK PEMBAIIARUAN DALAM HUKUM ACARA 

PIDANA 

Pada Bah ini membahas mengenai sejarah hukum acara pidana di 

Indonesia, hukum acara pidana yang berlaku saat ini dan hukum 

acara pidana yang berlaku dalam penanganan tindak pidana korupsi. 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitinn dan analisa rneugenai perbandingan 

pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana 

korupsi yang dilukukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi, bentnk-bentnk perbedaan penernpan hukum 

acara pidana yang saat ini diberlakukan bagi tersangka atau terdakwa 

tindak pidana korupsi yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan, 

Kepolisian dan Komi'i Pemberantasan Korupsi pada tahap 

penyidikan dan penuntutan, dan pengaruhnya terhadap harmonisasi 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



27 

sistem peradilan pidana di Jndonesia serta upaya-upaya yang dapat 

dilakukan unluk meningkafkan kinerja lernbaga Kepolisian dan 

Kejaksaan dalam rangka optimalisasi penegakan hukum tindak 

pidana korupsi. 

Bah V PENUTUP 

Bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleb dati 

analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan 

dalam pembabaruan hukum di Indonesia khususnya hukum acara 

pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. 
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TINJAUAN MENGENAI PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI Dl INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN 
PIDANA DALAM PENANGANAN l'ERKAR.A KORUPSI SAAT INI 

Berbicara mengenai tinjauan perkembangan penanggulangan lindale 

pidana korupsi di Indonesia, terlebib dahulu ldta akan kembali ke belakang untuk 

menyusuri sejarah penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah 

dimulal sejak lama bahkan ketika rezim orde lama masih berkoasa. Kesadaran 

akan bahaya dar! tindak pidana korupsi sudah dirasakan oleh pemerintahan pada 

mas a itu. Menurut sejarah, sejak masa orde lama hingga saat ini ( orde refol'lllliSi) 

sudah banyak peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenrd 

penanggul:rngan tindak pidana korupsi. 

Peraturan·peratur:rn ternebut mengalami banyak perubahan, dicahut dan 

diganti dengan peraturan bam. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak 

perkembangan masyarakat dernikian cepat dan modus operandi tindak pidana 

korupsi semakin canggih dan varlatif. Perkembangan petlltur:rn perundang

undangan tersebut membawa pada konsekuensi tidak banya terbatas pada 

perkembangan aspek-aspek materiel saja namun Ielah mengakibatkan teljadinya 

pergeseran atan dapat dikatakan pembaharuan dalam hukom acaranya (aspsk

aspek formil) misalnya mengenai lembaga-lembaga yang diberi kewenangan 

untuk memarlksa tindak pidana korupili. 

Parla bagian irU akan diuraikan mengenai sejarah perundangan-undangan 

yang mengatur tindak pidana korupsi dar! masa orde lama hingga saat ini (masa 

refonnasi), selain itu juga akan diuraikan roengenai sistem peradilan pidana di 

Indonesia dan sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bekerja 

dalam pilnanggulangan tindak pidana korupsi serta pergeseranlperubahan yang 

teJjadi pada sistem peradilan pidana di Indonesia khusus dalam perumganan 

tindak pidana korupsi sebagai akibat perlrembangan dari peraturan perundang

undangan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. 
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2.1. Sejarah Ponanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

2.1.1. Sejarah Perundang-undaogan yang Mengator Tindak Pidana 

Korupsi 

Secara kronologis sejarah mencatat bahwa sampai saat ini 

sedikitnya ada 8 (delapan) fase perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembagian fase-fuse 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Fase pertama adalab pengaturan delik korupsi di dalam KUHP 

(UU RI No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958). KUHP 

merupakan peraturan yang pertama kali mengatur mengenai tindak 

pidana korupsi di Indonesia. Delik korupsi yang merupekan delik 

jabatan tercantum dalam Bab XXVffi Buku II KUHP, sedangkan de1ik 

korupsi yang ada kaiillnnya dengan de1ik jabatan seperti pesal 209 dan 

210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut Actieve 

omkoping), berada dalam bah yang lain tetapi masih daiam buku l1 

KUHP (tentang kejahatan)." Meskipun tidak secara eksplisit 

menggunakan terminologi korupsi dalam rumusan tindak pidana 

(rumusan delik), beberapa pesal dalam KUHP dianturanya Pasai 209, 

210, 418, 419 dan pasal 420 KUHP, sesunggubaya mengandung 

bakikat tindak pidana korupsi. 

Fase kedua adalah terbitnya Keputusan Presiden No. 40 tahun 

1957 jo Regeling op de staat van oorlog en van Be1eg (Stb. 39-582 jo 

40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang. Pada fase ini 

muncul penturan-peraturan mengenai korupsi~ yaitu: 

a. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06!J 957 tanggal 9 

April 1957 tentang Pembernntasan Korupsi. 

30 Andi Hamza.h, PemberanJO.Safl Korupsi Melalui Hukum Pidona N(JSiOnal dan Jnternasiona/, 
cet ill, {Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), bal. 38. 
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b. Peratunm Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 

Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda. 

c. Prt/PM-11/1957 tanggal l Juli 1957 tentang Penyitaan dan 

Pernmpasan Barang-Banmg. 

Latar belaltang munculnya peraturan-pera!uran tersebut dikarenakan 

pada masa itu korupsi semalcin merajalela di Indonesia sedangkan 

KUHP dianggap kurang lengkap dan efektif dalam menanggulanginya. 

Pada fase ini untuk pertama kali diperkenalkan istilah "Korupsi" 

sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi adalah 

)lperbuatan .. pcrbuatan yang merugikan keuangan dan 

perekonomian negan". 31 

Fase ketiga adalah terbitnya Keputusan Presiden No. 225 

Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 tahun 1957 jo Undang-Undang 

No. 79 tahun 1957 tentang Keadaan Bahnya. Pada fase ini dilabirka.n 

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. 

Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa 

Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt!Z.llln tanggal 17 April 

1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan 

Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Adapun latar belakang 

keluamya peraturan-peraturan tersebut karena pembuat peraturan pada 

masa itu masih berusaha memperbaiki dan menambah peraturan yang 

terdahulu agar lebih efektif dalam memberantas korupsi. Yang 

menjadi fokus dari peraturan ini ialah bentuk kbusus dari perbuatan 

korupsi yaitu yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau 

badan bukum lain yang mempergunakan modal danlatau kelonggaran 

yang lain dari masyarakaL Hal ini dapat dimengerti karena pada saat 

pembuatan peraturan ini (sekitar tahun 1957-1958) ramai terjadi 

pengambilaliban dan pengurusan perusabaan-perusahaan milik 

31 Ibid, hal. 42. 
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31 

Betanda menjadi Perusahaan Ncgara.32 Pernturan ini merupakan 

peraturan pertama yang menerobos peraturan tentang rahasia bank 

dan: dikenal semacam pembuktian terbalik terbatas yaitu orang 

yang diperiksa harta bendanya oleh Pengadilan Tinggi wajib memberi 

keternngan secnkupnya, bukan saja mengena.i harta benda sendiri 

tetapi juga mengenai barta benda orang lain yang dipaodang erat 

hubungannya menurut ketentuan Pengaditan Tinggi." 

Fase keempat adalah terbitnya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, 

Penuntutan dan Pemeriksaan Tmdak Pidana Korupsi. Sejak tanggal I 

Januari 1961 berdasarkan UU No. I tahun 1961 Ielah ditetapkan 

menjadi UU No. 24 Prp tahun 1960. Latar belakang keluarnya 

peraturan ini disebabkan karena pembuat undang-undang memandang 

tidak perlu lagi ada pernturan tentang perbuatan korupsi yang bukan 

pidana dan berpendapat bahwa Pernturan Penguasa Peraug Pusat 

tentang pemberantasan korupsi itu dibuat dalam kendaan darurnt dan 

bersifut temporer dan mernsa pertu dibentuk undang-undang tindak 

pidana korupsi sebagai bagian dari hnkum tindak pidana khusus. 

Se!argutnya dikeluarkanlah UU No. 24 Prp tahun 1960 yang 

sebenarnya isinya adalah menyerap peraturan terdahulu (peraturan 

Kepala Staf Angkatan Darat dan Laut) dengan adanya beberapa 

penggantian istilah.34 Selain itu pada fase inl mu!ai diperkenalkan 

penyelesaian korupsi dengan menggunakan konsep hukum perdata 

dimana lerhadap perbuatan korupsi yang unsurnye adalah "perbuatan 

melawan hukum'~ tidak diancam dengan hukuman pi-dana meiainkan 

Pengadilan Tinggi yang mengadilinya alas gugatan Badan Koordinasi 

32: Ibid., bal. 43. 
31 1bid., hal. 57. 
34 UtikMulyadi, Tindak Pidn110 Korupsi di Indonesia, Cet.l, (Bandung: Alumni, 200'7), haL 
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Penilik Harta Benda dimana badan ini dapat merampas harta benda 

basil perbnatan korupsi itu." 

Fase kelima adalah terbitnya Undang-Undang No. 3 tahun 

1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tmdak 

Pidana Korupsi. S~ak 1ahlmya Orde Barn pade tahun 1966, suara

suara yang menghendaki pemberantasan korupsi semakin hebat, 

semakin hari bertambah nyaring, baik dalam bentuk berita maupun 

berupa karangan di surat kabar, majalah, dalam diskusi-dlskusi, dan 

sebagainya. Oleh l=ena itu pada tangga129 Maret 1971 diundangkan 

UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberanwan Tindak Pidana Korupsi 

yang termuat dalam Lernbanm Negara Tahun 1971 No. 19.'" 

Fase keenam adalah terhitnya Undang-Undang No. 3! tahun 

1999 (LNRI 1999-40; TLNR1 387) tentang Pemberant.asan 11ndak 

Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang 

Perubaban Atas Undang-Undang No. 3! tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latar be1akang ke1uaroya 

undang-undang inl kanma pembuat undang-undang memandang 

perundang-undangan sebelumnya tidak mampu dan efektif dalam 

melakukan pemberantasan dan penanggu1angan tindak pidana korupsi, 

karena korupsi bukan semakin berkarang namun sebaliknya. Pembuat 

undang-undang berpendapst bahwa undang-undang pemberantasan 

tindak pidana korupsi yang ada masih !erbatas memuat ka!egori 

perhuatan korupsi dan ancaman huknman yang dipandang masih 

terlalu ringan sehingga tidak menimbu1kan efek jera bagi pe1akunya.37 

Fase ketujuh adalah terbiinya Undang-Undang No. 30 tahun 

2002 tentang Komisi Pember.mtasan Tindak Pidana Korupsi. Pada 

fase ini, mulw dikenal adanya lembaga baru yang berwenang 

menangani perkara korupsi di Indonesia yaitu Komisi 

:Js Andi Ham1.ah, Op.Cit, hal. 47. 
36 Mulyadi. Op.Cit,, hal. 18, 
31 ibid., bal. 23. 
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Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) adalab lembaga negara yang dalam melaksaoakan tugas dan 

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengarnb kekuasaan 

manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan 

daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi." Dalam hal ini KPK mempunyai kewenangan untuk 

rnelakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi 

yang melibatkan aparat penegak bukum, penyelenggara negara, dan 

orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang 

mendapat perhatiao masyarakat dan I atau menyangkut kerugian 

negara paling sedikit Rp. 1 rnilyar. Dimensi lain yang diperkenalkan 

akibat pembentukan komisi ini adalab dibentukoya Pengadilan Ad 

Hoe Tlndak l'ldana Korupsi, pengadilan ini diberi kewenangan 

tn1tuk memutus perkara korupsi yang khusus diajukan oleh Komlsi 

Pembemntasan Korupsi, sedangkan perkara korupsi yang diajukan 

olab K~aksaan masih diperiksa oleh pengadilan wnum.39 

Fase kedelapan adalah ketika Indonesia rnemtiftkasi Konvensi 

Perserikatan Bangsa-BlUlgaa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi 

dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2002. Perspektif konvensi ini 

dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis mendeskripsikan bahwa 

konvensi ini mempergunakan bebera_pa pendekatan dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila diperbandingkan 

dengan ketentuan hukum positif Indonesia, pendekatan konvensi ini 

ternyata lebih lengkap dan detail dengan menggunakan pendekatan 

preventif, represif dan restoratif terhadap strategi pemberantasan 

tindak pidana korupsi. Strategi tersebut berorientasi kepada aspek 

pencegaha.n, penindakan~ kerja sama intemasional khususnya dalam 

33 fbid., hal. 32, 
39 Ibid .• hal. 65. 
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pengembalian asset dan menetapkan kedudukan dan peranan swasta 

dan keiknlsertaan penm masyarakat dalam pemberantasan korupsi." 

Dari kedelapan fase pemturan perundang-undangen tersebut 

yang saat ini masih berlaku dan menjadi hukum positif (ius 

oonstitutum I ius operatum) sebegai peratumn dalam penanggulangan 

pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 

yang dirati:likasi dangan Undang-Undang No. 71abun 2002. 

2.1.2. Lembaga-Lembaga yang Diberi Kewenangan Menangani Tindak 

Pidana Korupsi 

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia saat ini, ada 

beberapa lembagalkomisi yang diberi kewenangan dalam 

penanggulangan tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan, 

penyidikan, penuntutnn dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Lembaga-le.-nbaga tenlebut, yaitu : 

I. Kepolisian RI 

!'ada hakekatnya Kepolisian berwenang sebegai penyelidik dan 

penyidik perkara korupsi. 

2. Kejaksaan RI 

Lembaga ini selain mempunyai kewenangan sebagai penuntut 

umum juga mempunyai kewenangan dalam hal melakukan 

penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. 

3. Kornisi Pemberatasan Korupsi (KPK) 

Komisi ini meznpunyai 3 kewenangan sekaligus yang berada 

dalam satu alap yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

perkara korupsi. 

4<1 Ibid., haL 35. 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



35 

4. Lembaga Perndilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi) 

Lembaga peradilan khususnya peradilan umum merupakan 

lembaga pemutus perkara yang dilirnpahkan oleh Kejaksaan 

sedaugkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutus perkara 

yang diajukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

2.2. Sub Sistem dalam Slslem Peradilan Pidarut yang terlibat dalam 

Penyldikan dan Penuntutan Tindak Pidana KoruP"i. 

Sebelum berbicarn mengenai sub sistem dalam Sistem Peradilan 

Pidana yang terlibat da!am penyidilim dan penuntutan tindak pidana korupsi 

maka terlebih dabulu akan diumikan gambaran mengenai bentuk sistem 

peradilan pidana yang barlaku di Indonesia dan bal-hal yang melatarbalakangi 

terbentuknya sistem peradihm pidana tersebut. 

2.2.1. Si9tem Peradilan Pidana di Indonesia 

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini 

adalab bawaan pemeriatab Hindia Belanda. Apa yang mereka 

tanamkan di Indonesia ini mempunyai sejarnh yang panjang pula di 

negara Belanda sendiri, yang dipengarubl pula oleh perkernbangan 

kebndayaan barat. Mulai dari Magna Charta (awal abad ke-13), Bill of 

Rights (akhir abad ke-18), Revolusi Pel1U1Cis (1748) dan Code de 

Procedure Penale Perancis awal abad ke-19 (1810 dan 1819). Si>tem 

peradilan pidana yang berlaku di dunia sekarang, pada da.samya dapat 

dibedakan antara dua sistern, yaitu : sistern Anglo Saxon (yang berlaku 

di lnggris, Amerika Sarikat) dan Sistem Eropa Kontinental (yang 

berlaku di Perancis, Jerman. Belanda dan sebagainya). Sistem yang 

berlaku di Indonesia adalab sistem Eropa Kontinental. Untuk 

perkembangan selanjumya dari sistem peradilan pidana nasion.al kita, 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



36 

maka perlu dikaji faktor-faktor budaya dan sosial apa dari masyarakat 

Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memperkuat sistem 

peradilan ini. lni tidak hanya berlaku untuk hukum acara tetapi juga 

untuk hukum materii1.41 

Sejak Indonesia merdeka, maka sudah merupakan cita-cita 

Bangsa Indonesia untuk merombak undang-undang yang diwarisi dari 

zaman Hindia Belanda menjadi peraturan pernndang-undangan yang 

sesuai dengan falsafuh bangsa dan konstitusi negara ternrnsuk yang 

mendapat prioritas peruhahan adalah simem peradilan pidana kita 

dalam rangka suatu sistem yang benar-benar bersifat nasional maupun 

yang memperhatikan perkembangan yang tetjadi di dunia 

internasional. 42 

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana 

(Crimihal Justice System) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini 

usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas 

toleransi masyar<lkat. Sistem ini dianggap berhasi! apahila sebagian 

besar dari lapnran maupun keluban masyarakat yang menjadl korban 

kejahatan dapat "diselesalkan" dengan diajukannya pelaku kejahatan 

ke sidang pengadilan dan dipuluskan bersalah serta mendapatkan 

pidana. 43 

Garnbaran di alas adalah apa yang paling terlihat dari dan 

diharapkan oleh masyarakat. Narnun hal ini belum merupakan 

keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang seeing kurang 

41 Mardjono Reksodiputro, "Sutvei dan Riset Untuk Sistem Peradilan Pidcna yang Lebih 
Rusional" dalam Kriminologi dan Sistem Peradilon Pidona, Edisi 1 Cetakan 2, (Jakarta: Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Ul, 1997), hal. 113. 

42 lbid, hal98 
0 Matdjooo Reksodiputro, "Sistem Perodilan Pidtma Indonesia (Peran Penegak Hukum 

Meiawan Kf!jahatan)" du.lam llok Asasi Mar;usia dolam Sis/em Peradllan Pidana, F.disi 1 Cetakan 3, 
(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. I999), haL 84. 
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diperhatilim adaloh yang herhubungan ~engan mencegah teljadinya 

korban k~jahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kcjahatan. 

Karena itu tujuan sistem peradilan pi~ana dapat dirumuskan 

sebagai :44 

L mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

2. menyelesaikan kllsus kejahatan yang teijadi sehingga masyarakat 

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang hersalah dipidana ; 

dan 

3. mengusahakan agar mereka yang pemah melakukan kejahatan 

tidak mengu!angi lagi kejahauumya. 

Komponen-komponen yang bekerjasarna dalam sistem ini adalah 

terutarna instansi atau badan yang kita kenai dengan nama: kepolisian

kejaksaan-pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat 

komponen ini diharapkan hekeijasoma memhentuk apa yang dikenal 

dengan nama «integrated criminal justice admirrislration".45 

Gam bar 2. L : A limn Sistem Peradilan Pi dana 

MASYARAKAT 

APAB!LA TlDAKTERBUKTl KEMBAU KE MAS'ff!.Jf./JJ'\AT -----------+---------- -1 
I 

1\PABllA TIOAK 'll'RBUKTI KEMBAU KE MASYARAKAT 
-~---------·---------- <-.:.:=,:::.:..::.:.-' 

J 
A -l 
D 

r-- v 
I 0 

I K 
A 
T -· 

«/bid. 
45 Ibid., hal. &5. 
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Pada gambar 2.1. ter!ihat bahwa proses peradilan pidana itu adalah 

suatu sistem, dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta 

pemasyarakatan sebagai sub-sub sisrem. Pelanggar hokum berasal dari 

masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga 

taat pada hokum (non residivis), maupun mereka yang kemudian akan 

mengulangi kembali perbuatannya (residivis )." 

Proses penegaksn hokum tidak selamanya bersifat rasional. 

Sejarah telah mengungkapkan bahwa seringkali proses ini diwarnai 

oleh emosi rlari mereka yang terlibat dalam proses ini. Dibarapkan 

tentunya hahwa administrasi keadilan pidana dapat mengendalikan 

sifat emosional ini dan bernikap lebih rasional. Dibarapkan pula hahwa 

dengan pengnngkapan fakta baro ataupun evaloasi fakta lama, yang 

dilakukan melalui riset, dapatlah dijantin sikap yang lebih rasional 

dalam proses sistem peradiian pidana.47 

Dalam kenya!aannya kebarusan keempat komponen ini beke!ja 

secara terpadu (integrated) mencapai tujuan sistem lebih mudah 

dikalakan daripada dilaksanakan. Apebila keterpaduan dalam bekerja 

sistem tidak dilakukan, maks ada tigu kerugian yang dapat 

diperkirakan: 

I. kesukaran dalam menilai sendiri keberbasilan atau kegagalan 

masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka 

bersama; 

2. kesuliil!n dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok 

masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan 

pidana); 

46 Reksodiputro, "Kriminologi dan .... dsl. ", Op. Cit., hal. 98-99. 
41 Ibid., hal. 100. 
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3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas 

terbagi, mak:a setiap instansi tidak terlalu memperhatikan 

ere!ctifiUl$ menyeluruh dari sistem peradilan pidana4
' 

Ketiga kcrugian di al1ls akan merupakan kendala utama dalam 

manajemen keseluruhan sistem dalam meVJUjudkan tugas~tugas untuk 

mencnpai tujuan sistem tersebut di atas tadi. Mencegah masyarakat 

menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggung 

jawab kepolisian. Pengadilan dan Kejaksaan turot bertanggung jawab 

melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang 

tidak adil, maupun tidak berbasilnya pengadilan memberikan pidana 

terhadap pelaku kojahatan, akan menggoyahkan kepercayaan 

masyarakat pada bukum. Selanjutnya hal ini dapat mendorong pula 

pelaku kejabetan lebili berani melakukan perbuatannya. Sebagian dari 

mereka mtmgkin akan mera.sa dirinya ukebal h:ukum'~.49 

Dalam suatu sistem peradilan pid~ cara ketja sub sistem harus 

!erintegrasi (terpadu) dengan sub sistern lainnya. Harus ada persamaan 

persepsi dalam mencapai tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana 

itu. Apabila sejak awal telah tetjadi ketidakterpaduan, maka 

keparcayaan masyarakat terbedap sub sistem itu secara keseluruhan 

akan sangat merosot, bahken Iebili eks!rlm lagi masyarakat tidak lagi 

mempercayai :sub sistem secara institutif dalam arti sempit dan sistem 

peradilan pi dana dalam artiau yang lebih luas." 

Uraian di aUl$ ingin· menyampaikan kompleksitas (kerumitan) 

usaha menganalisis berbasil atau tidakuya sistern peradilan pidana 

mencapai ketiga tujuan yang telah disampaikan di alas (mencegah 

kejabelan (korban), memuaskan masyarakat dengan penyelesaian 

kasus kejahatan dan mencegah timbulnya residivis), 51 

« Reksodiputro, "HakAsasi .... dst"., Op.Cir..., bal. 85. 
49 Ibid., hal 86. 
so Ibid., haL 13 
Sl Jbid., hal. 8.9. 
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Menurut Sukarton Marmosudjono, Integrated Criminal Justice 

System adalah sistem peradilan perkara pidana, yang unl!l.lr-unsurnya 

terdiri dari persamaan persepsi lentl!ng keadilan dan pola 

penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluru!JJm dan 

kesatuan (administration of criminal justice system). Pelak:sanaan 

peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, 

penuntutan, pengadilao dan Lembaga Pemasyarakatan. Integrated 

Criminal Justice System adaJah suatu usaha untuk mengintegrasikan 

sernua komponen tersebut di alas, sebingga peradilan dapat beljalan 

sesuai dcngan yang dicit.a-citakan.52 

Tugas polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan barus juga 

dibedakan dan dibagi, demi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di 

dalam satu tangan dengan berbagai eksesnya. Pembadaan dan 

pembagian ke!ruasaanlkewenangan juga dimaksudkan agar te!jamin 

pelaksanaan spesialisasi untuk pembinaan yang baik. Perbedaan dan 

pembagian kekuasaan/kewenangan tersebut tidak perlu mengbalangi 

adanya ke!ja sama positif yang justru sangat diperlukan bagi 

pelaksanrum peradilan. Suatu persyaralan mutlak adalah bahwa setiap 

unsur dan komponen yang terintegrasi tersebut sebelumnya h:arus teiah 

meningkatkan tugas-tugas dalam lingkungan sendiri. Suatu pendekatan 

terintegrasi yang baik harus diartikan sebagai suatu strategi yang dapat 

meningkatkan setiap unsur dalarn sistem peradilan yang tersebul di 

atas secara efektif dan mampu bekeija sama antara satu dan lainnya 

untuk mencapai tujuan dari keselnruban, yaitu suatu pelaksanaan dari 

peradilan kriminal yang seefisien mungkin. Keempat badan yang 

tersebut di atas, walaupun secara administratif struktural berdiri 

52 Sukarton Marmasudjono. PenegaKon Hukvm di Negara Pancasifa, Cetakart 1, (Jakarta; 
Puslaka Kartini, 1989), bal. 30. 
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sendiri, tetapi secara fungsional badan-badan tersebut berhubungan 

dan tidak terpisah satu sama lain. 53 

Era admin.istrasi modem memang menuntut adanya suatu dasar 

pembagian tugas dalam kerangka kelja suatu sistem, sehingga tidak 

mungkin masing-masing be!jalan sendiri, lelapi seyogyanya harus 

terdapat suatu keterkaltan dan ketergantungan satu sama lain. 

Bertambah tinggi tingkat diferensiasi dan spesialisasi, bertambah 

mutlak pula kebutuhan akan koordinasi dan kerja sama." 

Kelja sama demikian bukanlah berarti intervensi, karena sctiap 

pihak tetap memelihara identitas, wewenang dan dasar hukum mereka 

sendiri. Namun dernikian, jika identitas Gati diri} dan wewenang 

dilaksanakan secara kekn, akan menimbulkan stagnasi peda satu pihak 

dan stagnasi dapet menimbulkan rentetan stagnasi dari tugas dan 

kewajiban di pibak lain dalam melayani pencari keadilan. Oleh sebab 

itu suatu kruja sama positif yang serasi~ konsisten dan selmbang, baik 

di pusat maupun di daerah diharapken dapat memecahkan masalah

masalah karena kekakuau dan care be'l'ikir, yang dapat merupakan 

kerugian dalam proses penegakao bukum. Tujuan penegakan hukum 

seclll'a esensial, tidak dapat dipisah-pisahkan, walaupun 

pelaksanaannya terbagi dalam barbagal lembaga, tugas dan 

kewenangan." 

Di dalam PROPENAS 2000-2004 (Undang-Undang No. 25 

Tahun 2000) antara hun dikemukakan : 

n Ibid., bal3L 

"Pembaharuan hukum yang terkotak-kotak (fragmentaris) dan 

tambal sulam diantara instansi/lembaga pemerintahan harus 

dihindari. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, 

terarah dan dilandasi oleh konsep yang jelas". 

54 Ibid .• hal32-33. 
jj Ibid. 
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Koordinasi antara lembaga peradilan dengan lembaga-!embaga 

penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan perlu semakin 

ditingkatkan dan dimantapkan sehingga sentralisme kepentingan dari 

masing-masing lembagn dapat dihindari. 

Dalam menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang 

terpadu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mangenai tugas dan wewenang hakim dan apamt 

penegak httlrum, khususnya antara PPNS dan kepolisian, antara 

kepolisian dan kejaksaan dan antara hakim dan pejabat peradilan 

administratif. Sinkronisasi ini menjadi penting untuk menghindari 

tumpang tindih tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang 

selama ini terjadi. Yang dimaksud dengan sinkronisasi antara tugas

tugas/wewenang kepelisian dan kejaksaan dalam PROPENAS di alas 

adalah sinkronisasi antara tugaslwewenang penyidikan dan 

penuntutan, karena memmg kedua kewenanganlkekua'Oiall inilah ymg 

merupakan bagian kewenangan SPP.56 

Prof. Muladi setuju apabila istilah integrated dalam penyebutan 

istilah integrated criminal justice system diarahkan untuk lebih 

memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikau, 

sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya 

merupakan disturbing issue di pelbagai negara Prof. Muladi 

sependapat dengan Hulsman bahwa sistem peradilan pidana pada 

hakekatnya merupakan masalah sosiat (socialproblem)." 

lstilah siukronisasi mengandung makan keserempakan dan 

keselarasan. Sinkronisasi dalam hal ini~ sesuai dengan makna dan 

ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi 

struktural, dapat pula bersifat substansial dan dapat pula bersifat 

ku!tural. Sehingga yang dimakeud dengan keterpaduan dalrun sistem 

55 !bid., bal32. 
Si Muladi, Kapila SeJek!a Sistem Peradilan Pidana, Cetaknn l, (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 1995), hal. L 
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pemdilan pidana menurut Prof. Muladi adalah sinkronisasi atau 

keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: 

1. sinkronisasi struktural: keserempakan dan keselarasan mekanisme 

administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar 

lembaga penegak hukum; 

2. sinkronisasi substansial: keserempakan ini mengandung makna 

baik vertikal maupun horlsontal dalam kaitannya dengan hukum 

positifyang berlalru; 

3. sinkronisasi ku/tural: keserempakan dalam menghayati 

pendangan-pandangan, sikap-sikap dan fhlsafah yang secara 

menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan _pidana. 

Pemahaman terhadap tiga kerangka sinkronisasi di atas sangat 

pentiog, mengingat apa yang dinamakan sistem peradilan pidana pada 

hakekatnya merupakan open sistem, rnengingat besomya pengaruh 

lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupen manusia 

terhadap keberhasilan pencapaian tujlll!llllya Gangka pendek 

resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka 

panjang kesejahteraan sosial)." 

Menurut Bamhang Prabowo SoedaiSo59 hahwa tugas utama dari 

Sistem Peradilan Pidana adalah mengembalikan fungsi hannoni pada 

suatu aspek yang ada, antara lain meliputi: adanya kesebandingan 

antara pihak-pihak, dimana kesebandingan lebih pada hak-hak 

individual yang sedang bersengketa; adanya keseimbengan, yang lebih 

menekaakan pada rnasalah tanggang jawab; adanya keserasian, yang 

lebih menekankan pada hub-an antar pihak; adanya keamanan, yang 

lebih menekaakan pada keamananlperlindungan pada pihak-pihak 

yang bersengketa; adanya kelestarian, yang lebih menekaakan pada 

kelestarian hubungan pihak-pihak; adanya keselarasan; adanya 

$3 Ibid .• hal2. 
59 Wawancara dengan Bambang Prahowo Soodan:o, Dosen Pasea S&jana FH~UT, pada hari 

Senin tangga119 Januari2009. 
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kedamaian; adanya keadilan, yang lebih menekankan pada bagaimana 

mendistribusikan keadilan pada pihak-pihak yang sedang bersengketa; 

adanya kepatutan; dan adanya kepastian hukum. 

Disamping karakteristik di atas, dengan beberapa modifikasi 

Prof. Muladi menyetujui iadikator-indikator keberhasilan Integrated 

Criminal Jus/ice System seperti yang dikemukakan oleh Hiroshi 

Ishikawa dalam makalabnya yang beljudul "C/wracleristic Aspects of 

Japanese Criminal Justice System .. , yaitu : 

l. Clearance rate yang relatif tinggi yang melibatkan police 

efficiency dan citizens cooperation with Jaw enforcement. 

2. Conviction rate (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara) 

yang relatif tinggi, dilll!nbah dengan pendidikan terpadu para 

penegak hukum agar tercipta saling pengertian satu sama !aha, 

saling mengbargai dan bersifat loooperatif, sekalipun dengan 

bidang tugas yang berbeda. 

3. Speedy disposition (penyelesaian perlrnra yang cepat). 

4. Rehabilitation minded sentencing policy. 

5. Re1atifkeciinya rate of recall to prison (reconviction rate).50 

Sehingga dari tulisan di alas dapal disimpulkan bahwo sistem 

peradilan, dalam kerangka ini adalah sistem peradilan pidana (criminal 

justice system) merupakan sistem baik sistem abstrak maupun sistem 

fisik. Dalam hal ini sistem peradilan pidana merupakan sub sistem 

politik, ekenomi, sosial budaya dan sub sistem hankam dan semuanya 

merupakan sub sistem dari sislem yang lebih besar yakni sistem sosial. 

Kineija (performance) sislem peradilan pidana tidak akan lepas dari 

perkembangan sistem yang lebih besar tersebul." 

60 Ibid, hal. 5-4 
61 Ibid., haL 47. 
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Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terukur. Untuk 

itu indikator efektifitasnya harus dibakukan. Bebempa standar yang 

digunakan adalah : 

l. Sampai sebempa jauh tingkat pengungkapan perkara (clearance 

rate) yang telah dilalrukan Polri. 

2. Sampai sebempa jauh jaksa berhasil membuktikan sural 

dakwaannya di sidang pengadilan (conviction rate} 

3. Sampoi seberapa jauh tingkat keoopatan penanganan perkara di 

dalam sistem peradilan pidana (speedy trial), sampai seberapa jauh 

telah te!jadi pengulangan kembeli dari si pelakn (recol'/Victian 

rate}• 

4. Sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem 

peradilan pidana. 62 

Untuk memahami cara ke!ja Sistcm Peradilan Pidana, Herbert L. 

Packer mengintredukai dua kerangka berpikir yang dikembangkan atas 

dua model, yaitu ""crime control modef' dan "due process modef". 

Analisis mendalam untuk membedakan kedua model ini, oleh Packer 

dikemukakau adanya nilai-nilai (values) yang melandasi masing

masing model. Adapun nilai-nilai yang melandasi <.1crjme conirol 

modef" adalah sebagai berikut :63 

a. Perhatian utama harus ditujukan keparla efisiensi dari suatu 

panegakan hukurn untuk menyeleksi tersangka; 

b. Menetapkan· kesaJahannya dan menjamin atau melindungi hak 

tersangka dalam proses peradilannya; 

c. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan 

prinsip cepat (speedy) dan tuntas (fina/ty). 

61 Herilert L. Packer, The Limits af the criminal sanction, Stanford: Stanford University 
Press, 1978, hat 158-161. dikutip dalllO'I: Dlsertasi Etwi Danil, Fungsionalisasi Hukum Piduna dalam 
Penanggulangan Tintiak Pidana K:orupsi (Studi lenlang Orgensi PembaltaruUJI Hukum Pidana 
Terhodap Tinduk Pidana Korupsi di Indonesia}, Universitas indonesia, Program Pasca Sarjana 
Fllkulw Hukum, 2001, hal. 35. 
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d. Asas praduga bersalah (pre.mmption of guilt) akan menyebabkan 

sistem ini dilaksanakan secara eiftsien. 

e. Proses penegakan hukum hams dititikberatkan pada kualitas 

temuan-temuan fakta administratif (administrative fact finding), 

oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: a) 

pembebasan seorang tersangka darl penuntutan, atau b) 

kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (plead of 

guilty). 

Sedangkan nilai-nilai yang melandasi "due process model" 

adalah sebagai berikut :64 

a. KemutJgkinan adanya faktor "human error" menyebabkan model 

ini menolak "informal fact finding process" sebagai cara untuk 

menetapkan secara definitif "factual guilf~ seseorang. Modd inj 

hanya mengutamakan "formal adjudicative dan adversary fact 

finding". ltu berarti, dalam setiap kasus tersangka barus diajukan 

ke muka pengadilan yang tidak memihak, dan diperiksa sesudah 

wrsangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan 

pembelaannya; 

b. Model ini meneka.nkan pada pencegahan (preventive measures), 

dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme 

administrasi peradilan; 

c. Proses peradilan barus dikendalikan agar dapal dicegah 

penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan 

cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk 

menempatkan individu pad a kelruasaan yang koersif dari nega:ra; 

d. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti lerhadap 

kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh dok1rin "legal 

guilt'. Dok1rin ini memiliki kollllep pemikiran, yaitu: a) seorang 

dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan 

64 Ibid., hal. 36. 
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secara prosedural, dan dilakukan oleh mereka yang memilikl 

kewenangan untuk tugas tersebut; b) seseorang dapal dianggap 

bersalah secara hukum, sekalipun secara faktual ia bersalah 

(factual guilt) ; 

e. Gagasan «equality before the law" lebih diutamakan; berarti 

pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap 

orang yang berurusan dengan hukum. 

Selanjutnya, ketika berbicara meugenai sistem peradilan pidana 

dalam penanganan perkru:a korupsi saat ini, maka akan dijumpaj 

pergesera.n-pergeseran dari pembagian kewerumgan dan kekuasaan 

yang sudah diatur dalam KUHAP. KUHAP menghendaki 

penyelidikan dan penyidikan perkara pidana pada prinsipnya 

dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia (pasal I butir 1, 4; pasal 

4; dan pasal 6), sedangkan tugas Kejaksaan diutamakan uutuk 

melakukan penuntutan (pasal I butir 6,7 dan pasal 13). Namun 

pembatasan kewenangan tersebut telah bergeser terutama sete1ah 

terbitnya beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang 

penanggulangan tindak pidana kurupsi. Dalam hal ini telah terjadi 

pergeseran dimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara 

korupsi tidak semata~mata menjadi kewenangan K-epoiisian namun 

juga menjadi kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi, sedangkan kewenangan peountutan yang sebelumnya herada 

di tangan Kejaksaan (Jaksa) sebagaimana adagium dominis litis, saat 

ini juga sudah menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Demikian juga pada tahap pemeriksaan di pengadilan, dimana 

sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 terbit, pemeriksaan 

perkara korupsi dilakukan di peradilan umum yang tersebar di ibukota 

propinsi dan kubupaten (pengadilan negeri untuk tingkat pertama dan 

pengadilan tinggi untuk tiogkat banding), sedangkan setelah 
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terbentuknya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 maka pemeriksaan 

perkara korupsi selain dilaknkan di perndilan umum juga dilaknkan di 

peradilan ad hoc (Pengadilan Tindak Pidana Koropsi) yang baru 

dibentnk di lbnkota Negara yaitu Jakarta, sebingga perkara-perkara 

korupei yang teljadi daerab yang perksranya disidik oleh KPK., maka 

terdakwa dan barang buktinya barns "diboyong" ke Jbnkota Negara, 

Jakarta, untnk disidangksn di Pengadilan Ad Hoc Tipikor. 

Pergeseran peda pembagian kewenangan untnk perkara korupsi 

menlmbulkan pergeseran pula pada baganlaHran sisrem peradilan 

pidana yang teleh digambarkan oleh para ehli hukum terdehulu. 

Khusus untuk penanggulangau perkara kurupei maka bagan/aliran 

yang dapat dianggap menggambarkan sistem peradilan pidana untuk 

perkara korupsi saat ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.2. : Aliran Sistem Peradilan Pidana dalam perkara korupsi 

MASYAIW<AT 

POliS! {Semua Tindak Pidana) 

~-------~----------
KE.JAKSMN (llpil<.Or) t-KPK (rrpikor) 

~-------~---------- KEJAKSAAN ("""ua tlndak 
1-pidana) 

KPK (rrpikor) 

~-------~---------- PENGAOllAN UMUM (semua 
tindak pidaoa) 

1-PENGADILAN AD HOC TIPlKOR 

r-------~----------~ tembaga Pemasyarakatan 

I 

UniverMas Indonesia 

., 

-1 A 
I D 
I V 
}-- 0 

K 
I A 

-I T 

_, 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



49 

2.2.2. Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang Terlibat dalam 

Penyidlkan dan Penuntufan Tindak l'idana Korupsi. 

2.2.2.1. Kewenangan Kepolisian dalam Pen:anganan Perkara 

Tindak Pidana Korupsi 

Pemn Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia memasuki babak baru dengan dicabulnya HIR oleh 

KUHAP pada tahun 1981 melalui terbitnya Undang-Undang 

Nomor 8 Tabun 1981, terjadilah perubaban yang 

fundamental dalam hukum acara pidana. Perubaban 

fundamental tersebut antara lain di bidang penyidikan. Pada 

waktu HIR masih berlaku, penyidikan dapat dilakukan oleh 

banyak instansi, namun setelab berlakonya KUHAP, 

wewenang penyidikan banya dibebankan kepada POLRI 

sebagai penyidik tungga~ walaupun masih ada penyidik lain, 

yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang 

kewenangannya sangat terbatas dan di bawah koordinasi 

penyidik POLRI dan Penyidik dari Kejaksaan (Jaksa). 

Kewenangan Jaksa sebagai penyldik mengacu pada aturan 

dari pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : "Dalam 

waktu dua tabun setelab undeng-undang ini diundangkan, 

maka terhadap semua perkara diberlakokan keteutuan 

undang~undang ini, dengan pengecua1ian untuk sementara 

mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana 

tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubaban 

dan atau dinyatakan tidak berlalru lagi." 

Se!anjutnya dengan terbitnya Undeng-Undeng No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Rl, Kepolisian dengan 

lantang menegaskan babwa institu.•inya-lab yang barns 
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menyidik semua 1indak pidana termasuk korupsi, semakin 

menegaskan kedudnkannya dalam paaal6 KUHAP. 55 

Kepolisian oebagai lembaga penyidik mempunyai 

persyaratan paling lengkap dan penuh dalam hal wewenang 

penyidikao. Pasal 14 ayat (I) huruf g Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian Negara 

Republik Judonesia: 

"melakukan penyelidikao dan penyidikan terhadap 

semua tindak pidaua sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peratnran perundang-undangan lainnya". 

Dnkungan dari KilliAP datang dari paaal 6 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa penyidik adalah: 

a. pejabat po!isi negara Republik Indonesia; 

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang. 

Dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (I) yang berbuuyi : 

Penyidik sebagaimana dimaksud dahuu pasal 6 ayat 

(l) huruf a karena kewajibanuya mempnnyai 

wewenang! 

a menerima laporan atau pengaduan dari seorang 

tentang adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 

kejadian; 

c. menyuroh berhenti seorang tersangka dan 

memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penangkapen, penahanan, 

penggeledaban dan penyitaan; 

e. melakakan pemerlksaan dan panyitaan sural; 

0 Agus S. Riyanto dan Fadilasarl, Lampu Kuning Buat K#aksaan, Majalah Tempo (29 
September S Oktober2003): 134. 
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f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

b. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalarn 

hubungannya dengan pemerik:saan perkara; 

i. mengadakan pengbentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggungjawab. 

Jadi penyidik kepnlisian berwenang melakukan 

penyidikan atas semua tindak pidana, tennatruk tindak pidana 

korupsi. lni didasarkan atas wewenang yang diberikan oleh 

Undaog-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepnlisian 

Negara Republik Indonesia dan hukum acara pidana yang 

berlalru (KUHAP}. 

Mcnurut Lilik Mulyadi(i(i, argwnentasi mengapa pihak 

kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap 

perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai beriku! : 

1. Bahwa melalui visi dari Jawaban Pemerintah a1as 

pandangan umum babak II para anggo!a DPR-GR 

mengenai Rancangan Undang-Undang tentaug 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diusulkan bahwa 

agar ka!a penyidik pada Pasal 5 Rancangan Undang

Undang ientang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

diganti dengan ka!a jaksa sesuai dengan Pasa\4 dan Pasal 

6 Undang-Undang No. 24 Ptp 1960, jawaban pemelintah 

rlengan tegas menentukan bahwa karena kewenangan 

dalarn Pasal 11,12 dan 13 Rancangan Undang-Undang 

tentang Pemberantasan T'mdak Pidana Korupsi itu 

menuru! Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang 
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menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 teotang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara terdapat 

pula pada Kepolisian Negara, dipakei kata penyidik. 

Sedangkan pengganti kata penyidik oleh jaksa dalam 

pasal-pesal yang bersangkutan ini akan menimbulkan 

kcsan seo1ah~olah jaksa-Iah yang mempunyai wewenang 

itu. 

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri Nopol. 

KEP/14/XH/93 dan Nopol. KEP/15/Xll/93 taoggal 13 

Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok 

Organisasi dan Prosedur beserta Susunan Personalia dan 

Perlengkapan Badan pada Tingkat Kewi!ayahan Polri dan 

Tr. Ditserse Polri Nopol. TR/2l!IIV /95 tanggal 21 April 

!995 tentang Pembentukan Bagiao Reserse Tindak 

Pidana Korupsi pada tingkat Po1da beserta unit-unit Serse 

Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Polres/TA dimana 

ditentakan bahwa pada tingkat Polda dibentuk Kepala 

Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibawah Kadir. 

Serse sedang pada tingkat Polres/TA dibentuk Unit 

Tipikor di bawah Kasatserse. 

3. Apabilamelalui visi tertentu KUHAP (Pasal1 angka 1, 2, 

3, 4, dan 5, Pasal 4 sampai deogan 49, Pasal I 02 saropai 

dengan Pasal 136 KUHAP) pada asasnya menen!ukan 

bahwa Polri merupakan penyidik tunggal. Kemudian, 

dalam ketentuan Pasal I 7 Peraturan Pemerintah No. 27 

Tahun 1983 besem penjelasanoya disebutkan bahwa 

penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana 

undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan o1eh penyidik, 

jaksa dan pejabat penyidik yang berwerumg lainnya 
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benlasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, 

konkretnya dapet rlitafsirkan untuk sementara waktu 

penyidik tindak pidana korupsi dapat disidik oleh 

kepolisianlkejaksaan. Disamping, da\am praktek 

peradilan tidak sedikit perkara tindak pidana korupsi 

yang disidik oleh kepolisian kemudian dituntut oleh 

kejaksaan dan diputusan pengadilan seperti putusan 

Pengadilan Negeri Serui No. 8/P!s.Picl.B/1993 tanggal 20 

Juti 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya No. 

30/Pid.B!l993/PT. lrja tanggal 30 September 1993 jo 

Putusan Mahkamah Agung RI No. 5/K/Pid!1994 tanggal 

24 Maret 1994. 

4. Ketentuan Pasall4 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 

2 Tahun 2002 (LNRI 2002-2; TLNRI 4168) tanggal 8 

Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2.2.2.2. Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Korupsi 

Kejaksaan sebagai saiah satu sub sistem dari s:istem 

peradilan pidana di Indonesia memegang sejarah panjang 

sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan 

pembenmtasan perkara tindak pidana korupsi balk &llam 

bidang penyidikan maupnn penuntutan. 

Sejarah kewenangan penyidikan perkara tindak pidana 

korupsi oleb Kejaksaan berawal dari keluamya Peraturan 
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Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 Kepala Staf 

Angkatan Darat se1aku Penguasa Mi1iter atas Daerah 

Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia. Dalam 

peraturan tersebut telah diatur bahwa penyidikan tindnk 

pidana korupsi dilnknkan oleh staf penguasa militer dan 

penilik pembantu harta benda sebagaimana diatur dalam 

pesal4, yaitu: 

"Penilikan harta benda dilnknkan oleh tiga orang yang 

terdiri dari anggota.,anggota Staf Penguasa Militer dan 

atau orang lain yang ditunjuk oleh Penguasa Militer yang 

merupnkan Pembantu Penguasa Militer dalam Penil.ikan 

Harta Benda dan yang selanjutnya disebut Penillk 

Pembantu Harta Benda." 

Hasil dari penilikan tersebut dilaporkan kepada kepala 

kejakaaan. Sementara terhadap pejabat yang pada umumnya 

melaksannkan pengusutan terhadap tindak pidan.a tetap 

barwenang melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, 

kejaksaan berwenang untuk mengadakan pengusutan 

terhadap tindak pi dana korupsi. 67 

Selanjutnya pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan 

Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957 yang mempertegas 

tugas penilikan sebagainnma diatur dalam pasal 4 PPM 

Prt/PM-06/1957. Se1ain itu peraturan ini juga mengatur 

mengenai pelaksanaan penyitaan yang harus segera 

dilaporkan kepada kepala kejaksaan sebagaimana diatur 

dalam pasal 12. Lebih 1anjut, tindnkan penguasa militer 

dalam soal harta benda diberitahukan oleh penguasa militer 

kapada kepala kejaksaan yang bersangkutan supaya selalu 

6
' Yudi Kristiana, Jndependensi Kf!jaksaan dalam PenyMikan Koropsi, (Bandung:: PT. Citra 

Aditya Bakti. 2006), hat 73. 
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diperbatikan kemungkinan-kemungkinan adanya suatu tindak 

pidana. Dengan demikian, mal<a kejaksaan berwenang 

melakukan pen)idikan terhadap tindak pidana korupsi, 

babkan berada dalam struktur terdepan karena basil-basil 

penyidikan dilaporkan ke kejaksaan.68 

Selang beberapa lama kemudian, dikarenakan 

peraturanMperdturan sebelumnya belum ada ketentuan yang 

mengatur tentang penyitaan dan perampasan harta benda 

yang asal mulanya diperoleh dengan perbuatan melawan 

hulrum, kemudian keluarlah Peraturan Penguasa Militer 

Nomor Prt!PM-O!l/1957. Keluarnya peraturan ini semakin 

mempertegas perao kejaksaan dalam penyidikan korupsi 

sebagalinana ditentukan dalarn pasal 3, bahwa : 

"Dalam mengambil tindal<an tersebut dalam pasal 2, 

penguasa militer mendengar petunjuklnasebat jaksa 

agung." 

Kemudian dipe!jelas dalam penjelasan yang berbunyi : 

"Tindal<an koreksi yang dilalrukan oleh Penguasa 

Militer peda dasarnya ialah mengemhalikan kukayaan 

itu peda negara dan agar tindakan itu tidak 

disalahgunakan, selalu harus diminta petunjuk/nasehat 

dari Jaksa Agung. Dalarn hal pengambilan untuk 

dimiliki, maka hal:: milik segera berpindah 

kepadanya.,., 

Fase selanjumya adalah pada saat dikeluarkannya 

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat teotang 

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi 

Pidana dan Penilikan Harta Benda Nomor Prt!PM-013/1957 
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dan kepala kejaksaan negen sebagai "pengawas~~ 

sebagalmana dimaksud dalam pasa! 5 yang berbunyi : 

"Di tiap-tiap wilayah Pengadi!an Tinggi diadakan suatu 

Badan Koordinasi Penilik Harta Benda yang selanjutnya 

disebut Badan Koordinasi yang dipimpin olen Pengawas 

Kepala K ejaksaan-Kejaksaan Pengadilan Negeri Propinsi 

setempat dan yang mempunyai bak mengadakan 

penilikan barta banda setiap orang dan setiap badan, jika 

ada petunjuk kuat, bahwa harta banda itu diperoleh 

dengan jalan yang diuraikan dalam pasal 3 ." "' 

Selanjutnya, pada tahun 1960 keluarlah Undang

Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan 

Penuututan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 

(menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1961). Dalarn pasal2 ayat (1) disebutkan: 

"Aturan-aturon meugenai pengusutan dan penuntutan 

menurut peraturan biasa, barlaku bagi perl<ara korupsi, 

sekadar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini." 

Dati sini terlihat bahwa jaksa tetap sebagai penyidik 

korupal. Disarnping itu, dalam pasal-pasal selanjutnya yaitu 

pasal 4 - pasal 8 disebut-sebut kewenangan-kewenangan 

yang dimiliki jaksa dalam kaitannya dengan mengambil 

tindakan-tindakan yang perlu untuk kepentingan pengusutan 

dan penuntutan. 

Fase selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1971 tentang 

Pembanmtasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada undang

undang ini ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam 

pasal 3 yang berbunyi : 
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"Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, 

sekadar tidak ditentukan lain dalam undang-undang." 

Selanjutnya dalam pasal 9 diatur mengeuai kewenangan 

bagi jaksa untuk mengadakan pemeriksaan di bidang 

perbankan. Disebutkan pula secard eksplisit bahwa Jaksa 

Agung sebagai pemimpinlkoordinator tugas penyidikan 

perkara korupsi terlihat dalam pasal 26 yang berbuuyi : 

"Jaksa Agung selaku penegak hukwn dan penuntut 

umum tertinggi memimpinfmengoordinir tugas 

kepolislan represif/yustisiil dalam penyidikan perkara

perkara korupsi yang diduga atau mengandung 

petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang barns 

diadili oleh pengadilan da]am lingkungan Peradilan 

Militer mauptm oleh seorang yang harus diadili oleh 

pengadilan dalarn lingkungan peradilan umum." 

Bahkan di dalam penjelasan disebutkan bahwa Jaksa 

Agung sebagai koordinator yang memimpin penyidikan 

korupsi, baik pslaku sipil maupun militer. 

Selanjutnya, kedudukan kejaksaan sebagai penyidik 

dalrun perkara korupsi mengalami gonjang-ganjing ketika 

keluar Undang-Undang Nomor 31 Tahun !999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak menyebut 

secara tegas kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam 

perkara korupei. Keadaan ini menimbulkan kerngaman 

pemahaman, di satu sisi ada yang heranggapan bahwa pihak 

kepolisian-lah yang berhak untuk melakakan penyidikan 

terbadap tindak pidana korupsi, namWl rli sisi lain ada yang 

berpendapat bahwa sebenarnya kejaksaan-lah yang berhak 

melakukan penyidikan terhadap korupsi, hal ini bertitik tolak 
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dari pemikiran bahwa materi tindak pidana korupsi sebagai 

bagian dari hukum pidana khusus sehingga retap belpedoman 

pada pasal 284 ayat (2) KUHAP. Sebenamya kegamangan 

pemaharnan sebagahnana yang terjadi saat itu disebabkan 

oleb ketidakjelasan dari ke!entuan pasal 26 Uodang-Undang 

Nomor 31 Tahun !999 yang berbunyi : 

"Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terbadap tindak pidana korupsi dilakukan 

berdasarkan bukum acara yang berlaku, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini." 

Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit lembaga 

mana yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana korupsi. Akibat keadaan keganumgan pemahaman ini 

berakibat fatal karena pada masa itu ada babernpa perkara 

korupsi yang penyidikannya dilakakan oleh kejaksaan pasca 

terbitnya Undang-Uodang Nomor 31 Tahun 1999 diputus 

babas oleb pengadilan negeri, antara lain: PN. Ciarnis No. 

47/l'id.B.K/2002/PN.Cms tanggal4 Jnli 2002 dalam perkara 

tindak pidana korupsi yang putusannya menyatakan 

penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena 

jaksa tidak barwenang melakukan penyidikan tindak pidana 

korupsi bardasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. 

Keadaan ini membuat kejaksaan beketja: keras 

menemukan argumen~argumen hukum untuk tetap 

mempertahankan kewenangannya di bidang penyidikan 

perkara korupsi. Akhirnya perdebatan yang panjang tersebut 

berakbir setelah keluarnya Undang-Undang Kejaksaan yang 

baro yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang 

seeara jelas mengatur kewenangan penyidikan Wltuk perkara-
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perlwa tertentu kepada kejaksaan, yaitu pasal 30 ayat (I) 

huruf d yang menyebutkan bahwa : 

"Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang." 

Penjelasan dari ketentuan ini secara tegas menyebutkan 

hahwa: 

"Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan 

sebagaimana diatur, misalnya, dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengndilan HAM dan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Kolllisi Pemberantasan Kornpsi.'' 

Disamping alasan yuridis sehagaimana diuraikan di atas 

menurut Ram elan 11 ~ secara teoritis terdapat cukup aJasan 

yang mendasari kewenangan jaksa melaknkan penyidikan 

karena alasan filosofis agar pencari keadilan, baik terdakwa 

atau pelapor dalam tindak pidana korupsi berhak untuk 

segera dan secepatnya memperoleh keadilan~ alasan 

sosiologis agar kejahatan korupsi sebagai kejahatan kerah 

putih (white colour crime) dengan pelaku memiliki 

intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan 

pelaksanaannya lebih terorganisir, Jatar belakang jaksa 

sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme 

jaksa melakukan penyidikan lindale pidana korupsi dan 

alasan praktis karena akan mempercepat jaksa menguasai 

71 Ramelan., Kcwenrmgan Kejaksttan dalam Mrmangani Perkara Tindak Pidana Karupsi 
l'asca Terbentuknya Komisl Pemberanlastm K()!"UJJSi, Paper-, (Jakarta: 19 Agusut 2004), hal. 15~16, 

dikutip oleh LilikMulyad~ Op. Cit., hal. 136. 
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kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara 

tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. 

Selanjutnya, moment paling akhir yang mendukung 

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi 

adalah dengan keluamya Fatwa Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. KMA/!0211ll/2005 tanggal 9 Maret 2005 yang 

pada pokoknya ditentukan bahwa Jaksa berwenang 

melakukan penyidikan terbadap perkara tindak pidana 

korupsi pasca berblkunya Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengao 

bcrdasar peda ketentuan Pasal26, 27 Undang-Undaog No. 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 

284 ayat (2) KUHAP bcserta penjelasannya, Pasal 17 

Peraturan Pemerin!ah No. 27 Tahun 1983 dan Pasal 30 ayat 

(I) huruf d Undang-Undang No. !6 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik lndonesin72 

Selanjutnya setelah menguraikan sejarab kewenangan 

penyidikan korupsi oleh kejaksaan, maka selanjutnya akan 

diuraikan kewenangan Keja.ksaan sebagai sub sistem 

peradilar pidara di Indonesia dahan penarganan tindak 

pidana korupsi. Sebagai salah satu sub sistem yang bekerja 

dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memegang 2 (dua) 

peranan, yaitu peran utamanya da.lam pcnuntutan sebagai 

penuntut umum dan perannya sebagai penyidik dahan tindak 

pidana khusus. 

Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana 

korupsi, tugas dan kewenangan kf<jaksaan diatur dalam 

hukum acara pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang 
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Nomor 31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

perubabanuya, sementam dahun kaitanuya dengan 

kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tabun 2004 tentang Kejaksaan. 

Sebagai Penuntut Umum, kedudukan kejaksaan 

dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemabaman terhadap 

undang-undang yang mengaturnya rersebut, antara laln pasal 

2 Undang-Undang Nomor 16 Tabnn 2004 yang menyebutkan 

sebagai berikut : 

(I) K<jaksaan Republik Indonesia yang selanjulnya dalam 

undang-undang ini disebut kejaksaan, adalab lembaga 

pemerintaban yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan serta kewenangan laln berdasarkan 

undang-undang. 

(2) Kekuasaan negara sebagahuana dimaksud pada ayat (I) 

dilaksanakan secarn merdeka. 

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalab 

satu dan tidak terpisahkan. 

Sementam pasal1 butir I Undang-Undang Nomor 16 Tabun 

2004 menyebutkan : 

"Jaksa adalah pejabet fungsional yang diberi wewenang 

oleh undang-undang urlnk bertindak sebagai penurtut 

wnwn dan pelaksana putusan pengadilan yang telab 

memperoleh kekuatan hukwn tet.ap sert.a wewenang laln 

berdasarkan undang-undang. ~~ 

Adapun penuntutan sendiri diatur dalam pasal I butir 3 yang 

menyebutkan babwa: 

"Penuntutan adaJah tindakan penuntut umUin untuk 

melimpahkan perkara ke pengadilan negari yang 
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berwemmg dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

Hukum Aeara Pidana dengan permintnan supeya diperiksa 

dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." 

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana 

dimaksud dalam pesal 2 yaitu penuntutan diselenggarakan 

oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan 

negeri. Dengan demikian, kedudnkan kejaksaan dalam 

peradilan pidana bersifat menentnkan kru:ena merupakan 

jembatan yang mengbubungkan tahap penyidikan dengan 

tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan 

doktrin hukum berlaku suatu asas bahwa penuntut umum 

mempunyai monopoli penuntutan1 artinya setiap orang baru 

bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, 

yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum 

yang berwenang mengajnkan seorang tersangka pelaku 

tindak pidana ke muka sidang pengadilan. 73 

Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama 

uegara. sebingga jaksa merupakan satu-satuuya pejabat 

yang mempunyai wewenang meJak:ukan pcnuntutan. 

Penuntutan pidana rerbadap pelaku tindak pidaua 

merupakan monopoli jaksa. Kedudukan jaksa di sini 

sebegai "wakil negara", maka jaksa harus bisa menampung 

scluruh kepentingan masyarakat, negara dan korban 

kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. 

Sebagai Penyelidik dan Penyidik, selain berperan 

sebagai peuuntut umum, Kejaksaan juga diberi 

kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik dalam 

perkru:a korupsi. Ketentuau yang mendasari hal tersebut 

adalah pasal284 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



63 

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini 

diundangkan maka terhadap semua perkara diberlnkukan 

ketentuan undang-undang ini, dengan pengeeualian untuk 

sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana 

sehagaimana disebulkan pnda lllldang-undang tertantu, 

sampai ada peruhaban dan atau dinyatakan tidak berlalru 

lagi." 

Dalam penjela.~an mengenai ketentuan yang diatur 

dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas dikatakan : 

a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara 

yang telah dilimpnhkan ke pengadilan. 

b. Yang dimaksud dengan "ketentuan kbusus acara pi dana 

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" 

ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana 

tersebut pada, antara lain : 

J. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan 

dan peradilan tindak pidana ekonorni (Undang

Undang No. 7 Drt. Tahun 1955). 

2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 

1971), dengan catatan bahwa ketentuan kbusus 

acara pidana sebagaimana tersebut pada undaog

undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau 

dicabut dalarn waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Wewenang tersehut dipertegas lagi dalam Peraturan 

Pemerintab No. 27 Tahun 1983, !entang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Huknm Acara Pidana. Dalarn Pasal 17 

dite1aPkan hal tersebut : 

"Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana 

sehagaimana tersebut pada undang-undang tertentu 
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) 

KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan 

pejabat penyidik yang berwenang lainnya, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan~~ .... dst. 

Selanjutnya dalam penjelasan Pasall7 tersebut diuraikan: 

"Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu 

yang diatur secara khusus oleh undang-undang 

teru:ntu dilaknkan oleh penyidik, jaksa dan pejabat 

penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan ..... dst." 

Sehingga penyidik tindak pidana korupsi adalab penyidik 

kepolisian dan jaksa ( da!am konteks Pasal 284 ayat (2) 

KUHAP). 

2.2.2.3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

Berbicara mengenai sejarah upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pembentuksn 

hadanltimlkomisi, maka telab ade beberapa badan/timlkomisi 

yang telall dibentuk, antara lain :14 

Pada pennulaan Tahun 1967 dibentuk Tim 

Pemberanw.san Korupsi (TPK). Tahun 1967 sld 1982, 

TPK dikendalikan oleh Jaksa Agung dan ketika itu 

diketuai oleh Jaksa Agong Sugih Arto. 

- Komisi Em pat (K 4) Januari - Mei 1970 diketuai oleh 

Wi!opo. 

14 Manvan Effimdy, K<rfaksaan Rl-Posisi dan Fungsinya dari PerspektifHukum, {Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2tl05), hal171. 
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Komisi Anti Korupsi (KAK), Juni - Agustus 1970 

beranggotakan Angkatan 66 seperti Akbar Tanjung, dan 

kawan-kawan. 

- Operasi Penertiban (berdanar Inpres No. 9 Tahun 1977) 

beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib dan Jaksa 

Agung dibnntu pejabnt di daernh dan Kapolri. 

- Tim Pembetantasan Korupsi (Tahun 1982) diketuai oleh 

M.A. Mudjono. 

Berdasarkan Peratul1lll Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2000 dibentuk Tim Gabungun Pemberantasan Tindnk 

Pidana Korupsi (TGTPK) yang diketuai oleh Adi 

Handoyo. 

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 

(KPKPN) yang diketuai oleh YusufSyakir. 

Tim Koordinasi Pembel1llltasan Tindak Pid~~m~ Korupsi 

(Tim Tastipikor). Tim koordinasi ini dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

(Keppres) No. II Tahun 2005 tanggal2 Mei 2005. 

Lembnga sosial masyarakat yang peduli terhada korupsi 

misalnya Indonesia Corruption Watch (ICW), 

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTl), KONST AN, 

dan lain sebagainya. 

Sclain bndan tersebut ada juga lembnga atau institusi 

pengawasan keuangan dl!ll pemerintah yang dibentuk 

berdasarkl!ll Undang-Undang Dasar 1945 atan undang

undang atau peratul1lll-peraturan lain yang dikeluarkan 

pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

Menko Ekuin Wasbnng, BPKP, lnspektur Jenderal, 

lnspektorat Jenderal, Badan Pengawas Lembaga 
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Nondepartemen, Bawasda Propiru;i dan Bawasda 

Kabupaten/Kota. 

Meskipun badanitimlkomisi telah banyak dibentuk 

namnn tidak serta merta mampu mengurangi tindak pidana 

korupsi di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun 

knalitasnya. Kenyataannya, tindak pidana l<orupsi semakin 

merajalela dan modus operandinya semakin canggih. 

Kenyataan ini menuntut dibentuknya sebuah komisi yang 

mempunyai kewenangan luar biasa untak meoangani tindak 

pidana korupsi yang mru;uk dalam kategori kejahatan luar 

biasa (extra ordinary crimes), dan pembentukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) mempakan jawahan atas 

tantangan tersebut 

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

merupakan pelaksanaan dari pesal 43 ayat (1) Undang

UndangNomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: 

"Dalam waktu paling lam bat 2 ( dua) tahun sejak 

undang-undang ini mulai berlaku. dibentuk Kornisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.n 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korup!>i dan resml berdiri pada 

tanggal 29 Desember 2003. Selain mengamanatkan 

pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Juga 

mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi atau pengadilan khusus korupsi yang bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi 
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yang penunrutannya diajukan oleh Komisi Pemberantm;an 

Korupsi (KPK). 

Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2002 juga 

menegaskan susunan Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

terdiri atm; Ketua Komisi dan 4 (empat) orang wakil ketua 

komisi. Komisi tersebnt membawabi 4 (empat) bidang, yang 

diatur dalam pasal26, yaitu tordiri atas : 

a. Bidang Pencegaban 

b. Bidang Peaindakan 

c. Bidang lnformasi dan Data 

d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan 

Masyarakat 

Dari keernpat bidang ternebut, bidang penindakan 

mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan 

dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. T enaga 

penyidiknya diambil dari Kepnlisian RI dan Kejaksaan RI, 

kbusus untuk penuntutan, tenaga diambil dari pejabat 

fungsional kejaksaan. 

Dala.'11 pelaksanaan hnkum acara pidananya, penyidik 

dan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain 

tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang 

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 rentang 

Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tabun 

2001 tentang Perubebannya juga tunduk pada hnkum acara 

pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tabun 2002 tentang Komlsi Pemberantasan Korupsi. 

Berbeda dengan hukum acara pidana yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang 

KUHAP maupnn Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 
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20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, hukum acara pidana 

yang terdapat di dalam Undang,Undang Nomor 30 Tahun 

2002 memberikan kewellllllgan yang luar biasa kepada 

penyidik dan penuntut Kornisi Pemberantasan Korupsi dalarn 

melalrukan tugasnya dimana hal ini dimaksudkan untuk 

memperpendek jalur biroktasi yang biasanya merupakan 

faktor penghambat dari proses penyidikan dan penuntutan 

tindak pidana korupai dengan berpedoman pada hukurn acara 

pidana yang diatur dalarn Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tuntang KUHAP dan Undang,Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang,Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya. 

Titik seniral dari pelak:;anaan kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri diatur dalarn pasal 11 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi 

Pemberantasan Korupai, yakni : 

"Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6 huruf c, Kornisi Pemberantasan Korupsi 

berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan tindak pidana korupsi yang : 

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelengara 

negara, dan orang lain yang ada kaltannya dengan 

tindak pidana korupsi yang dilukukan oleh aparat 

penegak hukurn atau penyelenggara negara; 

b. Mendapat perhatian yang meresabkan masyarakat; 

dan/atau 

e. Menyangknt kerugian negara peling sedikit 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu rnilyar rupiah)." 

Pasal ini dapat disebut pasal yang merupakan 'job 

description" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
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Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi secara umum 

diatur dalam Pasal 6 Undang-Unrlang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: 

Komisi Pembcrantasan Korupsi mempunyai tugas : 

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang 

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; 

b. Supervisi terbadap instansi yang berweuang 

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan terhadap tindak pidans korupsi; 

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegaban tindak 

pidana korupsi; 

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Komisi ini juga berwenang mengambil alih penyidikan 

atau penuntutan terhsdap tindak pidans korupsi yang sedang 

dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan serta mempunyai 

kev:enangan penyidikan yang sangat luas seperti yang 

tercantum dalam pasal 7 sld 15 Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, pembentukan 

komisi tersebut merupakan paradigma baru dalam 

pemberantasan korupsi dengan pertimbangan :75 

I. Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang 

sistematik dan meluas sehingga bukan saja meruglkan 

15Romli Atmasasrnita, Pembentul:an Kamlli lrniependen Anti Korupsi: Paradigma Bant 
dalam Pf!mberantasan Korupsi, makal.ah disampaika.n dalam Sosialisasi Persiapan Pembentukan 
Komisi Pemberantasan Korup5i, Kelja Sruna Bank Pernbangunan Asia dan Departemen Kehakiman 
dan HAM RI (Bandung: 2000). hal. 2. Dikufip dati Marwan Effendy, Kejaksaan RJ~Posisi don 
Fungsinya dart PerspektifHukum, (Iakatla: PT. Gramedia Pusl.aka Utama., 2005), ha1167. 
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keuangan negara melainkanjuga merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakailuas. 

2. Penyelesaian kasus korupsi dengan karakteristik tersebut 

tidak dapat dilaksanakan dengan metode-metode dan 

lembaga-lembaga yang bersifut konvensional melainkan 

harus dengan metode baru dan lembaga baru. 

3. Pemberantasan tindak pi dana korupsi di Indonesia sudah 

saatnya dilaknkan dengan senjata panmngkas yang dapnt 

melindungi hak asasi seluruh rakyat Indonesia dan 

sekaligus dapat membatasi hak asasi seseorang tersangka 

atau terdakwa. Senjata pamuogkas ini hanya dapnt 

dibenarkan dalam bentuk undang-undang dan tidak dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. 
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BAB lli 
PENERAPAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PENANGANAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN 
DALAM HUKUM ACARA PIDANA 

Keberadaan celah-celah dalam hulrum acara pidana yang Ielah terkodifikasi 

di dalam KUHAP Ielah menimbulkan kekosongan dan kevakuman pada hukum 

acara pidana. Usaha-usaha untuk menutup kekosongan tersebut Ielah membawa 

kepada arah pambaharuan hulrum a<:ara pidana. Sayangnya, usaha-usaha 

pembabaruan tersebut seakan-<tkan tidak terlwntrol dan sepenubuya diserahkan 

kepada pihak-pihak yang berada di belakang terbitnya suatu perundang-undangan. 

Akbimya, yang te~adi adalah dimana usabe pembaharuan tersebut menimbulkan 

terjadinya tumpang tindih ( overlaping) ketentuan-ketentuan funnil bahkan 

mengakibulkan te~adinya perbedaan panerapan hulrum acara pidana misalnya 

dalarn penanggulangan tindak pidana korupsi. 

Sebelum berbicara mengenai penempan hulrum pidana formil dalam 

penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, maka terlebih dahulu 

akan diuraikan mengenai perkembangan hukum acara pidana d1 Indonesia sejak 

masa HIR (Herziene Inlands Reglemerrt) hingga berlakuuya KUHAP dan asas-asas 

yang dianut oleh kedaa parundang-undangan tersebut 

3.1? Perkembangan Hukum Acara Pidaoa di Indonesia 

Berbicara mengcnai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesja 

saat ini yang telah terkodifikasi di dalam KUHAP, penting bagi kita untuk 

mengetahui sejarah pembentukannya dimulai dari hukum acara pidana yang 

borlaku sebelum berlakuuya KUHAP, dimana pengatumn hulrum acara pidana 

pada masa itu di.atur di dalam Herziene Inlands Reglement atau HIR 

(Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), masa kejayaan KUHAP yang dianggap 

sebagal kerya agung bangsa Indonesia karena menempatkan pengbargaan atas 

hak-hak asasi manusia, selanjulnya masa dimana KUHAP mulai mengalami 
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krisis dimana akhimya diternukan celah-celah )"dllg menimbulkan kekosongan 

dan kevakuman hukum formil di Indonesia dan akhimya muncul tuntutan 

untuk melakukan revisi terhadap KlJHAP. 

Pada bagia.n ini akan diuraikan mengenai hukum acara pidana sebelum 

harlakunya KVHAP, asas-asas yang terkandung di dalam HIR, hukum acara 

pidana setelah harlakunya KVHAP, asas-asas yang terkandung di dalam 

KVHAP dan keadaan hukum acara pidana saat ini. 

3.1.1. Hokum Acara Pidana Sebelum. Berlakunya KUHAP 

Scbelum berlakunya Undang-Undang No. S Tahun 1981 

(KUHAP}, pengaturan hukum acara pidana terdapat di dalam Herziene 

Inlands Reglement a tau HIR (Staatsbfad T ahun 1941 Nom or 44}. HIR 

tersebut ditetjemahkao dalam bahasa kita sehagai Reglemen Indonesia 

yang dibaharui atau disingkat RIB. HIR sendiri becasal dari Inlands 

Reglement atau IR yang dulu disebut Reglemen Bumiputra. Inlands 

Reglemen diumumkan oleh Pernerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 

Desembor 1847 dalam Staatsblad Tahun 1847 Nomor 57 dan mula! 

borlaku pada tanggall Mei 1848.76 

Inlands Reglemenl (IR} di zaman Hindia Belanda borlalru 

sebagai hukum acara bagi golongan Indonesia dalam lingkungan 

peradilan Gubememen. Nama lengkap dari IR itu ialah Hel Reg/ement 

op de Uitoefening der Policie, de Burger/ijke rechspleging en de 

Personen (peraturan tentang pelaksanaan tugas poiisi~ acara perdata 

dan tuntutan pidana bagi orang Indonesia dan orangRorang yang 

disamakan dcngan mereka). lsi dari IR ini memuat ketentuan

ketentuan mengenai tugas pencegahan atau kepolisian preventif, tugas 

penyidikan atau kepolisian reprcsif, Acara Perdata dan Acara Pidana. 11 

76 H. Harls, Pembahan.;an Hukum A car a Pidana yang Terdapat dalam H,l.R., (Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional-Departem.en Kehakiman., 1978), haL l. 

71 ibid. hal. 2, 
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HIR sendiri merupakan pembaharuan dari IR dan diberlakukan 

begi Landraad di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya dan Malang, sedangkan IR mlllp berlakn bagi Landraad di 

tempal-tempat lain. Maksud utama pembaharuan dari IR menjadi IUR 

adalab unltl.k menyesuaikan peraltmm Inlands Reglement dengan 

peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dengan 

mempertabankan pada pokokuya sifat kesederhanaan dari aeara yang 

berlaku bagi Landraad. Dengan perkataan Jain, HIR mengambil oper 

hal-hal yang balk saja dari peratoran begi orang eropa dan tidak hal

hal yang sekiranya dapat mempersulit jalannya peradilan." 

Perubaban dari IR me!1iadi HIR adalab mengenai pemeriksaan 

pendabuluan terhadap golongan Indonesia dan Timur Asing supaya 

sederajat dengan golongan Eropa Enam lite! dalam IR diganti dengan 

dua lite! bam dalam HIR. Dibandingkan dengan IR maka dilemukan 

perhedaan-perbedaaa dalam bidang acam pidana sebagai berikut ; 

l. Dalam IR belum ada badan penuntut umum tersendiri sedangkan 

dalam HIR sudab ada walaapun belum "volwaardig'. 79 

2. Regen, Patih dan Kepala Afdeeling (Residen atau Assisten 

Residen) dalam IR adalab penyidik sedangkan dalam HIR tidak. 

3. Penabanan sementara dalam IR tidak diharuskan syarat-syarat 

tertentu sedangkan menurut HIR harus selalu atas perinlab tertulis. 

4. Kurungan sementara atas perintab. Assisten Residen (menurut 

sistem lama) diganti dcngan penangknpan (gevangenlwuding) 

1t1 !hid, haL 12. 
79Suatll perbedaan yang khas aniMa IR dan HIR adalah didirikarmya beutukan Openbaar 

Minisletie atan Kejaksailll seba@.ai Penuntut Umum, Anggota...anggotanya yaitu para jaksa, yang dahulu 
ditcmpatkan di bawah Pamong Praja., sekarang langsung berada di bavr<~h Jaksa Tinggi dan Jaksa 
Agung. Openbaar Ministerie atau Parket merupakan kesatuan organisasi yang tidak lerpecah-pecah. 
Adanya suatu alat Penuntut Umum sangat memberikan corak hnkum umum (hukum publik.) kepada 
hukum aeara pidana. Beurukan penuntut umum itu dtambH dari hukum Perancis, climana afat penuntut 
umum itu merupakan suatu kclruasaan, yang alas nama negara dan masyarakat berhak mengadakan 
tuntulan dan mengatur jalannya tuntuta.o itu serta me!aksanakan hukuman~bukuman yang dijatuhkan 
oieb Hnklm Pldana. 
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selama 30 hari yang jika perlu setiap dapat diperpanjang untuk 30 

hari oleh Ketua Landraad. 

5. Baik peoahanan semeotara maupun penangkapan hanya 

diperbolebkan peda perbuatan pidana yang berat (yang diancam 

pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman yang lebih 

berat). 

6. Untuk penggeledahan rumah pada umumnya diperlukan izin 

Landraad, kecuali dalam hal tertangkap tangan dan hal yang 

mendesak sekali. 

7. Wewenang untuk menyita barang yang dapat dijadikan ala! bukti 

diberikan kepada pegawai pemmtut umum. 80 

Pada masa zaman Belanda dikenal uRaadvan Justitie" sebagai 

haldm sehari-hari (dage/ijkse rechter) untuk orang-orang Eropa dan 

yang disamakan deng•n mereka, dan ada « Landraad" begi orang· 

orang Indonesia dan yang disamakan dengan mereka. Di samping dua 

macam pengadilan sehari-hari ini ada "Landgerechf' untuk orang

orang dan segala bangsa yang mengadili perkara-perkara kecil yang 

jnmlahnya ada agak banyak dan disebut pada pasal 1!6 novies RO 

(Reglement op de rechterlijke organisatie). Bagi orang-orang 

Indonesia a.sli masih ada pengsdilan-pengadilan yang meogadili 

perkara-perkara yang amat kecil yaitu Pengadilan Kabupaten, 

Pengadilan Dislric~ dan sebagainya. 81 

Pada zamao Jepang, keberadaan Raad van Justilie sebagai 

bakim sehari-hari untuk orang-orang Eropa dan yang disamakan 

dengan mereka, ditiadakan, dan hanya ada 2 (dua) macam pengadilan 

sehari~hari untuk semua orang, kecuali orang Jepang, yaitu Pengadilan 

Negeri (Tihao Hooin} sebagai kelanjutan dan Landraad dulu dan 

Pengadilan Kepolisian (Keizai Hooin) sebegai kelanjutan dan 

10 Ibid, baU5-16. 
31 Wirjono Prodjodllroro, Hul:um ,At;(ll'(J Pidarta di indonesia. (Bandung: Sumur Batu, !985), 

hall4. 
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Landgerechl dulu. Pada intinya, selama zaman Jepang hukum aeara 

pidana yang berlalru adalah termuat dalam "Herziene Inlands 

Reglemenf' l "Landgerechtsreglemenf' dan "Rechsreglement voor de 

Buitengemvesten". 82 

Pada masa awal kemerdekaan, pada dasamya tidak ada 

perubaban pada hukum acara pidana dari masa Jepang. Pada mru;a ini 

kebijakan peradilan yang berlaku di bewah pemerintah Jepang oleh 

Pemerintah Republik Indonesia diteruskan. Pada waktu itu beberapa 

bagian dari daerah Republik Indonesia dikuasai oleh Pemerintah 

Belanda, keadaan ini pada pokoknya dilanjutkan. Badan Raad van 

Justine sebegai hakim sehari-hari untuk orang-orang Eropa dan yang 

disamakan dengan mereka tidak !agi dihidupkan, tetapi diadakan 

"Landrechter" untuk semua orang dan "Appelraatf' sebagai 

pengadi!an dalam pemeriksaan ringkat kedua dari perkara-perkara 

pidana yang diputuskan o!eh Pengadilan Negeri, yaitu daerah-daerah 

yang selama dan sesudah perang kolonial kesatu dan kedua dikuasai 

oleh Pemerintah BeJanda. Bagi putusan "Landrechter" tidak ada 

kemuogkinan banding." Di samping itu di beherapa tempat juga 

masih dipertahankan Pengadilan Kabupalen dan Pengadilan 

Kewedanan disamping Mahkamah Islam Tinggi dan Rapat Agama. 84 

Pad a kurun waktu 194 5 sam pal dengan Wmn 1950 tidak 

banyak peraturan yang dike1uarkan o!eh Pemerin1ah Republik 

Indonesia mengenai huk:um acara bagi peradilan umum, kecuali UU 

No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura 

dan UU No. 21 Tahun 1947 tentang pemeriksaan perkara pidana di 

luar hadimya teniakwa Untuk mangetahui hukum aeara yang berlalru 

pada peradilan umum pada waktu itu ldta hams kembali pada pasalii 

Aturan Peraliban UUD 1945 yang menentukan behwa segala bndan 

n lbid. hal. 15. 
1!3 Ibid. 
84 Haris. Op.Cit., hal, 16·17. 
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negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selarna bel urn 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hukum acara 

yang diberlakukan di Pengadilan Negeri adalah HIR untuk daerah 

Jawa dan Madura, dan "Rechtsreglement Buitengewesten" untuk 

daerah-daerah lain. 85 

Di daerah-daerah yang diduduki Belanda berlaku sebagai 

pengadilan sehari-hari adalah Landgerecht (Pengadilan Negeri). Di 

samping itu ada Appelraad, sebagai pengadilan pada tingkat kedua. 

Pemerintah Belanda mengeluarkan berbagai Voorlopig 

Rechtsreglement (peraturan kehakiman sementara) untuk daerah

daerah yang dikuasainya, tapi pada prinsipnya yang dipakai sebagai 

hukum acara adalah HIR. Keadaan itu berlangsilllg terus sampai 

penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1959 

kepada Negeri Republik Indonesia Serikata (RIS). 86 

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) "Landrechter" 

menjadi Pengadilan Negeri dan "Appelroad'' menjadi Pengadilan 

Tinggi sesuai dengan peraturan dalarn daerah-daerah Republik 

Indonesia yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda 87 Di 

bawah pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 18 

April 1950 keluarlah Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950 

yang menghapuskan Landgerecht gaya baru dan Appe/raad di Jakarta 

dan diganti dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Di 

tempat I~ penggantian seperti itu tidak dapat diambil karena hal itu 

adalah wewenang dari daerah yang bersangkutan (pasall55 Konstitusi 

RIS).88 

Sesudah kembali menjadi negara kesatuan. keadaan di seluruh 

Indonesia kembali lagi seperti masa sebelum RIS di daerah-daerah 

85 Haris. Ibid., hal. 17. 
86 Ibid. 
87 Prodjodikoro. Op.Cit., hal. 15. 
118 Haris. Op.Cir., hal. 17-lS. 
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yang selalu penuh dikuasai olch pemerintah nasional Indonesia. 89 Pada 

tanggal 14 Januari 1951 mulai berlaku Undang-Undang Darurat 

Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk 

menyelenggarakan kesatuan dalam susunan, kekussaan dan acara 

pengadilan-pengadilan sipil (bukan pengadilan ketentaraan). Menurut 

peraturan ini, di seluruh lndnnellia di luar Pengadilan Adat dan 

Pengadilan Swapradja banya ada tiga macam pengadilan sehari-bari 

yaitu Pengadilan Negeri untuk pemeriksrum perkara pada tingkatan 

pertama, Pengadilan Trnggi untuk perneriksaan perkara pada tingkat 

kedua dan Mahkarnah Agung pada pemeriksaan kasasi. 90 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor I Tahun !951 

ini ditentukan bahwa untuk seluruh Indonesia seberapa mungkin harus 

diambil sebagai podoman tentang acara perkara pidana sipil suatu 

undang-undang tertentu yaitu yang memuat dalarn Staatsblad Tahun 

1941 Nomor 44 yang terkenal dengan nama «Herziene Inlands 

Rcglement'' (HIR) atau dalarn bahasa Indonesia "Reglement Indonesia 

yang Dibaharui"!' 

3.1.2. Asas-Asas Hukum Acara Pidaua dalam IDR 

Asas-asas hukum dalam hukum acara pidana, sebagaimana 

dalam bidang hukum lainnya mempunyai ciri kbas yaitu keadilruc 

Dalam hal ici jika tujUl!ll dari hukum aeam pidana adalah mencapai 

kebeuaran maka eara mencari kebenaran tersebut hams dilakukan 

dengan eara yang adil. Adil dalam hal ici adalah mcncakup pengertian 

Iceseimbangan yaitu keseimbangan dalam roempertahankan 

kepentingan negara dan masyarakat atau undang-undang dan 

melindungi kepentingan tersangka. 

lW Prodjodikoro, Op.Cit., hal 15. 
90 Ibid., bal. 16. 
\))Ibid, 
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Dalam rangka menemukan asas-asas hukum acara pidana 

dalam HJR hendaknya dipaharni bahwa HIR berkaitan erat dengan 

peraturan-peraturan yang ada sebelum perang yaitu Jndische 

Staatsregeling yang dapat dianggap sebagai undang-undang dasar 

Hindia Belanda, Algemene Bepalingen van Wetgeving (ketentuan 

umum mengenai perundang-undangan) dan Reg/ement op de 

Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justilie (RO). Selain itu 

berlakunya HIR pada Illl!SlUlya tidak terlepas dari ketentuan-ketentrnm 

dalarn Undang-Undang Darurat Nomor I Tahun 1951, Undang

Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kejaksaan 

dan Undang-Undang Pokok Kepolisian yang berlaku saat itu. Maka 

dalam menganalisa asas-asas hukum acara pidana dalam HIR juga 

harus memperhatikan kctentuan-ketentuan tersebut 92 

Asas-asas hukum acara pidana menurut HIR antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Kejaksaan sebagai penuntut umum 

Menurut asas ini, pihak terdakwa pada haldkatnya adalah suatu 

golongan pejabat yang terlepas dari dinas pengadilan, yaitu 

kejaksaan sebagai penuntut umum ( openbaar Ministerfe ). Bahwa 

Penuntut Umum di muka hakim bukanlah perneorangan. Hakim 

juga tidak mungkin mengambil inisiatif supaya ada perkara pidana 

Sifut hakim hanyalah menunggu sampai ada perkara diajukan di 

muka pengadilan oleh pihak lain. Dengan damikian, dalaru perkara 

pidana yang penuntutannya tidak tergantung dari kehendak orang· 

perorangan, sudah selayaknya bahwa yang memajukan perkara ke 

muka hakim pidana adalah pejabat lain yaitu Jaksa. 

W>ropo Saotosu, Poiisi dan Jaksa: Keierpadutm atau Pergulatan?, (Depok: Pusat Studi 
J?eradilan Pidana Indonesia-Centre tOr Indonesian Criminal Justice Studies, 2000), hat 45. 
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2. Asas oportunilas dalam penW>tutan 

Asas ini sebenarnya tidak terdapat dalru:n HIR dan peraturnn

poraturan lainnya sebelum perang. Ia pada asalnya merupakan asas 

hukum yang tidak tertulis yang diak:ui dalam praktik. Asas ini 

dapat dilihat pada Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang 

menentukan bahwa Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu 

perkara berdasarkan kepentingan umum. 

3. Perbedaan anlara pemeriksaan permulaan (vooronderzoek) dan 

pemeriksaan di sidang hakim (gerechte/ijk onderzoek) 

Asas ini memuat pembegian acara pidana menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu bagian porneriksaan pennulaan dan begian pemeriksaan di 

sidang hakim. Pemmtut Umum dalam melakukan penuntutan hams 

didasarkan pada alasan yang akurat, balk mengenai pembuktian 

maupun berlakunya suatu peraturan hukum pidana tertentu. Untuk 

dapat mengemukakan alasan~alasan yang akurat ini, Penuntut 

Umum sebelum mernajukan perkara pidana di muka bakim, barus 

ada kesempotan untuk mengumpulkan bahan-bahan guna alasan

alasan itu. Penuntut Umum memerlukan pemeciksaan permulaan 

4. Pemeriksaan di muka umum 

Asas ini mengandung makna bahwa kbalayak rnmai berus diberi 

kesempatan untuk menyaksikan bagaimana hakim melakukan 

pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena sanksl pidana ak:lbatnya 

sangat berat bagi kepentingan terdakwa maka harus sama sekali 

tidak ada per:sangkaan bahwa hakim akan bertindak tidak adil. 

Salah satu syarat yang tepat untuk menghilangkan persangkaan ini 

ialah ketentuan bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan 

di muka umum, kecuali dalarn hal-hal tertentu misalnya dalarn 

pemeriksaan terhadap tindak pidana kesusilaan. 
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5. Pemeriksaan secara langsung 

Asas ini mengandung makna bahwa dalam pemeriksaan perkara 

hakim harus berhubungan secara langsung dengan terdakwa. 

Dalam hal ini bakim hams mendengar sendiri dari terdakwa, tidnk 

culrup adanya surat-surat eatatan yang memuat keterangan 

terdnkwa di muka po!isi. Prinsip ini juga berlnku bagi saksi-snksi 

dan ahli-ahli dari siapa keterangan ruperlnkan untuk memberi 

gambaran yang terang kepada hakim tentang apa yang betul-betul 

te '-"' 93 D~L 

3.1.3. Hukum Acara Pidana Setelah Berlakunya KUHAP 

Tekad Wltuk mengganti hukum acara :t.aman kolonial dengan 

hnkum nasional ru alas rutegsskan dalam Tap MPR No. IVIMPR/1978 

tentang GBHN yang antara lain menyehulkan : 

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum 

mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kernajuan 

pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptnkan 

ketertihan dan kepastian hukum dan memperlancar pelnksanaan 

pemhangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untnk: 

1. Peningkatan dan peuyempumaan pembinaan hnkum nasional, 

dengan antara lain mengadnkan pembaharuan kodifikasi serta 

unifikasi hnkum di bidang-bidang tertentu dengan jahm 

memperhatikan kesadaran bukum dalam masyarakat. 

2. Menertibkan harlan-harlan penegnk hukum sesuai fungsi dan 

wewenangnya masing-masing. 

3. Meningkatkan kema.mpuan dan kewib.awaan aparat penegak 

hnkum. 

93 Ibid,, haL 46. 
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4. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan 

masyarakat yang kuiang mampu. 

Dalam rangka pelaksanaan TAP MPR No. IVIMPR/1978 

itullih. pada tanggal 12 September 1979 oleh pemerintah Ielah 

disampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum 

Acara Pidana kepada DPR nntuk mendapatkan persetujuannya dan 

dapat <lisahkan menja<li undang-nndang. Penynsunan RUU Hukum 

Acara Pidana sendiri sehenarnya dimulal pada tahun 1976 dengan 

<libentuknya sebnab Panitia Intern Departemen Kehakiman. Pada 

tahnn 1968 <liadakan Seminar Hukum Nasional 11 di Semarang tentang 

Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nosional (LPHN). 

Pada tahun 1973 Panitia lntem Departemen Kehakiman dengan 

memperhatikan kesimpuian Seminar Hukum Nasional tersebut 

menghasilkan naskab Rancangan Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang kemu<lian dibabas bersama dengan Kejaksaan Agung, 

Departemen Hnnkam te!lllasuk Poiri dan Departemen Kehakiman. 

Pada tabun 1974 naskab Rancangan Undang-Undang Hukurn Acara 

Pidana tersebut setelah disempurnakan, d.isampaikan oleh Menteri 

Kehakiman kepada Sekretariat Kabinel. 

Dalam penynsunan RUU Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, Panitia kecuali memperbatikan hasil-hasil Seminar Hukum 

Nasional II di Semarang juga memperbatikan pendapat ahli hukunn 

lainnya yang tergabnng dalam organisasi profesi seperti Persatuan 

Advokat Indonesia (Pem<lin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 

Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja}, Persatuan SaJjana Hukum 

Indonesia (Persabi), balk yang diajukan melalui seminar maupun 

kegiatan lain seperti kongres, rapat keJja, dan lain-lain. 

Dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. 

R.06/P.UIIX/1979, disampeikanlah Rancangan Undang-Undang 
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Hukum Acara Pidana kepada DPR Rl untuk dibicarakan daWn Sidang 

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia guna mendapat persetujuannya. 

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, tennasuk penyampaian 

keterangan pemerintah, pemandangan umum fraksi-fraksi, 

pembicaraan tingkat lanjutan dalam sidang kornisi, sidang gahungan 

komisi II dengan pemerlntah hlngga pembentukan tim slnkronisasi dan 

penyampaian pendapet akhir dari semua fraksi yang semuanya 

mernakan waktu selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya pada Sidang 

Paripuma pada tanggal 23 September 1981, Rancangan Undang

Undang Hukum Acara Pidana itu disetujui untuk disabkan. Setelah 

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tetah 

disetujui oleh DPR untuk disabkan, Presiden mengesabkan RUU 

tersebut menjndi Undang-Undang No.8 Tahun 1981 pada tanggal31 

Desember 1981 (LNRI No. 76; TLN No. 3209). 91 Selanjutnya, 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nornor 27 tahun 1983 yang termuat dalam Lembaran Negara Rl No. 

36 Tahun I 983 dan mulai berlaku pada tanggal I Agustus 1983. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana selanjutnya Iebih dikenal dengan sebutan Kitah Undang

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) !ahir dalam rangka untuk 

mewujudkan cita-cita hukum nasiona! yaitu meruiliki Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Baru yang memiliki ciri kodifikatif dan 

unifikatifberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Da<ar 1945. 

Terhadap berlakunya KUHAP, khusus mengenai pola 

hubungan kepolisian dan kejaksaan, Rudy Satriyo Mukan1ardjo95 

~Abdul Hakim G. Nusantara. Luhut MP. Pangaribuan dan Mas Acbmad Santosa, KUHAP, 
Kitab Undang·Undang llulrum Actd'a Pidana dan Peraturan-Peraturan Pefaksana, (Jakarta: 
Djambatan, 1992), bat 207-210. 

9S Rudy Satriyo Mukantardjo, Ketidakl.erpaduan Anlara Polisi dan Jalwa Dalam PeT1)1idikan, 
dafam buku berjudul Quo Vadis Poli.si, Penyunting: Adrianus Meliola, (Jalu.uta: d;u:rbitkan aras 
kerjasama jurosan Kriminologi Fislp UI dengan Majalan Forum Keadilan, D;cetak: CV. Widyaksara), 
hoi. 39-42. 

Umversitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



83 

rnengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "bahwa tetdapat 

petbedaan yang nyata terhadap pola hubungan antara polisi sebagai 

penyidik dengan kejaksaan setelah diberlakukannya Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP." Menurut beliau "ketecpaduan 

pola hubungan antara polisi sebegai penyidik dengan kejaksaan lebib 

tercipta peda waktu sebelum Undang-Undaag No. 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP betlaku tepatnya pada waktu HIR masih berlaku." 

Pendapat beliau tetsebut betdasarkan pemikirnu bahwa 

"sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

diberlakukan, wilayah tersebut (maksudnya penyidikan) secara 

tradisional "dikuasai" oleh Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan isi dari 

pesnl2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1961 tentang Ketentuan

Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi : 

mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran 

serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut 

ketentuan-ketentuan dalam UU Hukum Acara Pidana dan lain-lain 

Peraturan Negara. 96 

Pada masa sebelum berlakunya Undaag-Undang No. 8 TahWl 

1981 tentang KUHAP, Jaksa mempunyai bidang kewenangan yang 

luas, sebagai berlkut : 

I. Di bidang penuntutan, melakukan penuntutan dalam perkara

perkara pidans pada pengadilan yang berwerumg. 

2. Di bidang penyidikan, mengadakan penyidikan lanjutan serta 

mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik dalam bal 

ini tennasuk penyidik dmi kepolisian. 

'l!i Pada masa berlakunya UndangwUndang No. 19 Tahun 1948 dlberikao keweoangan kepada 
Kejaksaan untuk melaksanakan tugas kepolisian represif, sebagaimana tersebut pada pasal 12, bahwa 
Kejaksaan wajib menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejehatan dan pelanggB.raiL DaJa.m HIR 
(Stbfd. 194 I No. 44) tercantum bahwa di lapangan pengusutan perbuatan-perbu.atan yang dapat 
dihukum pegawai penuntut umum lah (openbaar ministerie} yang pertama-fmla diberikan tugas. 
Pegawai--pcgawai polisi dari pangkat pembantu-inspektur polis! menjadi pembantunya yang disebut 
magistrat-pernbanfu. 
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Rudy Satriyo Mukantardjo berpendapat, "babwa dengan 

keadaan demikian, pimpinan dalam bidang penyidikan adalab 

kejaksaan, yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi penyidikan 

yang dilakukan oleb pihak-pibak lain, tennasuk polisi. seblngga dalam 

situasi tersebut jelas para "singa jantan" (maksudnya polisi dan jaksa) 

tidak akan perlu memperebutkan penguasaan atas wilayeb yang 

didiami bersama dlkarenakan masiflg-masing tabu batas 

kewenangannya. ')97 

Namun kondisi rukun sebagaimana tercipta pada waktu 

sebelum Undang-Undang No. 8 Tebun 1981 tentang KUHAP berlaku, 

menjadi pudar setelab Undang-Undang No. 8 Tabun 1981 tentang 

KUHAP berlaku. Hal ini disebabkan antara lain KUHAP memberi 

porsi yang lebih luas kepada polisi terutama di bidang penyidikan, 

dimana polisi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap 

seluruh tindak pidana umum, melakukan penyidikan tambaban dan 

berfungsi sebagai koordinaor dan pengawa• Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil. Sedangkan kewenangan penyidikan yang sebelumnya dimillki 

oleh Kejaksaan dikurangi porsinya, sehinggs di bidang penyidikan, 

kejaksaan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana 

korupsi dan tindak pidana ekonomi 

nPenjelasan lomjcl Rudy Slrtrlyo Mukanbrdjo bahwc.. keterpaduan yang tinggi dari pola 
hubunga.n kepolisian dan kejeksaan pada masa sebetum diberlakukannya Undang-UrtdMg No.8 Tahun 
198 I, secara nyata tetlihat jika tetjadi suatu tindak pidana dan kemudian akan dirnulai penyidikan, 
maka dari dimulainya penyidikan sampai berakhirnya. jak.sa turut terlibat. Keterlibatan tersebut 
berlanjut tatkala darl penyidikao ditemukan kekurangan sebingga diperlukao tindakan penyidikan 
Ianjuta.n_ Hal ini adafah gambanm keterliba!an yang langsung, sedangkan gambanm keterlibatan seeaw 
tidak langsung adalah mengawa.si dan mengkoordinasi penyidikan yang ditak:ubm oleh penyidik 
1ainnya; dalam bai ini yang dilakukan oJeb polisi. Jlengawasan dan pengkoordinasian bidang 
penyidikan oleh lrejaksaan juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang iebih besar pada poroi 
peketjaannya.. Selain itu, pengaw-dSall dan pengkoordinasian rernebut tidak ann menciptak.an 
kebiusaan mencari kambing bitam bila tctjudi kesalahan serta akan teijadi saling isi dan saling koreksi 
anta.rn polisi dan jaksa, Ternkhit, adanya pengawasan dan peogkoordirtasian oleh jaksa alum banyak 
membantu mengarabkan penyidikan sehingga memperterang tindak pidana mana yang telah tetjadi. 
Jaksa pun dcngan dernikian tahu persis mengenai bukti yang ia rniJiki dan yang tidak ia mili1d berikut 
kekuatan atau kelemahan dari buldi~bukti t.ersebut. 
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Mengenai pola hubungan antara polisi sebagai penyidik dengan 

Kejaksaan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 

!98! tentang KUHAP, Rudy Satriyo Mukantardjo berkesimpulan 

"bahwa saat ini pola hubungan yang teroipta dapat diibaratkan seperti 

hubungan dua ekor singa janlan yang berada dalam satu wilayah, 

dimana seharusnya., suatu kawasan yang dihuni dua ekor singa jan tan 

akan lebih aman dibanding yang lain, tapi !emyata tidak !:arena pada 

keuyataannya, mereka terlibat dalam suatu upaya untuk saling 

menjatuhkan satu sama lain, dengan t.ujuan agar dapat menjadi 

penguasa tunggal yang memonopoli kawasan tcrsebut."' 98: 

Senada dengan pendapat di atas, Daniel S. Lev99 juga melihat 

hubungan antara polisi dan jaksa sebagai suatu persamgan. 

Perselisihan antara polisi dan jaksa adalah pen;elisihan 

memperebutkan kekuasaan dan wewenang hukwn karena keinginan 

kedua belah pihak memperoleh kekuasaan dan prestise yang lebih 

besar di negara ini. Sejak lama, polisi tidak ingin berada di bawah 

kekuasaan lain. Kenyataannya sampai saat ini adalah sulit bagi Polisi 

dan Jaksa untuk menuju pada suatu keterpadmm. 

3.1.4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAI' 

Dalam rangka memberikan perlindungan terbadap harkat dan 

martabat manusia, maka asas-asas penegakan hulrum yang telah 

dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kebakiman, ditegaskan lagi dalam 

KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa 

')8 Ibid", bal. 39. 
'i9 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik Indonesia dan Perubahan, (Jakarta:LP3BS, I 990), bat 6, 

dikutip oJeh Marwan Effendy. Kejaksaan RJ-Posisi dan Fungsfnya tiari Perspeldif Hukum, (Jakarta: 
PT. Gramcdia Pustaka Utama, ::!:0051lla1 176. 
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mencenninkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara 

ringkas, asas-asas tersebut adalah :100 

a. Asas equality before the law: perlakuan yang sama alas diri setiap 

orang di muka bukum dengan tidak membedakan latar belakang 

sosial, ekouomi, keyakinan politik, agarna, golongan. dan 

sebagainya. 

b. Asas legalitas dalam upaya paksa: penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan harus dengan perintah tertulis oleh 

pejaba! yang herwenang dan dengan cara sebagaimana yang diatur 

dalam undang-undang. 

c. Asas pre.:sumption of innocence: setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dibadapkan di muka sidang 

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan 

pengadilan yang menyatukan kesalahannya dan memperoleh 

kekua!Jm hukum tetap. 

d, Asas remedy and rehabilitation: ganti kerugian dan rehabllitasi 

bagi seseorang yang di!lmgkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa 

alasan yang sah atau kareua kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yilllg diterapkan dan konsekuensi sanksi bagi pejabat 

penegak hukum yang dengan sengaja melakukan kelalaian 

terse but. 

e. Asas fair, impartial, impersonal and objective: peradilan yang 

cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan lidak 

memibak. 

f. Asas legal assistance: hak: untuk mernperoleh bantuan hukwn. 

g. Asas "'Miranda Rule": pemberitahuan yang jelas mengenai 

dakwaan toihadap terdakwa dan hak-hak yang dimiliki 

tersangkalterdakwa. 

1~uhut M.P. Pangaribuan., Hukum Acwa Pidarra: Surat-sruat Resmi di Pengadilan oleh 
Advokal, (Jakarta, Djrunbatan, 2000), haL 2-3. 
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h. Asas presentasi: pelaksanaan pengadilan dengan hadimya 

terdakwa. 

i. Asas keterbukaan: sidarig terbuk.a untuk umum. 

J. Asas pengawasan: pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan 

dalarn perkara pidana. 

Bagi sistem peradilan pidana, kehadiran KUHAP telah 

membawa perubahan yang fundamental, antara Jain: 101 

a. Sistem peradilan pidana yang mengutamaksn perlindungan hak 

asasi manusia dimana masyarakat dapet menghayati hak dan 

kewajibannya. Dalam hal ini mutlak adanya jaminan terbadap hak 

tersangka dan perlaknan terhadap tersangka sebagai subjek dalam 

proses penyelesaian perkara pidana. 

b. Pcningkatan pembinaan sikap para apar.>tur penegak hukurn sesuai 

dengan wewenang dan fungsi masing~masing dengan 

pembidangan tagas dan tauggnng jawab tanpa mengabaikan aspek 

hubwtgan koordinasi dan sinkronisasi. 

c. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri, namun tetap 

sebagai bagian dari fungsi penuntutan dan pengadilan dengan 

memperhatikan hubungan koordinasi fungsional dan instansional 

serta adanya sinkronisasi pelaksanaan. 

d. Kewajiban Poiri sebagai penyidik ut.ma dalam 

mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PNS) 

dcngan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan. 

e. Adanya pembatasan wcwenang yang lebih sempit dan pengawasan 

yang lebih ketal bagi penyidik demi penegakan hukum dan 

perlindungan hak asasi. 

f. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak 

disertai dengan kewajiban memberikan per1indungan dan 

101 Hendrastanto Yudowidag<io, Kapita Selekta Hukwn Acara Pidaua lndone.rla, (Jakarta; PT 
Bina Aksara, 1987], bal. 22-23. 
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pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tidak mampu dan tidak 

memiliki penasehat hukum. 

Selain membawa peruhahan fundamental bagi sistem peradilan 

pidana, KUHAP juga memuat ketentuan baru yang bersifat 

fundamental, antara lain: tro 

a Hak-hak tersangkaltertuduh atau terdakwa 

b. Bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. 

c. Dasar hukum bagi penangkapanlpenahanan dan pembatasan 

jangka waktu yang ditetapkan, 

d. Ganti kemgian dan rehabilitasL 

e. Penggabungan perkara gugatan g-dilti kerugian dalam perkara 

pi dana. 

f. Upaya hukum, 

g. Koneksitas, 

h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan 

3.1.5~ Perkembangan Hukum Acara Pidana saat ini 

Pada awal dimunculkannya KUHAP, hangsa Indonesia sangat 

hangga alas terciptanya karya kodiflkasi dan unifikssi hukum acara 

pidana naslonal tersebut Terlebih dengan beberapa keJebihan 

dihandingkan dengan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang 

berlaku sebelumnya, kebadiran KUHAP te!ab memberikan barapan 

besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebib efektif, 

arlit dan menjnnjnng tinggi harkat dan martabat manusia sebingga 

pada awal-awal diberlakukannya KUHAP disebut-sebut oleh kalangan 

pemerhati hukum sebagai karya agung bangsa Indonesia. 

102 AI.Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan. Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT. 
Citra Adilya Bakti, 2005), h:al. 9. 
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Saat ini, setelah diberlakukan lebih dari 27 (dua puluh tujuh) 

tahun temyata setuakin meruunpakkan adanya keterbatasan, Celah

celah kevakuman ketentuan yang diatur di dalam KUHAP saring 

menimbulkan persoalan dalam pelalrsanaannya. Keadaan ini 

mendorong timbulnya penafsiran sekehendak pihak yang 

berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian 

hukumnya, mlsalnya perundang-nndangan yang juga mengatnr 

mengenai ketentuan hukum beracara di da.lamnya. 

M. Y ahya Harahap berpendapat bahwa saat ini menganggap 

perlu KUHAP disempumakan, hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu :Hll 

1. Keterbatasan manusia mempred.iksi secara akurat apa yang terjadi 

di masa yang akan datang. 

2. Kebidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa 

- nasional, regional dan internasional selalu mengalami perubahan 

perubahan "dinamik". Selalu teljadi perubaban masyarakat (social 

change) dimana setiap perubahan menggeser dan menyingkirkan 

"standat'' dan "nilai" lama kc arah bentuk patokan dan kesadaran 

baru yang lebih aktual. 

3. Pada saat undang-undang diundangkan, lang sung "konservatir'. 

Hal ini dimungkinkan karena KlJHAP yang sudah berusia lebih 

dari 25 tabun mungkin sudah mengalarni sifat yang terlampau 

konservatif dan kaku (strict law) sehingga menimbulkan peuerapan 

KUHAP bersifat "resistansi" dan reaktif terhadap tuntutun 

kelladaran perkembangan masyaraka!. 

M. Yahya Harahap104 menambabkan bahwa trend globalisasi 

yang diperankan "teknologi informasi" Ielah membuat masyarakat 

10
) M, Yahya Ha.rahap, SH, Pcmbahtl$an Permasafahan dan Penerapan KUHAP-Penyidll«m 

dan Pt!ltuntutan, (Jakarta: Sinar Grafi.ka, 2000), haL 12-13. 

1
(1.4 Ibid., bat 13 
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Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisah dari global audience, dan 

mendorong mereka ke arah "keterbnkaan", oleh karena itu, tidak heran 

kenapa makin lantang suara yang menuntut/air trial, antara lain: proses 

penegnkan hukum yang cepat (speedy tria{), penegakan asas 

uimparsialitas" sesuai dengan prinsip presumption of innocent dan 

melemparkan jaub-jaub sikap dan citra penegakan hnkum yang heroorak 

prejudice, tuntutan yang h"elllakin keras atas penerapan adversarial 

system sesuai dengan asas beyond a reasonable doubt dan tuntutan yang 

semakin luas untuk menjadikan nHai..ffiJai HAM sebagai uideologi 

universal" dninm penegakan bnkum. 

Selain itu era kebebasan dan keterbukaan informasi juga 

mcmbawa darnpak terhadap semakin berkembangnya kuantitas dan 

kualitas tindak pidana Salah salu contoh yang paling aktual adalah 

munculnya tindak pidana jenis baru seperti computer crime atau modus~ 

modus opernndi canggih yang berkaitan dengan tlndak pidana pencucian 

uang dan tindak pidana korupsi. Dnlam hal ini ketentuan dalam KUHAP 

tampak semakin ketinggalan terutama berkaitan dengan landasan 

kewenangan aparntur penegak hnkum, metoda pemeriksaan dan ala! 

bnkti. 

Saat ini, keberadaan hnkum acara tidak hanya terdapat di dalam 

KUHAP saja, narnun tersebar di dalarn heberape undang-undang 

(biasanya undang-undang yang mengatur mengenai lindak pidana 

khusus) misalnya Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang 

Tlndak Pidann Pencucian Unng, Undang-Undang Tindak Pidana 

Kornpsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain. 

Keadaan ini mengheruskan para penegak hnkum untuk je!i dan benar

benar memahami hukum berncara dari tindak pidana yang sedang 

ditanganinya tidak saja dari KUHAP narnun dari undang-undang khusus 

yang mengatur tindak pi dana tersebut. Dengan dernikian tujuan unifikasi 

dan kodifikasi yang dilnginkan tercipta di dalarn KUHAP yang disahkan 
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pada tanggal 31 Desember 1981 pada kondisi saat ini sulit untuk 

diwujudkan. Saat ini Rancangan KUHAP sedang disusun oleh Tim 

Penyusun yang diketuai oleh Prof. Andi Hamzah 

3.2. Hukum Aeara Pidana yang Borlaku dalam Penanganan Tindak Pidana 

Korupsi 

Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberanlasan dan 

pen.anggulangnn tindak pidana korupsi datang silih bergnnti, terbitnya undang

undang baru mengbapus atau melengkapi ketentuan yang ada dalam undang

undang yang digantikan. Penerbitan pornndang-undangan tersebut tidak saja 

berdampak pada perkembangan ketentuan-ketentuan yang bersifilt materiil 

melainkanjuga berdampak pada perkembangan dari ketentuan-ketentuan yang 

bersifat formil. 

Saat ini ketentuan beracara dalam tindak pidana korupsi tunduk pada 

beberapa undnng-undang, antara lain: Undang·Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 105 

Di bawah iai akan diuraikan "penyimpangan" yang kita temukan 

dalam hukum acara pidana khusus dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pembersntasan Korupsi, yang tidak kita jumpai dalam hukum 

1t»upa.ya untu.k menetatJkan hukurn acara pidana secara tersendiri dengan tujuan untuk 
mempercepat prosedur dan menyederhanakan atau mempermudab pembuktian sudah dilakukan pada 
waktu penyusunan Re.neangan UU ten tang. Pemberantasan Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 ), Menurut 
Prof. Oemar Seno Adjie hai tersebul dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat prosedw- dan 
menyederhanakan etau mempermudah pembuktian- yang dilakukan dengan cara membuka pintu hagi 
lretentuan·ketentuan yang menyimpang dati acara biasa dan pada saat yang bemlmaan dengan 
memberikan kewenangan yang exceptionll kepada justitie dan pOlitie. 
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acara pidana biasa (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), 

antara lain; 

a. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

mendapatkan prioritas untuk didahulukan dan mendapatkan penyelesaian 

secepatnya. "" 

b. Untuk kepentingan penyidikan, te:rsangka wajib memberikan keterangan 

tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri alau suemi, anak, dan 

hnrta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang 

diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan tersangka.107 

c. Perkara korupsi yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan di 

bewah koordinasi Jaksa Agung.'"' 

d. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan berwenang 

untuk meminta keterangan dari bank dan gubemur Bank Indonesia 

berkewajiban untuk memenuhi pennintaan itu.109 

e. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman melalui 

pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang diL-urigai mempunyai hubungan 

dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.110 

f. Saksi dilarang menyebut identilas pelapor. 111 

g. , Jaksa Pengacara Negaxa dapat melakukan gugatan perdata."' 

h. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau 

pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah 

ada kerugian keuangan negara, rnaka penyidik atau penuntut umum segera 

menyerahkan berkas perkare hasil penyidikan atau salinan berkas berita 

acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada 

100 Lihat Pasa125 Undang-Undang No. 31 Tabun 1999. 
107 Lihat Pasal28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 
108 Lihat Pasal27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 
109 Lihat Pasal.29 ayat (I) sampai dengan ayat (5) Um;lang-Undang No . .31 Tahun 1999. 
uo Lihat pasa130 Undang-Undang No, 31 Talmo 1999. 
ur Lihat Pasal31 ayat (1} Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 
112 Lihat Pasal32 Undang-U~ No, 31 Tahun 1999. 
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instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli 

warisnya. 113 

i. Dapat diselenggarakan peradilan in absentia dalarn hal terdakwa tidak 

hadir di sidang pengadilan setelah dipanggil secara sah. 114 

j. Jaksa Agung mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

dalarn hal korupsi dilakukan secara bersama-sama oleb orang yang tunduk 

pada peradilan umum dan militer. 1" 

k. Dalam melakukan penyidlkan, Penyidik berwenang melakukan 

penyadapan (v.iretaping). 11.
6 

l. Alat bukti yang sah dalam bentnk petunjuk kbusus untnk tindak pidana 

korupsijuga dape! diperoleh dad: 

1. Alat bukti lain yang berupa infonnasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu; dan 

2. Dokumen, yakni setiap rekaman data alau infonmasi yang dapat 

dilihat, dibaea, dan a1au didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau 

tanpa bantuan suatu sarana., baik yang tertuang di atas kertas1 benda 

fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara clektronil4 

yang berupatulisan, suara, gam bar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, 

angka, atau perforasi yang memiliki makna. lt1 

m. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan 

tindak pidana korupsi. 118 

n. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat 

Perinlah Penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak 

pidana korupsi. 119 

tu Lihat Pasal33, 34 Undang~UndangNo. 31 TahJ.W 1999. 
114 Liliat Pasal 38Und~mg-Undang No. 31 Tahun 1999. 
115 l..ihat Pasal39 Undang~Undoog N(). 31 Tahnn 1999. 
w;Uhat-Penje1asan Pasal26UndaJig.Undang No. 3I Tal:wn 1999. 
117 Lihat Pa<~al 26 A Undang-Undang No, 20 Tahun 2001. 
118 Libat Pasal37 ayat (l) Undang-Undang No. 20 Tahun200l. 
119 Lihal Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



2002. 

94 

o. Prosedur khusus yang biasanya berlaku untuk pemeriksaan seorang 

pejabat negara tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang Jain 

tidak berlaku lagi terhadap pejabat negara tertentu yang sudah diletapkan 

statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.no 

p. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapa! melakukan penyitaan 

tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas 

penyidikannya. 121 

q. Penuntut Umurn pada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah menerima 

berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat) bela.' hari keija 

terhitung sejak tunggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan 

berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. 122 

r. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melirnpabkan 

berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diperiksa dan 

diputus perkarauya. 123 

s. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus olen l'engadilan 

Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan pulub) hari kelja 

terhitung sejak tunggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi (untuk tingkat pertama); untuk tingkat banding pada pengadilan 

tinggl dalarn waktu paling lama 60 (enam pulub) hari kelja; dan untuk 

tingkat ka.<asi pada Mabkamah Agung paling lama 90 (sembilan puluh) 

ha:ri kerja 124 

Kenyataan dalum pmktek sehari-hari panerapan hukum ac!Jl'a pidana 

baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2002 

120 Lihat .f'asaf 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 
121 Lilaat Pasal47 ayat (I) Undang-Undang Nomor 30 Tahtm 2002. 
Jn Lihat Pasa1 52 Uodang~Undang Nomor 30 Tahun 2002. 
IZI tihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 
ru Lihat Pac;.at $8 ayat (1), 59 ayat (1) dan 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tabun 
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tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaannya digantungkan pada 

lembaga atau institusi yang melakukan pemerlksaan awal. 

Konkrimya apabi1a suatu perkara korupsi pemeriksaan awalnya 

di!akuksn oleh kepolisian atau kejaksaan maka hukum acara pidananya 

berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 

sedangkan terbedap perksra korupsi yang pemeriksaan awalnya dilakukan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka hukum acara pidananya selain 

berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberanta.<iafl Korupsi. 

Keadaan ini dapal dikatakan Ielah teJjadi perbedaan dalam penerapan 

bukum acara pidana dalam penangaran perkara tindak pidana korupsi dimana 

perbedaan tersebut terjadinya digantungkan pada lembaga atau institusi yang 

melakukan pomeriksaan perkara sejak awal. 

Teljadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam peikara 

korupsi saat ini tidak lain dipicu oleh kehadiran Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amana! Undang-Undang No. 3 I 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

pembentukannya didasarkan pada Undang-Unda. ... g No. 30 Tahnn 2002 

tentang Komisi Pembernntasan Korupsi, 

Universitas indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



BABIV 
HASIL PENELITIAN DAN PEJI-ffiAHASAN 

4.1~ Perbandingan Pelaksanaan Pcnyidikan dan Penuntutan yang Dilalrukan 

olelt Kepolisian, Kcjaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

4.1.1. Perbandingan Penyidikan yang Dilakukan oleh Kepolisian, 

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

4.1.1.1. Penyidikan oleh Kepolisian 

KUHAP pada prinsipnya mengbendaki penyidikan 

perkara pidana dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (pasal 1 butir I dan pasal 6 ayat (1)). kocuali bagl 

penyidikan perkara-perkara pidana khusus (pasal 284 ayat (2) 

jo pasal I 7 PP No. 27 Tahun I 983). Namun demikian dalam 

perspektif praktik dan normatif, kewenangan Polri untuk 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalarn 

hal ini tindak pidana korupsi soma besarnya dengan 

kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Sampai 

saat ini sudah banyak perkara korupsi yang disidik oleh 

Penyidik Polri dan dapat diterima serla diputus oleh 

pengadilan. 

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa 

dasar kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan perkara 

korupsi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tenlang 

K\lliAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri 

Nopol. KEP/14/XII/93 dan Nopol. KEPIISIXII/93 tanggal 13 

Desember 1993 tenlang Penyempurnaan Pokok Organlsasi dan 

Prooedur Beserla Susunan Personalia dan Perlengkapan Badan 
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pada Tingkat Kewilayahan Polri dan Tr.Dirserse Polri Nopol. 

TR/211/IV/95 tanggal 21 April 1995 tentang Pembentukan 

Bagian Reser.;e Tindal< Pidana Korupsi pada tingkat Polda 

beserta unit-unit serse Tindal< Pidana Korupsi pada tingkat 

Polres!TA, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan putusan-putusan 

pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi. 

Menurut ketentuan Pasal 7 KUHAP, kewenangan 

penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, meliputi: 

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat 

di tempat kejadian; menyurub berbenti seorang tersangka dan 

memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik 

jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar 

dan diperikse sebagai tersangka atan saksi; mendatangkan ahli 

yang diperlukan dalam !mbungannya dengan pemeriksaan 

pelknra; mengadakan penghentian penyidikan; dan 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak 

pidana korupsi berpedoman pada ketentuan penyidikan yang 

diawr di dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahnn 

1999 tentang Pemberantasan Tindal< Pidana Korupsi jo 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya. 

Selanjutnya, berdasarkan penelitian penulis akan 

diuraikan mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

Kepolisian dalam menangani suatu perkara korupsi sejak tahap 

penerimaan laporan mengenai telah terjadinya suatu tindak 
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pidana korupsi sampai diterimanya berkas perkara oleh 

Kejaksaan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). 

Penyidikan perkara tindak pidana korupai berawal ketik:a 

seorang penyidik menerima suatu Iaporan atau pengaduan dari 

seseorang atau sekelompok masyarakat baik seeara tertulis 

maupun tidak tertulis mengenai dugaan telah teJjadinya tindak 

pidana korupsi. Selanjutnya laporan tersebut ditelaah dan 

sebelum melakukan peoyidikan, terlebih dahulu dibentuk tim 

untuk melakukan penyelidikan rerbadap kebenaran 

laporan/pengaduan tersebut Kalan dari hasil penyelidikan 

terdapat cukup bukli telah teJjadinya tindak pidana kornpsi, 

penyetidik rnembuat berita acara penyelidikan sebingga 

nautinya dapat dijadikan dasar penyidik melakukan penyidikan 

guna menentukan tersangka yang akan bertmggung jawab 

terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Selanjutnya, 

Kepala Kepolisian Resort setempat mengeluarkan Surat 

Perintah Penyidikan dan atas dasar perintah tersebul penyidik 

melakukan penyidikan (pasal 109 ayat (!) KUHAP). 

Kemudian penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum 

tentang telah dilukukan penyidikan melalui Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang biasa disingkat 

dengan istilah "SPDP". 

Pada tahap penyidikan ini, penyidik mulai beketja kerns 

menceri dan mengumpulkan ala! bukti yang dengan a!at bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang tetiadi dan 

guna menemukan tersangkanya (Pasal l angka 2 KUHAP). 

Pada tahap ini penyidik mulai melakukan serangkaian tindakan 

berupa: pomeriksaan terhadap saksi-sal:si yang ada 

hubunganuya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh tersangka, menceri dan mengumpulkan ala! bukti serta 
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menyita barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan 

kejahatan dan barang basil kejahatan untuk dijadikan sebagai 

barang buktl, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan 

rnelakukan tindakan terbadap tersangka apakah akan dilakukan 

penahanan atau tidak. 

Tahapan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan 

perneriksaan terbadap para saksi dan tersangka terlebih dahulu 

dilakukan melalui sura! panggilan yang sah, ditandatangani 

oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan 

pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu 

seeara wajar antara diterimanya panggilan dan bari 

pemeriksaan. Orang yang dipang,oil untuk didengar 

ke!erangannya sebagai saksi atau tersangka wajib datang 

kecuali undang-undang membebaskan memberi keterangan 

sebagai saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang

Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001, yaitu: 

a Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau 

ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri 

atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. 

b. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) dapat diperiksa sebagai saksi 

apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas 

oleh terdakwa. 

c. Tanpa persetujnan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa 

disumpah 

Adapun tata cam pemeriksaM keterangan seorang saksi 

yang dilakukan oleb penyidik dalam praktik perkara tindek 

pidana korupsi lazim melakukan prosedural bariknt ini : 
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a, Saksi diiarang menyebut nama/alamat atau hal lain yang 

memberikan kemungkinan dapat diketahuinya pelapor 

(Pasai 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang

Undang No. 20 Tahun 2001). 

b. Saksi tidak disumpah, kecuali jika dengan alasnn yang 

cukup tidak dapat bedir dalam persidangnn-persidangan 

(Pasal 116 ayat (1) KUHAP). 

c. Saksi diperiksa sceara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan 

satu dengan lainnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP). 

d. Pemeriksaan tanpa teksnan dari siapapun dan atau dalam 

bentuk apapun, tetapi wajib memberikan keterangan yang 

sebenarnya (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). 

e. Ketenmgan saksi dicatat dalam Berita Acara yang 

ditandatangani oleh Penyidik dan saksi seteiah menyetujui 

isinya. Jika saksi tidak mau membubuhi tanda tangannya, 

Penyidik mencatat dalam betita acara dengan menyebut 

alasannya (Pasalll8 KUHAP). 

f. Apabila saksi berada di !oar daerah hukum penyidik, 

pemeriksaannya dapat dibebnakan kepada penyidik di 

tempat kediamannya (Pasal 119 KUHAP). 

g. Pemeriksaan saksi yang berstatus sebagai pejabat negara 

tertentu misalnya Gubemur, anggota badan legislatif, 

hakim, dan lnin·Iain harus t:erlebih dahulu meminta izin 

kepada atasannya. 

Sedangkan tata cara pemeriksaan tersangke adalah 

sebegai berikut : 

a. Adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan 

tersangka tentang baknya mendapat bantuan hukum dan 

kewajiban didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk 

apablla tersangka disangka dengan aneaman pidana lima 
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tahun atau lebih dan tidak mempunyai Penasehat Hukum 

sendiri (Pasal 114 KUHAP}. 

b. Untuk kepentingan penyidikon, tersangka wajib memberi 

keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda 

istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau 

korporasi dan atau diduga mempunyai hubungan dengan 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 

28 Undang-Uodang No. 31 Tahun 1999 jo Uodang-Undang 

No. 20 Tahun 200 I). 

e. Tersangka didengar keterangan tanpa tekanan dari siapspun 

dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (I) 

KUHAP). 

d. Sesudah ditanyakan kepada tersangka, temyata 

menghendaki didengar ketarangan saksi yang meringankan 

(a de charge), kawajiban penyidik memanggil dan 

memerikaa saksi tersebut (Pasall16 ayat (3} KUHAP). 

e. Keterangan tersangka tersebut dicatat penyidik dalam 

berita acara pemeriksaan dan apabila telah disetujui, Berita 

Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleb penyidik 

dan tersangka (Pasal ll7 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) 

KUHAP. Bila tersaogka tldak mau membubuhi tanda 

taugan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan 

menyebutkan alasannya (Pasa1118 ayat (2) KUHAP). 

f. Pemeriksaan terhadap tersangka )'"dllg berdiam atau 

bertempat tinggal di Juar daerah hukum penyidik yang 

melakukan penyidikan dapat dibebaukan kepada penyidik 

di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut 

(Pasal 119 KUHAP). 

Unfversitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



102 

Setelah para saksi maupun tersangka diperiksa, tahap 

selanjutnya adelah penyidik melakukan tindakan-tindakan 

antara lrun: 

a. Apabila diperlukan penyidik dapat mengeluarkan surat 

perintah penangkapan yang diikuti dengan mengeluarkan 

surat perintah penahanan, bahwa penangkapan dan 

penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 21 

KUHAP. Mengenai jangka waktu penahanan dilakukan 

penyidik paling lama 20 (dua pulub) hari dan apabila 

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum 

selesai dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling 

lama 40 (empat pulub) hari (Pasal 24 ayat (1), (2) 

KUHAP). 

b. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surnt 

dan kiriman melaiui pos, telekomunik:asi atau alat lainnya 

yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara 

tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalarn Pasal 

30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001. Pada pokoknya, ketentuan ini 

dimaksudkan memberi kewenangan kepada penyidik dalam 

rangka mempercepat proses pcnyidikan yang pada 

dasamya di dalam KUHAP ditentukan untnk membuka, 

memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin 

terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. 

c. Penyidik berwenang untuk meminta keterangan kepada 

bauk tentang keadaan keuangan tersangka. Pennintaan ini 

harus melalui prosedural peraturan pcrundang-undangan 

yang berlakn dan Gubemur Bauk Indonesia berkewajiban 

untuk memenuhi pennintaan tersebut dalam waktu 

selambat-lambetnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
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dokumen perrnintaan diterima secara Jengkap. Apabila 

penyidik menduga rekeniag simpanan milik ters!Ulgka 

diduga hasi korupsi, dapat meminta bank untuk melakukan 

pemblokiran. Begitu pun sebaliknya, apabila tersangka 

tidak diperoleh bukri yang cukup melakukan tindak pidana 

korupsi, penyidik dapat meminta bank mencabut 

pembloldran. 

Tindakan lain yang tak kalah panting dalam proses 

penyidikan adalah tindakan penyitaan. Penyitaan sesuai 

ketentuan Pasal I angka 16 KUHAP adalah serangkaian 

tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyirnpan 

di oownh penguasaannya benda bergetak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuk:tian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari definisi 

tersebut dapat dishnpulkan bahwa tujuan dari penyitaan adalah 

untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai 

barang bukti di muka sidang peradilan. 

Pelaksanaan ketentuan penyitaan menurut KUHAP 

digantungkan pada 2 (dua) keadaan, yaittr keadaan biaslliumum 

dan keadaan sangat pealu/mendesak. Pada keadaan biaslliumum 

sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus terlebih dahulu 

meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 

38 ayat (1) KUHAP). Pada umumnya terjadi untuk penyitaan 

benda-benda yang tidak dapat bergerak, misalnya rumah, 

gedung, tanah. Dalam permintaan tersebut, penyidik mernberi 

penjelasan dan alasan-alasan pentinguya dilakukan penyitaan, 

dan penyitaan tidak dapat dilakukan sebelum keluar sural: izin 

penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan pada 

keadaan sangat perlu/mendesak, adalah bilamana penyidik 

harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan 
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surat i?jn terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan 

penyitaan tanpa menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat (Pa.sal 38 ayat (2) KUHAP). Namun, penyitaan 

tersebut hanya terhadap benda-benda bergerak, dan dalam 

wak1u sesegera mungkin penyidik wajib melaporkan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh 

persetujuan penyitaan atas henda-benda tersebut. Tentang 

pengertian apa yang dimaksud dengan "dalam looadaan yang 

san gat perlu dan mendesaK' M, Y ahya Harahap 115
, 

betpendapat bahwa penjelasan pa.sal 34 ayat (1) dapat 

dipergunakan sebagai definisinya, yaltu : bilamana di tempat 

yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau 

terdakwa yang patut dikhawati:rkan segera melarikan diri atau 

mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita 

dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan 

sedangkan sura! izin dari k.etua pengadilan negeri tidak 

mungkin diperoleh dengan earn yang layak dan dalam waktu 

yang singk.et. Keberndaan Pasal38 ayat (2) KUHAP ini adalah 

untuk memberi "kelonggaran" kepada penyidik untuk 

bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperluk.en, karena 

seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan rnenempuh 

prosedur penyitaan seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) 

KUHAP, kemungkinan besar penyidik mengalami hambatan 

dalam pencarian dan penemuan bukti tindak pidana. 

Penyidik.en dalam perkara korupsi hams didahulukan dari 

perk.era lain guna penyela.salan secepatnya (Pasal 25 Undang

Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 

121M. Yabya Harnhap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan 
dan Pemmtutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 265. 
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2001 ). Oleh karena penyidikan untuk perkara korupsi hams 

diprioritaskan dari penyidikan tindak pidana umum lainnya. 

Selanjutnya setelah serangkaian tindakan penyidikan 

telah dilakukan oleh penyidik maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 121 KUHAP penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya 

membuat berita aeara yang diberi tanggal dan memuat tindak 

pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, \empat dan 

keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat 

tinggal tersangka/saksi, keterangan mereka, catatan mengenai 

akta dan alan benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu. 

Pada berita acara terJampir puJa berita acara keterangan 

tersangka, berita aeara penangkapanlpenahanan, dan 

sebagainya. Kemudian, dibuat resume~ diberi sampul dan 

sete1ah dijilid, berkas tindak pidana korupsi kemudian 

diserahkan kepada Penuntut Umum. 

Seperti yang berlaku pada penyidikan tindak pidana 

umum, penyidik tindak pidann korupsi berdasarkan ketentuan 

undang-undang juga mempunyai kewenangan untuk 

menghentikan penyidikan, yakni penyidik berwenang 

bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal 

ini ditegaskan o!eh Pasal l 09 ayat (2) KUHAP yang membari 

wewemmg kepada Penyidik untuk menghentikan penyidikan 

yang sedang beijalan. Alasan penghentian panyidikan yang 

disebut oleh Pasal109 ayat (2) KUHAP antara lain: 

fL Apabila penyidik tidak mernperoleh cukup bukti untuk 

menuntut tersangka alan bukti yang dipero!eb penyidik 

tidak memadai Wltuk membuktikan kesalahan tersangka 

jika diajukan ke depan sidang pengadilan. 
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b. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik 

berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka 

bukan merupakan perbuatan pidar,a. 

c. Apabila penghentian penyidikan dilakukan demi hukum. 

Pengbentian alas dasar alasan demi hukum pada pokoknya 

sesuai dengan atasan-alasan hapusnya hak menuntut dan 

hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalarn Bab 

VIII KUHP sebagaimana dinnnuskan dalarn keteutuan 

Pasal 76, 77 dan 78, yaitu: seseorang tidak dapat lagi 

dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang 

sarna (asas ne bis in idem), apabila tersangkn meniuggal 

dunia, dan apabila perkara telah kadaluwarsa. 

M. Yahya Harahap126 berpendapat bahwa barangkali 

rasio atau alasan pemberian wewenang untuk menghentikan 

penyidikan kepada penyidik, antara lain : 

a. Untuk menegakan prinsip peradilan yang cepa~ lepat dan 

biaya ringan dan sekaligus untuk tegalmya kepastian 

hukum dalarn kehidupan masyarakat. 

b. Supaya penyidik terhindar dari kemu.ogkinan tuntutan ganti 

kerugian, sebab kaJau perkaranya diteruskan, tapi temyata 

tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun 

menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada 

tersangkalrerdakwa untuk mcnuntut ganti kerugian 

berdasarkan Pasal 95 KUHAP. 

4.1.1.2. Penyidiknn oleh Kejaksaan 

u6 lbid., hal. 147. 

Seperti diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Kejaksaan 

JUga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan 
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perkara korupsi, dan sampai saat ini kejaksaan dinilai sebagai 

satu-satunya institusi yang paling lama menjalankan 

kewenangan penyidikan perkara korupsi. 

Dalam tataran teoritis dan praktik, dasar bagi Kejaksaan 

untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi, antara 

lain: Pasal 26, 27 dan 39 Undang-Undang No. 31 Tabun 1999 

jo Undang-Undang No. 20 Tabun 2001; Pasal 284 ayat (2) 

Undang-Undang No. 8 Tabun 1981; Pasal 30 ayat (I) huruf d 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004; Pasal 17 PP No. 27 

Tabun 1983; Pasal 44 Keppres No. 31 Tabun 1983, Keppres 

No. 228 Tabun 1967, Inpres No. 15 Tabun 1983 dan Keppres 

No. II Tabun 2005; Putusan Mahkamab Agung RI No. 

1604/K!Pid/1990 tanggal!O Nopember 1994 dan Fatwa KMA 

No. KMA/1 02/lii/2005 tanggal 9 Maret 2005. 

Dalam mcnjalankan fungsinya sebagai penyidik: dalam 

perkara korupsi, Kejaksaan mengacu pada ketentuan 

penyidikan yang diatur dalarn Undang-Undang No. 8 Tabun 

1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tabun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO 

Undang-Undang No. 20 Tabun 2001 tentang Perubahannya. 

Selanjutnya, berdasarkan penelitian penulis akan 

diwaikan mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

Kejaksaan dalam menangani suatu perkara korupsi sejak tahap 

penerimaan laporan mengenai telah terjadinya suatu tindak 

pidana korupsi sampai selesainya tahap penyidikan dengan 

ditandai penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum 

untuk dilakukan penuntutan. 

Pada dasarnya prosedur penyidikan yang dilakukan oleh 

kejaksaan tidak berbeda jauh dengan prosedur penyidikan yang 

dilakukan oleh kepolisian, hal ini dilatarbelakang oleh 
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kesamaan pedoman dalam menerapkan hulrum acara pidana 

dalam proses penyidikan yaitu sama-sama berpedoman pada 

hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. 

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan berawal 

ketika Kejaksaan menerima lapcran dari seseorang atau 

kelompck masyarakat mengenai telah teljadinya tindak pidana 

korupsi baik dalarn bentuk lisan maupun tertulis. Selanjutnya 

Pimpinan K~aksaan mengeliminJr lapnran rersebu~ apakah 

laporan itu bersifat informasi atau sudah merupakan lapuran 

terjadinya tindak pidana. Jika lapnran tersebut masih berbentuk 

informasi maka penanganannya diserahkan kepada seksi 

Intelijen dan jika lapuran rersebut sndah merupskan laporan 

terjadinya tindak pidana maka penanganannya diserahkan 

kepada seksi Tindak Pidana Khusus. 

Dalarn praktik, biasanya lapuran dari masyarakat 

berbentuk informasi saja sebingga penanganannya diserahkan 

kepada seklli Intelijen. Selar;jutnya seklli Intelijen mulai bekerja 

untuk mengwnpulkan infonnasi untuk mencarl kebenaran atas 

infonnasi tentang telah te.rjadinya tindak pidana korupsi 

tmebu~ jika informasi tersebut dinilai mengandung 

kebenaran., basil terSebut akan dipaparkan (pra ekllpose) kepada 

pimpinan dan rekan-rekan Jaksa untuk dimintai pendapatnya 

tentang apakah dalam infonnasilbukti-bukti awal terSebut Ielah 

mengiodikasikan terjadinya perbuatan korupsi. Jika dari hasil 

paparan dapat ditemukan perbuatan yang dapat dikategorikan 

sebagai perlmatan korupsi maka Pimpinan Kejaksaan setempat 

mengeluarkan Surat Perintah Penyelldikan dengan purintah 

kepada Jaksa Penyelidik untuk melaksanakan penyelidikan. 
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Dengan berdasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan 

tersebu~ lremudian Jaksa Penyelidik yang biasanya dalam 

bentuk tim mulai melakukan serangkaian tindaksn 

penyelidikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal4, Pasal 5, 

dan Pasal 102 sld Pasal 105 KUHAP. Apabila penyelidikan 

Ielah selesai, tim Jaksa Penyelidik kemudian melaporkan basil 

penyelidikan tersebut kepada Pimpinan Kejaksaan dengan 

memberikan kesimpulanlpendapat/sarnn terbadap basil 

penyelidikan tersebut, dan lagi-lagi basil penyelidikan tersebut 

barus dipaperkan kembali di badapan Pimpinan dan rekan

rekan Jaksa lainnya. 

Selanjutnya, apabila dari basil penyelidikan tersebut 

terdapat cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan, 

Pimpinan Kejaksaan kemudian mengeluarkan Surat Perintah 

Penyidikan yang pada pokokny-d memerintahkan Jaksa 

Penyidik melakukan Penyidikan atas basil Penyelidikan 

tersebut. Terbitnya Surat Perintah Penyidikan, menandai 

dimulainya serangkaian tindalren penyidikan yang dilakukan 

oleh Jaksa Penyidik, biasanya juga berbentuk tim yang dinamai 

tim Jaksa Penyelidik. 

Sebagaimana penyidikan korupsi yang dilakukan oleh 

kepolisian, kejaksaan juga melakukan serangkaian tindakan 

penyidikan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh 

kepolisian. Pada tahap penyidikan ini, penyidik Kejaksaan 

mulai bekerja keras mencari dan mengumpulkan alat bukti 

yang dengan alat bukti itu mcrnbuat terang tentang tindak 

pidana korupsi yang te!jadi dan gana menemaksn tersangkanya 

(Pasal l angka 2 KUHAP). Pada tahap ini penyidik Kejaksaan 

mulai melakukan serangkaian tindaksn berupa: pemanggilan 

dan perneriksaan para saiksi dan tersangka, melakukan tindalren 
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penggeledahan dan penyitaan sw:at-surat, barta benda dan 

melakuklw tindakan lain seperti meminta izin penggeledahan/ 

penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri sctempat, meminta 

izin kepada Gubemur Bank Indonesia untuk membuka dan 

memblokir rekening rersangka, meminta izin atas pemeriksaan 

pejabat negara kepada atasannya dan serangkaian rindakan lain 

seperti penangkapan dan penahanan temadap tersangka. 

Apabila tahap penyidiltan telah selesai dilakukan, basil 

panyidikan dikumpulkan/dijadikan satu dan dibentuk dalam 

bentuk berkas perkara_ Selanjutnya berkas perkara terscbut 

dilaporkan kepada pimpioan Kejaksaao sesuai hierarki guna 

diteliti lebih lanjut serta dibuat juga Rencana Dakwaan 

(Reuduk). Pada tahap ini kembali dilakukan pemaparan oleh 

Tim Jaksa Penyidik di bedapan pimpinan Kejaksaao dan 

jajarannya serta rekan-rekan Jaksa. Apabila dari basil 

pemaparan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan 

bukti-bukti yang dikutnpulkao pada tnhap penyidikan tidak 

terdapat eukup bukti atau peristiwa tersebut temyata bukan 

merupakan perbuatau rindak pidana atau ditutup demi hukutn 

maka akan dikeluarkan Surat Penetapan Penghentian 

Penyidikan a tau lazim disebut SP3, dan apabila dari pemaparan 

basil penyidiltan perkara tersebut disimpulkan dapat diteruskan 

ke tahap pemmtutau, maka dibuat Berita Acara Pendapat atau 

Resume dan Rencana Dakwaan disempumakan menjadi Surat 

Dakwaao. 

Pada tabap ini penyidikan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh penyidik kejaksaan dapat dianggap telah 

selesai, karena proses selanjutnya adalah penyerahan berkas 

perkara kepada Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk 

melakukan penuntutan perkara korupsi tersebut, dan proses ini 
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menandai dimulainya tahap penuntutan yang dilakukan oleh 

Penuntut Umum_ 

4.1.1.3. Penyidikan oleh Komisi Pemberanlasan Korupsi 

Bahwa saat ini dengan keberadaan Komisi 

Pemberantasan Korupsi, maka penyidikan perkar• korupsi 

tidak Jagi menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, 

karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang

Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi 

juga diberi kewenangan untuk melakakan penyidikan perkara 

korupsi. 

Penyidik Komisi Pemberantasan Kompsi dalam 

melakukan penyidikan tindak pidaoa korupsi berpedoman pada 

ketentuan penyidikan yang diatur di dalam KUHAP, Undang

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

PidanaKorupsijo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahannya dan· Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pernberantasan Kornpsi. 

Menurut keteotuan Pasal 12 Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Kornpsi, 

kewenangan penyidik Kornisl Pembernntasan Korupsi dalam 

melakukan penyidika.n, meliputi: melah:ukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan; memerintahkan kepada instansi yang 

terkeit untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri; 

m.eminta keternngan bank atau lembaga keuangan lainnya 

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang 

sedang diperiksa; memerintahkan kepeda bank atau lembaga 

keuangan lainnya untuk mernblokir rekening yang diduga basil 

dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pibek lain yang 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



112 

terkait; memerinta.hkan kepada pimpinan atau atasan tersangka 

untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 

meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 

terdakwa kepada instansi yang terkait; menghentikan 

sementara suatu transaksi keuangan., transaksi perdagangan, 

dan perjanjian lainnya mau pencabutan sementara perizi!lliil, 

lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 

tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal 

yang cukup ada hubungannya deugan tindak pidana korupsi 

yang sedang diperikaa; meminta hanluan Interpol Indonesia 

atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukw 

pencarian, penangkapan dan penyitaan berang bukti di luar 

negeri dan meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang 

terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tlndak pidana 

korupsi yang sedang ditangani. 

Selain itu kewenangan penyidikan yang meliputi tindakan 

penangkapan. penahanan, penggeladahan, penyitaan dan 

pemeriksaan surat, Penyidik Komisi Pemberantasam Korupsi 

masih berpedoman pada KUHAP (lihat Pasal 38 ayat (I) 

Undang-Uodang No. 30 Tahun 2002). 

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komjsi 

Pemberantusan Korupsi dimulai ketika diterimanya laporan 

atau pengoduan dari seseorang atau kelompok masyarakat baik 

seoara turtulis maupun tidak tertulis mengenai dugaan telah 

tetjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya laporan tersebut 

ditelaah dan sebelwn melakukan penyidikan, terlebih dahulu 

pimpinan membentuk tim dengan mengeJuark:an Surat Perintah 

Penyclidikan untuk melakukan penyelidikan terbadap 

kebenaran laporan/pengaduan tersebut. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal44 ayat (1) Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2002 tenlang Komisi Pemberantasan Korupsi 

bahwa jiks Penyelidik dalam melakukan penyelidikan 

menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan 

tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujub) 

hllri kelja terbitung sejak tanggal ditemukan bukti pemmlaan 

yang cukup tersebu~ Penyelidik melaporkan kepada Pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya pada ayat (2) 

diterangkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap Ielah 

ada apahila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 ( dua) alat 

bukti> termasuk dan tidak terhatas pada infonnasi atau data 

yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara 

biasa maupun elektronik atau optik, dan selanjutnya 

berdasarkm umian pada ayat (3) bahwa dalam hal penyelidik 

melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang 

cnkop sebegaimana dimaksud pada ayat (I), penyelidik 

melaporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya Pimpinan 

mengambil tindakan untuk menghentikan penyelidikan. 

Tahap Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi 

merupakan tahap yang paling menentukan dikru"enakan sesuai 

dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bahwa 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak: berwenang 

mengeluarkan Sural Perintah Penghentian Penyidikan dan 

Pennntutan sehingga jika dipandang suatu perbualan bukan 

merupakan suatu tindak pidana atau ala! bukti yang 

dikumpulkan tidak cnkop maks pada tahap penyelidikan 

perkara tersebnt sudah dibentikan. Oleh karena itu tim 

penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 

kewenangan yang ada padanya sudah melakukan serangkaian 

tindukan melebihi kewemmgan yang dimiliki oleh seorang 
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penyelidik (menurut KUHAP), yang bertujuan untuk 

memperoleh alat bukti sebanyak-banyaknya dan selengkap

lengkapnya sehlngga sualu perkara dianggap layak untuk 

ditingkatkan pemeriksaannya sampai ke tahap penyidikan dan 

penuntutan. 

Karakteristik kuat dari penyelidikan yang dilakukan oleh 

Komisi Pembemntasan Korupsi adalah tim penyelidik 

diperkuat olell kehadimn auditor BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) yang menjabat sebagai penyelidik, oleh karenanya 

pada tahap penyelidikan sudall dapat ditentukan ada atau 

tidaknya kerugian negara. Selain itu kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan dan 

merekam pembicarnan sudah dapat dilakukan pada tahap 

penyelidikan (Pasal 12 ayat (1) hwuf a), berbeda dengan 

kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan 

penyarlapen dan merekam pembicaraan yang barn dapat 

dilakukan pada tahap penyidikan (Penjelasan Pasal 26 Undang

Undang No. 31 Tahun 1999). 

Corak kuat lainnya pada penyelidikan dan penyidikan 

yang dilakukan oleh Komisi Pernbef!llltasan Korupsi arlalah 

Pennntut Urnum sudah dilibatkan pada proses penyelidikan dan 

penyidikan dan kedua proses tersebut dilakukan secara 

komprehensif. Oleh karenanya rnasing-masing tim dapat 

mengetahui perkembangan dari suatu perkara sebingga 

kelemahan dan kakumngan yang ada pada tahap penyelidikan 

rnaupnn penyidikan dapat langsung ditemakan dan dilengkapi 

oleh anggota tim lainnya 

Penentuan nntuk dibrnjutkan atau tidaknya suatu perkare 

ke tahap pen)idikan dilakukan dengan matang dan penuh 

kehati-hatian. Suatu perkara yang sudah ditingkatkan ke tahap 
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penyidikan malca harus dilanjutkan sampai ke tahap penuntutan 

dan disidangkan ke pengadilan, tidak ada kata untuk 

penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. 

Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga menerapkan 

kebijakan yang sangat keras, karena semua tersangka korupsi 

pasti akan dilakukan penahanan tanpa terkecuali Qangka waktn 

penahanan sesuai dengan ketentuan jangka waktu penahanan 

yang diatur di dalam KUHAP) dan atas penahanan tersebut 

tidak dapat dimintakan penangguban penahanan. Sehingga 

personil pada Komisi Pemberantasan Korupsi harus bekeija 

sangat keras untuk menghindari kemungk.inan tezjadinya 

gugatan dari pihak keluarga tersangka misalnya akibat salah 

tangkap. 

Setelah penyelidikan selesai, tabap selanjutnya adalah 

tahap penyidikan, pacta tahap ini penyidik juga harus 

memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang telah 

dimulainya penyidikan suatu perkar~ selanjutnya Pimpinan 

akan rnenunjuk Jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan 

Korupsi untuk. rnelakukan penuntutan atas perkara tersebut. 

Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi menjadi lebih mudah dikarenakan serangkaian proses 

penyidikan sudah dilakukan pacta tahap penyelidikan, 

terkecuali penyitaan yang baru dapat dilakukan pacta tahap 

penyidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi adalah penyitaan yang dilakukan tidak 

memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 4 7 ayat 

(I) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

Keistimewaan lain pada tahap ini adalah penyidik dapat 

langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau 
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tersangka p<;jabat negara tanpa menunggu izin dari atasannya 

(Pasal46 ayat (I) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penjelasan pasalnya yaitu 

"bahwa kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejahat 

negara tertentu untuk dapat dilakukan pemerikaaan yang diatur 

dalam peraturan perundaag-undangan lain, tidak berlaku 

berdasarkan undang-undang ini". 

Oleh karena pada tahap penyelidikaa dan penyidikan, 

penuntut umnm sudah dilibatkan dan 1angsung aktif 

memberikan petunjuk-petunjuk maka sudah tcrben\uk satu 

pemahaman yang sama mengenai perbuatan yang disangkakan 

dan ke<:ukupanlkelayakan alat bukti yang dikumpulkan. 

Sehingga pada tahap pra penuntutan tidak teJjadi bo1ak-balik 

berkas perkara sebagaimana yang sering teJjadi pada tahap pra 

penuntutan perkara yang penyidikannya dilaknkan oleh 

kepolisian. 

4-1.2. Perbandingan Penuntutan yang Di1akukan oleh Kcjaksaan dan 

Kumisi Pemberantasan Korupsi 

4.1.2.1- Penuntutan oleb Kejaksaan 

Pcnuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk 

melimpahl.an perkara pidana ke Pengsdilan Negeri yang 

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

KlniAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 

Hakim di sidang pengadilan (Pasai 1 angka 7 KUHAP). 

Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa 

yang diberi wewenang oleh KOHAP untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasai I angka 

6 KUHAP), sedangkan Jaksa itu sendiri adalah pejabat yang 
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diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai 

Pennntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tctap. 

Sebelum kehadiran Komisi Pembernntasan Korupsi 

(KPK), Kejaksaan merupakan satu-satunya lemhaga yang 

berwenang melakukan penuntutan atas semua perkara baik 

perkara yang tennasuk dalam katcgori tindak pidana umum 

maupun tindak pidana kbusus. Namun setelah kehadinm 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan tidak 1agi 

menjadi satu..satunya 1embaga yang melakuk:an penuntutan 

dalam perkara tindak pidana korupsi, karena peran tersebut 

sudah dibagi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan tugas penuntutan 

dalam perkara korupsi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan 

Undang-Undang No. 16 Tehun 2004 tentang Kejaksaan Rl. 

Dalam menjalankan fungsi penuntutan perkara tindak 

pidana korupsi, Kejaksaan berpedoman pada ketentuan yang 

mengatur mengenai hukum a<:ara tahap penuntutan 

sehagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 13 

s/d 15, dan Pasal 137 sld 144 KUHAP dan ketentuan 

penuntutan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi jo 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubehannya. 

Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum melakukan 

penuntutan alas pelimpahan perkara baik yang berasal dari 

Kepolisian maupun Kejaksaan sendiri. Pelimpahan perkara dari 

kepolisian pada umumnya adalah pelimpahan untuk perkara-
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perkara tindak pidana umum dan ada beberapa pelimpahan 

perkara-perkara kbusus seperti perkara korupsi, sedangkan 

pelimpahan perkara dari Kejaksaan sendiri peda umumnya 

adalah perkara-perkara korupsi, selaln perkara mengenai Hak

Hak Asasi Manusia yang juga menjadi kewenangan Kejaksaan 

untuk melaknkan penyidikannya (Lihat Penjelasan Pasal 30 

ayat (!) hurnf d Undang-Undang No. 16 Tahllll 2004 tentang 

Kejaksaan Rl). 

Sebelum melakukan pemrntutan, Kejaksaan melakukan 

tuhapan yang biasanya dikenal dengan isti!ah Pra Pen!llltutan. 

Definisi Pra Penuntutan menurut Penjelasan Pasal 30 ayat (1) 

hurnf a adalah: "tindakan jaksa untuk memantau 

perkembangan penyidikan setelab menerima pemberitahuan 

dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajeri atau 

meneliti kelengkapan berkas perkara basil penyidikan yang 

diterima dari penyidik serta memberikan petunjnk gana 

dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah 

harkas perkara ternebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap 

penuntutan." 

Seperti harlaku peda perkara tindak pidana umurn 

lalnnya, tahap Pra Penuntutan untuk perkara korupsi dimulai 

ketika penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimu!ainya 

Penyidikan (SPDP} kapada Kejaksaan. Selanjutnya Pimpinan 

Kejaksaan setempat menerbitkan Surat Perintah Penllf1iukan 

Jaksa Peneliti untuk melakukan Penelitian dan Penyelesaian 

Perkara (lebih dikenal dengan isti1ah P-16). Sura! perintah 

tersebut berisikan pen!llljukanlpenetapan seorang Jaksa untuk 

mengikuti perkembangan penyidikan yang dilaknkan oleh 

penyidik perkara korupsi haik yang sedang disidik oleh 
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Kepolisian maupun Kejaksaan, melakukan penelitian basil 

penyidikan dan melakukan penelitian SP-3 dari penyidikan. 

Seorang Penuntut Umum yang melakukan tugas pra 

penuntutan mempunyai kewajiban untuk secara aktif membina 

koordinasi dan kerja sama positif dengan penyidik melalui 

forum konsultasi penyidik dan penuntut umum. Forum tersebut 

digunakan secara optimal untuk membetikan bimbingao dan 

araban kepada penyidik dengao maksud agar kegiatan 

penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang 

diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan menghindari 

terjadinya pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dari 

Penuntut Umum kepada Penyidik. 

Berdasarkan ketentuan Pasal S ayat (2), ayat (3) butir a 

dan h jo Pasal 110 ayat (I) KUHAP. Penyaraban berkas 

perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, dilakuka:n 

dengancam: 

a Pada tahap pertama, penyidik banya menyerahkan berl<as 

perkara. 

b. Pada tahap kedua, setelah penyidikao sudah dianggap 

selesai dengan ditandai oleh dinyatakannya lengkap berkas 

perl<ara oleh Penuntut Umum (P-21), Penyidik 

menyerahkan tanggung jawab alas tersangl<a dan berang 

bukti kepada Penuntut Umum. 

Penerimaan berkas perl<ara tahap pertama berdasarkan 

kerentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 110 ayat (!) dan Pasal 138 

KUHAP. Seorang Jaksa Peneliti (Jaksa yang telah ditunjuk 

melalui P-16) mempunyai kewajiban untuk segera melakukan 

penelitian terhadap berkas perkara yang telah diterimanya dari 

pihak penyidik. Penelitiao berkas perkara tahap pertama 

difolmskan kepada: 
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a. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan fonnalitas/persyaratan, tata cara 

penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintab, 

Berita Acara, lzin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di 

sarnping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, 

perlu diteliti pula segi kualitas kclengkapan tcrsebu~ yaitu 

keabsahaunya scsual ketentuan undang-undaug. 

b. Kelengkapan materiel, yakni kelengkapan infbrmasi, data, 

fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan 

pembuktian. Kriteria yang dapat dipergunakan sebagai 

tolok ukur kelengkapan materiel antara lain: 

l. apa yang terjadi (tindak pidana beserta knalifikasi dan 

pasa1 yang dilanggar) ? 

2. siapa pelaku, siape-siapa yang melilllit, mendengar dan 

mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksilahli)? 

3. bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi)? 

4. dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti) ? 

5. bilarnana perbuatan dilakukan (tempus delicti)? 

6. akibat apa yang akan ditimbulkaunya (ditinjau secara 

victimologis)? 

Kemudian, dalam instruksi Jaksa Agung RI No. INS-

006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995, kelengkapan materiel 

in1 diformulasikan dengan : 

l. Adanya falcta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

sebagalmana dirumuskan dalarn pasal pidana yang 

bersangkutan. 

2. Adanya falcta kesalahan tetsangka balk kesengajaan 

maupun kealpaan. 

3. Adanya alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus 

memenuhi minimum pembuktian (alai bukti) yang sah. 
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4. Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai 

keabsahan dan kekuatan ala! bukti. 

5. Hubungan timbal baliklkorelasi antara alat bukti 

deugan perbuatan dan kesalahan tersangka. 

6. Kejelasan tentang peran pelaku dalarn melakukan 

tindak pidana tersebut (mndus operandi). 

Setelah diteliti kelengkapan fonnil dan materiel, 

selanjutnya pada waktu kurang dari 7 (tujuh) hari Jaksa Peneliti 

sudah harus menyatakan sikap, dan memberitahuk:annya 

kepada penyidik (Pasal 138 ayat (I) KUHAP). Apabila dari 

basil telaah tersebut Jaksa Peueliti beranggapan bahwa basil 

penyidikan sudah dianggap lengkap maka Jaksa Peneliti akan 

memberitahukan penyidik melalui surat pemberitahuan bahwa 

berkas perkara sudah lengkap dan selanjutnya agar 

ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti 

yang biasanya dikena! dengan istilah P-21 (Pasal 8 ayat (3) sub 

bKUHAP). 

Akan tetapi, kalau hasil penyidikan tersebut temyata 

belum lengkap maka Jaksa Peneliti juga akan memberitabukan 

peuyidik rnelalui surat pemberitahuan bahwa basil penyidikan 

belum lengkap (P-18), yang selanjutnya diikuti dengan 

pengiriman kembali berkas perkara kepada penyidik dengan 

disertai petnnjuk dari Jaksa Peneliti yang lebih dikenal dengan 

istilah P-19. Pengiriman berkas perkara keparla penyidik untuk 

dilengkapi dilakukan dalarn waktn selarnbat-lambatnya 7 

(tujuh) hari setelah pengiriman P-18. Selanjutnya Penyidik 

sudah harus mengembalilran berkas perkara yang sudah 

dilengkapi sesuai dengan petnnjuk Jaksa dalarn waktu 14 

(empat bolas) bari sejak tangga! pengiriman kembali berkas 
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perkara kepada penyidik (Pasal 14 huruf b, Pasal 1!0 ayat 

(2},(3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). 

Selanjumya apabila berkas perkara sudah dinyatakan 

lengkap oleh Jaksa Peneliti, maka Jaksa mengirimkan surat 

pemberitabuan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan 

ditindaklanjuti dengan pengiriman tersangka dan barang bukti 

ke Kejaksaan. Pada tabap ini Pimpinan mengeluarkan Surat 

Periutab Penunjukan Jaksa Penuntut Umum unluk 

menyelesaikan Perkara Tindak Pidana (P-16). Selanjutnya 

setelah menerima dan memeriksa tersangka dan barang bukti, 

Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwsan dan 

dalam waktu karang dari 20 (dua puluh) beri sudah harus 

melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri. 

Penuntutan perkam korupsi yang penyidikannya 

dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan secara umum melewati 

tabapan yang sama dengan penuntutan perkara korupsi yang 

penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Hanya 

saja, dikarenakan proses penyidikan dan penuntutan di 

Kejaksaan dilakukan satu atap, maka birokrasinya menjadi 

lebih pendek dan penanganan perkara menjadi lebih cepat 

Lazinmya Penuntut Umum yang ditunjuk dalam 

menangani perkara kornpsi yang penyidikannya dilakukan oleh 

Kejaksaan adutab salah satu dari Tim Penyidik yang 

menangani perkara korupsi tersebut sejak awal, sehingga oleh 

karena Penuntut Umum. tersebut sudah mengawal proses 

penyidikan perkara tersebut sejak awal maka sudah dipastikan 

tidak ada bolak-balik berlcas perlcara dikarenakan berlcas 

perkara belum lengkap. 

Selain itu pada tabap akhir penyidikan, Penyidik juga 

sudah menyusun surnt rencana dakwaa.n,. sehingga ketika pada 
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saat tabap 11 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepacla 

Penuntut Umum), Penuntut Umum tinggal melengkapi surat 

reneana dakwaan yang diajukan oleh tim penyidik dan perkara 

rerseimt dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat 

dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat untuk disidangkan. 

Sebagalmana pada tahap penyidikan, pada tahap 

penuntutan, Penuntut Umum juga mempunyai wewenang 

untnk melakukan penghentian pennntutan sebagalmana diatur 

dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa 

Penuntut Umum '1dapat menghentikan penuntutan11 suatu 

perkara. 127 Dalam arti, basil pemeriksaan penyidikan tindak 

pidana yang disampeikan penyidik, tidak dilimpehkan Penuntut 

Umum ke sidang pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dapat 

dipergunukan sehagai alasan penghentian penuntutl!n, yaltu : 

a l'erkara yang bersangkatan tidak mempunyai pernbuktian 

yang cukup, sehingga jilca perkaranya diajukan ke sidang 

pengadilan, diduga kerns rerdakwa akan dibebaskan oleh 

hakim alas alasan kesalal>an yang didakwakan tidak 

terbnkti. 

b. Perbuatan yang dituduhkan kepada terdnkwa bukan 

rnerupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. 

c. Penghentian penuntutan alas dasar perkara ditutup demi 

hnkum. Alasan hukum yang menyebahkan suatu perkara 

ditutup demi hnkum, antara lain: karena tersangka! 

127Pengbentian pefi:am pada tahap penuntutan berbeda dcngan penyampingan atau 
pendeponiran perkarn walaupun steam. Wcmrkis sama-sama di bawah kcndali Jaksa Agung,. Hal ini 
dipertegas dala.m Penjelasan Pasal 77 KUHAP, "bahwa yang dimaksud dengan penghentian 
penunfutan tidalr: termosuk penyampingan perluJra rmtuk kepentingan umum yang menjadi wewenang 
Jaksa Agung". Selain itu perkara yang sudah dikesampingkan tid.ak dapat diajukan kembali ke 
persidangan, bat ini berbeda dengan penghentian peountutan, dimana apabila ditemukan bukti atau 
alasan barn yang meroungkinkan perkara yang sudah dibentikan perumtutannya untuk dilimpahkan ke 
sidang pengadillin maka pcrkara tersebut dapat dilanjutkan penuntutannya. 
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terdakwa meningga! dunia, alas alasan ne bis in idem, 

perkara telah kadaluwarsa. 

Selanjutnya, baik perkara korupsi yang penyidikannya 

dilakukan oleh kepolisian maupun perkam korupsi yang 

penyidikanoya dilakukan oleh kejaksa.an, oleh Penuntut Umum 

Kejaksaan sama-sama dilimpahkun ke Pengadilan Negeri 

setempat dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 

balcim di pengadi!an negeri tersebut. 

4.12.2. Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

Bahwa Penuntut Umum yang saat ini ada di tubuh 

Komisi Pemherantasan Korupsi adalah Penuntut Umum yang 

direkrut dari Kejaksaan, sehingga keahlian dasar, penguasaan 

teknik penuntutan dan pengalaman penanganan perkara yang 

dimiliki oleh Penuutut Umwn pada Komisi Pemherantasan 

Korupsi setara dengan Peuuntut Umum yang ada di Kejaksaan. 

Bahwa definisi Penuntulan dan Pennntut Umum pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi masih berpednman pada Pasal 

I angka 7 dan Pasal I angka 6 KUHAP. 

Behwa prosedur penyidikan dan penuntul:an yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dikatakan 

mengadopsi prosedur penyjdikan dan penuntutan yang 

dilakukan oleh Kejaksaan yaitu dimana prosedur penyidikan 

dan penuntulan di!akukan dalam satu atap. 

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, 

setelah menerima berkas perkara dari penyidik, sebagaimana 

ketentuan Pasal 52 ayat (I) Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002, paling lambat 14 (empat belaB) hari kerja terhitung sejak 

tanggal diterimanya berkas perkara tersebut wajib melimpakan 
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berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

yang bertugas dan berwenang khusus memeriksa dan memutus 

tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53 Undang-Undang No. 

30 Tahun 2002). 

Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum pada Komisi 

Pembenmtasan Korupsi tidak berwenang menge1uarkan Sural 

Perintah Pengbentian Penuntutan (Pasal 40 Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2002). Kewerumgan untuk tidak mengeluarkan 

Sura! Perintah Pengbentian Penuntutan diberlakukan kepada 

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan KorupsL 

kewenangan ini sangat kontradiktif dengan Kejaksaan karena 

sampai saat ini Kejaksaan masih mempunyai kewenangan 

untuk melakukan penghentian penuntutan. 

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi~ 

Chandra M. Hamzah pada sebuah 1okakarya antikorupsi bagi 

wartawan menyebutkan hahwa dalarn kurun waktu tahun 2004 

··· 2008, Komisi Pemberaotasan Korupsi Ielah menangani 223 

kasus tindak pidana korupsi, 114 diantarnnya masih dalam 

proses penyidik.an. 128 

4.1.3. Titik Taut Hubungan Antara Penyidikan dan Penuntutan 

Dalam ketentuan KUHAP, aturan mengenai penyidikan diatur 

dalam pasal 102 srunpai dengan pasal 136 KUHAP sedangken aturao 

mengenai penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasa1 144 

KUHAP. Ketentuan rnengenai siapa yang berwenang melakukan 

penyidikan diatur dalam pasa1 6 ayat (I) KUHAP yaitu pejabat polisi 

IZ3 Chandra M, Hamzah, "KPK Sudah Tangani 223 Kasus"', Warta Kofa, (10 Juni2009): 19. 
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negara Republik Indonesia dan pejabat pegawal negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-uudang. 

Sementara itu kewenangan Kejaksaan untuk melakukan 

penyidikan dalam perkara korupsi dikarenakan aturan peralihan pasal 

284 ayat (2) KUHAP masih memberikan ruang kepada perkara-perkara 

khusus untuk menggunakan ketentuan~ketentuan beracara khusus yang 

diatur oleh masing-masing undang-undang khusus terkalt. Kenyataan, 

sampal saat ini pun undang-lllldang khusus terkalt (Undang-Undang No. 

31 Tahuu 1999 tenl:llng Pemberanlasan Korupsi dan Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2004 tenl:llng Kejaksaan Rl) masih tetap mernberikan 

ruang kepada Kejaksaan untuk turut melakukan penyidikan perkara

perkara kompsi. Dengan demikian sampal saat ini kedudukan Kejaksaan 

sebagai penyidik dalam perkara korupsi tetap diakui sah oleh undang

undang. 

Selanjutnya penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana 

korupsi tidak lagi menjadi domain Kepolisian dan Kejaksaan ketika 

terbit Undang-Undang No. 30 Tahnn 2002 yang mengamanatkan 

pembentukan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkau 

paso! 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mempenyai tugas untuk 

melakukan penyidikan terbadep perkara korupsi. 

Sementara itu kewenangan untuk melakukan penuntutan di 

dalarn ketentuan KUHAP diatur dalarn pasal 13 KUHAP, yang 

mengatut bahwa penuntut urnum adalah uJak:sa yang diberi wewenang 

oleb undang-nndang ini untuk melakukan penuntul:lln dan melaksanakan 

penetapan halcim". Sampal sebelum terbitnya Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan 

merupakan satu~satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penuntutan, namun ketika Undang-Undang No. 30 Tahnn 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Kompsi terbi~ keadaan berubah, 

karena Kejaksaan tidak lagi menjadi satu-satunya institusi yang 
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benvenang melakukan penuntutan. }Jenuntut Umum pada Komisi 

Pernherantasan Korupsi mernpunyai kewenangan yang sarna dengan 

Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk melalrukan penuntutan perkara 

korupsi di pengadilan. 

Dilihat dari sisi kewenangannya, maka titik taut hubungan antara 

penyidikan dan penuntutan perkltra tindak pidana korupsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketika penyidik mulai melakukan penyidikan perkara korupsi maka 

penyidik segera memberitabukan kepada penuntut umum (pasal 1 09 

ayat I KUHAP). Selanjutnya, bilamana meuurut pendapat penyidik 

perkara tidak cukup bukti atau lemyata bukan merupakun tindak 

pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik 

memheritabukan kepada tersangka atau keluarganya dan penuntut 

umum (pasall09 ayat 2 KUHAP). 

2. Ketika penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada 

penuntut umwn sehubungan dcngan kepentingan pemeriksaan belum 

selesai (pasal 24 ayat 2 KUHAP). 

3. Ketik:a penuntut umum mulai melaksanakan tugas pra penuntutan 

sehagaimana diatur datam pasal14 hurufb KUHAP, yaitu dalarn hal 

penuntut umum menerima herkas perkara penyidikan dari penyidik 

(pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) dan berpendapat bahwa basil 

penyidikannya dianggap helum lengkap dan helnm sempun>a, 

penuntut umum hams segera mengembalikannya kepada penyidik 

dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya, dan dalam hal ini 

penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai 

dengan petunjuk yang diberikun Penuntut Umum (pasalllO ayat (4) 

KUHAP). Selanjutnya hubungan tersebut barn dianggap selesai 

ketika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum 
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(P-21) dan penyidik menyerahkan rersangka dan barnng hukti 

kepada penuntut ummn, dan selanjutnya penuntut umum me1akukan 

tugas penuntutan dengan melimpahkan perkara tersebut ke 

pengadilan. 

Gambar 4.1. Titik Taut Hubungan Penyidikan dan Penuntutan 

Penyidikan 

Pengiriman SPDP 

Pennintrum Perpanjangan 

Penebanan 

Pengiriman Berkas Perkara 

Penyen!han Tersangka dan 

Barang Bukti 

Penuntutan 

PenunjukanJaksa (P-16) 

Harus ada persetujuan 

Jaksa 

Diteliti, untuk ditirulak-

1anjuti (P-18;P-19;P-21) 

Tanggungjawab beralih 

Kepada Kejaksaan 

4.1.4. Evaluasi Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan yang Dilakukan 

oleb Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Sebagaimana te1eb diuralkan di atas, bebwa kewenangan untuk 

me1akukan penyidikan perkara korupei di Indonesia saat ini adaleb tidak 

banya menjadi kewenangan Polri saja, namun K<;jaksaan dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan yang sama 

Demikian juga dongan penuntutan perkara korupsi, yang tidak menjadi 

domain Kejaksaan lagi namun juga sudeb menjadi kewenangan Komisi 

Pembernntasan Korupsi. 
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Dalam menjalankan hukum beracara pada tahap penyidikan dan 

penuntutan, ketiga instansi penegak bukum tersebut balk Kepolisiau dan 

Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi betpedoman pada 

hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, namun disamping itu 

mereka juga berpedorrum pada hukum acara yang diatur o1eh perundang

undangan terkait lllinnya, antara lain Kepo1isian dan K~aksaan selaln 

berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Uudang-Undang No. 

31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tinduk Pidana Korupsi jo 

Undang-Undang No. 20 Tabun 2001 tentang Perubabannya, sedangkan 

Komisi Pemberantasan Korupsi se1ain berpedoman pada KUHAP, 

Undang-Undang No. 31 Tabun 1999 tentang Pembersntasan Tinduk 

Pidana Korupsi jo Undang-Undaog No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubabannya, juga berpedotrum pada Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002 tentaog Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Walaupun pada umwnnya ketiga instansi tersebut sama-sama 

berpedoman pad a KUHAP, namun mekanisme penanganao perkarn 

korupsi yang dilakukan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi 

Pemberanta'Will Korupsi, masing-masing terdapat sedikit perbedaan 

dimana hal ini dipengaruhi oleh penerapan hukum acara pidana selaln 

KUHAP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan 

yang dikeluarkan oleb masing-masing pimpinan. 

Menurut Penulis terobosan hukum acara pidana dimaksud lebih 

mengarab pada tujuan pencapaian optimalisasi perkarn dengan cara 

memperpendek atau memotong jalur birokrasi dimana biasanya ja!ur 

birolaasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menjadi fakter 

pengbembet dalam penanganan perkarn knrupsi. Terohosan-terobosan 

hukum acara pidana dimaksud sudab mulai dijalankan oleh Penyidik dan 

Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsl dengan mempedomani 

ketentuan beracara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tabnn 

2002 tenlang Komisi Pembersntasan Korupsi, yang meliputi : 
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a. Kewenangan untu.k melakukan penyadapan dan merekam 

pembicaraan. 

Kewenangan luar biasa untul: rnelakukan penyadapan dan 

rnerekarn pembicaraan melalui percakapan relepon Ielah membawa 

kesuksesan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap 

kasus-kasus korupsi yang selarna ini tidak pemab berbasil diungkap, 

anlara luin penyuapan dan gratifikasi yang melibetkan anggota

anggota dewan terbormat, politisi dan pejabat negara bebkan 

penegak hukoru, misalnya kasus penyaapan yang melibatkan Jaksa 

Senior Drip Tr.i Gunawan, SH yang menerima uang suap dari wanita 

pelobby uJung Artalyta Suryani sebesar Rp. 6 Milyar,-. 

Pada masa lalu kasus-kasus penyuapan sangat sulit diungkap 

karena sulit pembuktiannya, namun sekarang dengan dukungan 

teknologi yang canggih dan dukungan dari undang-undang untuk 

menerima kemudahan reknologi tersebut sebagai salah satu alat bukti 

yang dapat diterima di persidangan, maks pengungkapan perkara

perkara sejenis bukan lagi merupalmn suatu kesuJitan. 

Bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 

melaknkan penyadapan dan merekarn pembicaraan sebagahnana 

diatur dalarn Pasal 12 Ayat (l) buruf a Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 tidak berlakn/diberlakukan terhadap setiap orang, tetapi 

terbatas terhadap seseorang yang patut didnga melakukan tindak 

pidana korupsi, utamanya untuk kepentingan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan, selain itu tidak semua penyidik atau 

penuntut umum yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi 

dapat melakukan penyadapan dan perekaman. Penyadapan dan 

perekarnan hanya dapat dilakukan oleh penyelidik atau penyidik 

yang langsung ditunjuk oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Tindakan penyadapan dan merekam pembicaraan seseorang 

biasanya dilakukan dalarn rangka mencari bukti awal yang cukup 
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yang biasanya sulit didapatkan dalam pengnngkapan suatu perkara 

tindak pidana korupsi. 

Buhwa tindak pidana kornpsi merupakan kejahatan yang keji 

dan merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa (exJra ordinary 

crimes), karena itu dalam rnngka kepentingan penegakan hukum, 

kepada Komisi PemberaUISan Kompsi diberikan kewenangan yang 

sangat besar dan 1uas pula, yaitu antara lain kewenangan me1akukau 

penyadapan dan merekam pembicaraan untuk mengungkap tindak 

pidana korupsi tersebut. 

Wa1aupun belum familiar, kewenangan untuk me1akukan 

penyadapan dan merekam pembiearaan sebenarnya juga diberikan 

kepada penyidik non Komisi Pemberantasan Korupsi (Peuyidik Polri 

dan Penyidik Kejaksaan), ba1 ini dinyatakan dalam : 

l. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3! Tahnn 1999 menyatakan: 

"Penyidikan, pemmtutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tindak pidana kompsi, dilakukan berdasarkan hukum 

acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini." 

2. Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

menyatakan: 

"Kewen.angan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang 

untuk melakukan penyadapan ( wiretaping)." 

Dalam perkara tindak pidana kornpsi yang diperiksa o1eh 

Pengadilan Umum pnn, basil penyadapan dapat dignnakan sebagai 

alat bukti. Hal ini dinyatakan dalan Pasal 26A Undang-Undang 

Nomor 20 Tuhun 2001 yang berbunyi, "Alat bukti yang sah dalam 

bentuk petunjuk sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 188 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tuhun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleb 

dari: 

Universitas Indonesia 

Pengaruh Perbedaan..., Mia Banulita, FH UI, 2009



132 

a ala! bukti lain yang berupa infonuasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan secam elektronik dengan alat optik atau 

yang serupa dengan itu; dan 

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau infonuasi yang dapat 

diliha~ dibaca dan atau didengsr yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 

kertas, banda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam 

secara elektronik. yang berupa tulisan, suar.t, garnbar, peta. 

rancangan, foto, huruf, Ianda, angka atau perforasi yang meutiliki 

makna"" 

Narnun dalam kenyataannya, Penyidik Polri dan Penyidik 

Kejaksaan belum ada yang memanlilatkan keleluasan dari ketentuan 

di atas, hal ini disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana 

penyadapan sebagairnana yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

Dalarn kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhlr ini psfkara tindak 

pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana penyuapan dan 

gratifikasi banya berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Berikut beberapa kasns tindak pidana korupsi berkaitan 

dengan tindak pidana penynapan yang dilakukan oleh psjabat negara 

yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara 

lain: tindak pidana penynapan yang dilakukan oleh lrawady 

Yoenoes, anggota Komisi Yudisial, tindak: pidana penyuapan yang 

dilakokan oleh Al Amin Nasution, anggota DPR aktif, tindak pidana 

penyuapan yang dilaknkan oleh Urip Tri Gunawan, Jaksa pada 

Kejaksaan Agung Rl, dan lain-lain. 
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b. Pemeriksaan Pejabat Negara tanpa izin dari atasannya. 

Terobosan hukum beracara yang diterapkan oleh Komisi 

Pemberaotasan Korupsi dalam hal pemeriksaan Pejabat Negara tidak 

perlu menunggu izin dari atasannya (Pasal 46 ayat (l) Undang

Undang No. 30 Tahun 2002) merupakan terobosan yang paling 

"mujarah" dalam mempexpendek jalur birokrasi penanganan suatu 

perkara korupsi.Karena prosedural permintaan izin sampai keluarnya 

izin pemeriksaan dari atasan seringkali memerlukan waktu yang 

panjang ( dalam babempa kasus izin tidak dikeluarkan tanpa disertai 

alasan} sehingga menyebabkan penanganan perkara berlarut-larut. 

Keserapatan panjang menunggu izin kadangkala dipergunakan 

oleh caJon ternangka dari pejabat tertentu itu tmtuk menghilangkllll 

berang bukti atau memindahtangaukan harta kekayaannya yang 

merupakan basil korupsi atau melak:ukan lobby-lobby tertentu agar 

pemeriksaan perkaranya dibentikan. 

Bahkan lebih buruk lagi, kesempatan "menunggu" turunnya 

izin pemeriksaan dari pimpinan, kadang kala dimanfitatkan oleh 

penyelidik atau penyidik untuk secara "diam-diam" menghentikan 

perkara yang sedang diperiklla, dalam artian mereka sengaja 

mengu!ur-ulur waktu pemeriksaan dengan alasan mennnggu 

turunnya izin pemeriksaan atau menggunakan alasan menunggu 

turunnya i7in pemariksaan (wa!aupun kedang kala permintaan i7in 

tidak pemah diajukan) untuk sekedar "menenangkan pelapor/ 

masyarakat". 

Keada.an ini sangat menghambat proses peoanganan perkara 

korupsi, apalagi pslaku-pelaku korupsi biasanya berasal dari level

level yang dekat dengan kekuasaan sebingga dengan potensi yang 

mereka miJiki. mereka dapat mempengaruhi proses pemeriksaan 

terhedap dirinya.. Di sisi lain keedaan ini juga bertentangan dengan 
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amana! dari Pasal 27 ayat (I) UUD 1945 mengenai pen;amaan 

kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. 

Dengan terobosan hukum acara yang satu ini Komisi 

Pemberantasan Korupsi telah berhasil menyeret pejabat-pejabat 

negarn mulai dari Gubemur, anggota badan legislatif, anggota 

Komisi Yudisial bahkan pejabat-Mabet negarn setingkat menteri 

untuk mempertanggnngjawabkan perbuatannya. 

Sayangoya, ketentuan Pasal 46 ayat (l) Undang-Undang 

Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih menjadi "milik" penyidik ~ 

penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Penyidik 

dari Kepolisian dan Kejaksaan masih harus "bergulat" dengan 

ketentuan Pasal 106 ayat (!), (2) dan (3) Undang-Undang No. 22 

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan 

DPRD, untuk penyidikan (termasuk penangkapan dan penahanan) 

anggota legislatif; ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah Wltuk penyidikan (termasuk 

penangkapan dan penahanan) Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 14 

Tahun 1985 tentaeg Mahklunah Agung untuk penangkapan dan 

penahanan Mahkantah Agung dan Hakim Agung; ketentuan Pasal 8 

ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 

untuk penangkapan dan penahanan Jaksa; ketentuan Pasal 26 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum untuk 

penangkapan dan penabenan Pimpinan dan Hakim Pengadilan 

(Tlnggi/Negeri); dan ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) Undang

Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial untuk 

penangkapan dan penahanan Pimpinan dan anggota Komisi 

Yudisial. 
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Di bawah ini tersaji data yang diperoleh dari Kejaksoan Agung 

RI mengenai jnmlah pejabat negara yang belum maupnn yang sudah 

keluar izin pemeriksaannya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 

terakhir ini, sebagai berikut : 

Tabel. 4. L Data Para Pejabat yang Belum Mendapat Izin 

Pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka atau 

saksi Periode Tahun 2005-2008 

No. Jabatan Tersaogka Saksi Jumlah 

L Anggota MPRIDPR l 4 5 

2. Gubemur/\Vakil Gubemur 2 4 6 

3. Bupati!Wakil Bupati 19 ?1 
-c-
42 

4. Walilrota!Wakil Walikota 6 6 12 

Jumlah 28 37 65 
. Sumber : Kejaksaan Agung RI 

Tabel. 4.2. Data Para Pejabat yang Sudah Mendapal Izin 

Pemeriksaan dari Presiden Rl sebagai tersangka atau 

saksi Periode Tahun 2005-2008 

No. Jahatao Tersangka Saksi Jumlah 

!. Gubemur/Wakil Gubemur 6 I 7 
-2. Bupati!Wakil Bupati 6 13 19 

3. Walikota!Wakil Walikota 2 3 5 

Jumlah 14 17 31 
-- ..... ~-. . Sumber. K'!)aksaan Agung Rl 
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Tahel. 4.3. Data Anggota DPRD Tk:. I yang Dimintakan Izin 

Pemerlkllaan kepada Mendagri sebagai Tersangka atau 

Saksi Periode Tahun 2005 -2008 

No. Jabatan Tersangka Saksi Jumlah Keterangan 

1. DPRD Tk.l 20 26 46 Sudah turun 

izin pemerik-

saannya dari 

Mendagri. 

2. DPRD Tk:.! 3 6 9 Bel urn turun 

izin pemerik-

saannya dari 

Mendagri. 

Jumlah 23 32 55 
. 

Catalan :Rekap data para pejahet (Guhemur, Bupati, Walikota, 

Anggota MPR, DPR dan DPRD Tic I} yang sudah mendapat izin 

pemeriksaan dari Presiden dan Mendagri sebagai tersangka atau 

saksi periode tahun 2005-2008 adalab sebanyak 77 orang, sedangkan 

yang belum mendapat izin adalal:t sebanyak 74 orang. 

Menurut basil wawancara kami pada Jaksa Penyidik Andi 

Darmawangsa, diperoleh fakta hehwa jangka waktu pengajuan 

pennohonan izin pemeriksaan sam_pai dengan keluarnya izin 

pemeriksaau bernuiasi, paling cepal heberapa bulan (namun selaJu 

lebih dari jangka waktu makshnal 60 hari sebagaimana yang 

ditentukan oleh undang-unda.,g terkait) dan paling lama beherapa 

tahun atau bal:tkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak keluar izin 

pemariksaannya tanpa ada alasan. Keadaan ini sangat mengbembat 

penyidik dalam melaksanakan tugasnya sehingga ada kesan penyidik 
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lamban dalam menuntaskan penanganan perkara tindak pidana 

korupsi. 

Hambatan-harabatan sebagaimana ternebut di alas tidak 

dijumpai pada pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari 

Komisi Pembernntasan Korupsi karena keberadaan Pasal46 ayat (1) 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut. 

Perkembangan terakhir mengenai konflik izin pemeriksaan 

terhadap pejabat negara ini sepertinya dapat terselesaikan dengan 

keluarnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 09 Tahun 

2009 tanggal 30 April 2009 tentang Petunjuk lzin Penyidikan 

terbadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD, 

dimana dalam sural edaran tersebut berisi pctunjuk sebagai berikut : 

1. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tabun 2004 

tentang Pemerinlah Daelah, harus ditafsirkan dan perlu 

diperhatikan adalah tentang ada atau tidaknya pernrintaan 

persetujuan yang dilakukan oleh penyidik, jika sudah ada sural 

permintaan dan telah lewat waktu 60 ( enam pulnh) hari, maka 

izin persetujuan penyelidikan atau penyidikan dari Presiden 

menjadi tidak relevan lagi. 

2. Babwa terhadap Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang No. 22 

Tahun 2003 tentang Suslll1an dan Kedudukan MPR, DPR, DPD 

dan DPRD, Mahkamah Agung berpendapat terhadap anggota 

MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten!Kota 

yang diduga mclakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan 

tindak pidana lain (selain korupsi dan terorisme) yang tertangkap 

tangan maka penyidikan tidak pcrlu meminta izin atau 

persetujuan tertulis. 
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c. Penyitaan yang tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan 

Negeri sctempat. 

Kelonggaran ketentuan penyitaan yang tidak memerlukan izin 

dari Ketua Pengadilan Negeri juga merupakan salah satu usaha 

untuk memperpendek jalur birokrasi. Jika selama ini penyidik 

memerlukan waktu yang lama untuk melakulcan penyitaan terhadap 

barang-barang yang tidak dapat bergerak seperiJ rumah dan tanah 

karena penyitaan terhadap benda-benda tersebut hams menunggu 

izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) 

KUHAP). 

Dalarn beberapa kasus, waktu yang dipergunakan untuk 

menunggu keluarnya izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat, telah dipergunakan sebeik mungkin oleh pelaku untuk 

mengamankan asset-assetnya tersebut antara lain dengan cara 

memlndahtangankan harta kekayaannya yang diperoleh dari basil 

korupsi ke tangan orang lain, sehingga jc;iak dari harta kekayaan 

ternebut menjadi kabur. Dalam keadaan demikian, tujuan ulanla 

penuntutan perkara koropsi yaitu mengembalikan kerugian negara 

menjadi sulit Wltuk dicapai. 

T erobosan hukum beracara yang berkaitan dengan tidak 

perlunya izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, selain 

bermanfaat nntuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercapai 

kecepatan dalarn penanganan perkara yang kadang kala justru 

mengnntungkan tersangkalterdakwa sendiri, juga bertujuan untuk 

mengarnankan asset atau berta kekayaan pelaku yang diduga sebagai 

basil dari korupsi agar tidak berpindah tangan schingga kerugian 

yang diderita negara dapat dikembalikan. 

Namnn damikian tindakan ini harus dilakulcan dengan sangat 

hati-hati khususnya terhadap berang bukti yang kepemllikannya 

melibetkan pihak katiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan 
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tindak pidana yang dilakukan oleh ten;angka guna mengbindari 

te!jadinya gugatan dari pihak ketiga tersebut ketika putusan 

pengadilan memarintahkan agar barang bukti tersebut dirampas 

untak negara. 

d. Kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Petintuh 

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara 

lrorupsi. 

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pembemntasan Korupsi menyebutkan bahwa Komisi 

Pemberarnasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Sural 

Perinteh Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara 

korupsi. Tujuan sesunggahnya dari tidak diberikannya wewenang 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerhitkan SP3 atau 

pun Sural Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) hauya 

diketehui oleh pihak pembuat undang-undang itu sendiri. 

Secara terpisah Hamid Awalludin mantan Menteri Huk-um dan 

HAM129 telah memberikan pendapat bahwa 11tidak diberikannya 

wewenang tecsebut mungkin ditujukan agar Komisi Pemberantasan 

Korupsi tidak menyalahgunakan wewenang penerbitan SP3 dan 

SKPP". Lebih lanjut beliau berpendapat, "babwa dengan tidak 

diberikannya wewenang tersebu~ Korttisi Pemberantasan Korupsi 

barus benar berhati-bati dalam melakukan penyidikan, sehab sekali 

Komisi Pernberantasan Korupsi mulai melaksanakan penyidikan, 

Komisi Pemberantasan Korupsi harus melanjutkannya hingga ke 

tingkat persidangan''. 

Bahwa apabila Penyidik atau Penuntut Umum K.omisi 

Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang untak mengeluarkan 

ll!>perufapat disampaikau pada persidangan di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa 
gugalan perlami dari Mulyana W. Kusumah (Perk. No. 012/PUU-IV/20061 Nazaruddin Sjamsuddin, 
dkk (Perk. No. 016/PUU~IV/2006) dan Capt Tarcisius Walla (Perk. No. 019/PUU-P/12006). 
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SP3 dan SKPP terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sedang 

ditangani, seperti kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan 

Kejaksaan (vide Pasall6 Ayat (I) hurufh Undang-Undang Nomor 2 

Talum 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 140 Ayat (2) Undang

Undang Nomor 8 Talum 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hnkurn Acara Pidana), justru dikbawatirkan wewenang yang sangat 

besar dan sangat luas tersebut dapet disalahgunakan melalui 

"prak!ik-praktik negosiasi dan tarik menarik kepentingan (conflict of 

interest)" dari penerbitan SP3 maupun SKPP. 

Penulis berpendapat, mernang apabila dicennati, justru 

kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dan SKPP seperti yang larirn 

di1akukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan telah menjadi batu 

sanduugan bagi penegakan hnkurn tindak pidana korupsi. Tindakan 

SP3 dan SKPP seringkali menjadi sorotan karena mungkin seringkali 

tindakan SP3 maupun SKPP merupakan output dari negosiasi pihak 

yang berperka:ra dengan peneutuk kebijakan ( dalam hal ini aparat 

hukurn). 

Walaupun belum bisa dibuktikan secara hukum, setidaknya 

paristiwa SP3 kasus BLBI yang akhirnya menyeret Jaksa Senior 

Urip Tri Gunawan, SH sebagai terdakwa dalum kasus penyuapan, 

dapat dijadikan sebagai argumentasi yang kuat untuk temp 

mempertahankan keberadaan Pasal 40 Uudang-Undang No. 30 

Tahun 2002 rentang Komisi Peraberantasan Koropsi. Walaupun di 

slsi lain kewenangan ini terkesan menguatka.n asas praduga bersalah 

atau presumption of guilty. 

Point penting lain yang patut dieatat dari keberadaan Pasal 40 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah semakin bertambalmya 

kepercayaan rnasyarakat terbadap pemberantasan korupsi di tanah 

air ini karena eksistensi pasal tersebut membuktikan keseriusan 

penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam 
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menjalankan tugasnya dengan menutup celah-celah yang 

memungkinkan terjadinya praktik-pralctik negosiasi dan tarik 

menarik kepentingan dalam penerbitan SP3 dan SKPP. 

e. Kewenangan untuk melimpahkau perkara ke Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi dalam jangka wakto 14 hari 

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Penuntul 

Umwn pada Komisi Pemberanlasan Korupsi wajib melimpahkan 

berkas perkara ke Pengadilan Kbusus Tindak Pidana Korupsi paling 

Iambat 14 (empat bela:;) hari kerja terhltung sejak tanggal 

diterimanya berkas perkara tersebut. Sedangkan di Kejaksaan tidak 

ada penentuan mengenai batas waktu pelimpaban berkas perkara ke 

pengadilan negeri setelah penuntut umum menerima berkas perkara 

dari penyidik. Dalam praktek biasanya Penuntut Umum pada 

Kejaksaan akan melimpabkan berkas perkara ke pengadilan sebelum 

batas penabanan yang menjadi· kewenangan jaksa dalam penuntutan 

hahis (dalam tenggang waktu 20 hari), keadaan ini berlaku apabila 

terdakwa ditaban namun terhadap terdakwa yang tidak dilakukan 

penahanan pada waktu masa penuntutan, tidak ditentukan batas 

waktu pelimpahan perkara ke pengadilao. Pada masa larnpau, ada 

hohompa kasus yang tidak dilimpabkan ke pengadilan tanpa alasan 

yangjelas. 

Dalam melaksanak:an tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi 

juga mengedepankan aspek independensi dimana lembaga tersebut 

meno1ak keras segaia intervensi dalam bentuk: apa pun dari pihak-pihak 

mana pun tennasuk intervensi dari pemerintah. 

Selain itu Komisi Pemberantasan Kompsi juga menerapkan 

kebijakau yang keras untuk tidak menanggahkau atau mengalibkan 

penahanan seorang tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana 

korupsi, dengan alasan apa pun terkecuali tersangka atau terdakwa sakit, 
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dan setelah sakitnya sembuh maka langsung dimasukkan kembali ke 

dalam tahanan. 

Dari ur.llan di alas, dipeJ:oleh kesan hahwa penegakan hukum 

tindak pidana kornpsi yang dilaknkan kbususnya oleh Komisi 

P<J:Uberantasan Korupsi lebih menekankan pada earn kerja yang efisien 

dan cepat dengan lebih menonjolkan pada tindakan represif. Sebingga 

dalam hal ini penulis cendernng b<J:pendapat bahwa arah penegakan 

hukum dalam penanganan perkara korupsi secara administration of 

justice saat ini (dengan pengaruh yang dibawa oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi) lebih mengarah kepada pendekatan Crime 

Control Model (CCM) yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer 

dalam bukunya yang beljudul The Limits of the Criminal Sanction. 

Dalam hal ini Crime Control Model lebih menekankan pada cara 

kerja efisien, cepa~ dengan maksud untuk mcmperolell pengakuan, 

dengan nilai-nHai yang meJandasinya, antara lain: tindakan represif 

terlladap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dan suatu 

proses peradilan; perhatia:n. utama harus ditujukan kepada efisiensi suatu 

penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan 

kesalahannya dan menjamin atau melindungi l1ak tersangka dalam 

proses peradilannya; proses kriminal penegakan hukum harus 

dilaksanakan oolandaskan cepal (speedy) dan tuntas (finality); asas 

prsduga bersalah atau presumption of guilty akan menyebabkan sistem 

ini dilaksanakan secara efisien; dan proses penegakan hukum barns 

mcnitikbenukan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif karena 

temuan tersebut akan membawa ke arah pemllabasan soornng ternangka 

dan penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah 

atau plead of gui/ty.130 

~omli Atmasasmita, Sistem Peradilcm Pidana, Pe~pekiif Eksistensialisme dun 
Ahalisionisme. (Bandung: Binaclpta. 1996), hal. 19-20, dikutip oteh Anthon F. Susanto, SH..MJium, 
Wa]ah Peradilan Kita, (Band~ PT. RefikA Adltama., 2004), haL 2-3. 
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Narnun, Rudy Satriyo Mukantardjo131 kernbali mengingatkan 

bahwa penanganan perkara yang dilakukan seeara speedy of trial jika 

tidak dilakukan dengan penub profesionalisme dan kehati,hatian akan 

menimhutkan hahaya, hal ini teljadi jika yang dikejar hanyalab 

ke<:epatan dalarn penanganan perkaranya saja dengan mengabaikan 

aspek ktuditas dari penanganan perkara tersebul 

Berdasarkan basil penelitian dari Indonesian Corruption Watch 

(!CW) selarna setengah peljalanan tahun 2008 terdapnt 94 perkara 

korupsi dengan 196 terdakwa yang dipeciksa dan diputus oleh 

pengadilan umum di seluruh Indonesia, mulai tingkat pertarna hingga 

kasasi. Diantara 196 terdakwa korupsi yang telah dipeciksa dan diputus, 

104 terdakwa (53%) divonis hehasllepas dad pengadilan. Hanya 92 

terdakwa (47%) yang akhimya divonis hersalah. Narnun, dad 92 

terdakwa korupsi yang alrhimya diputus hersalah tersabut, bisa 

dikatakan helum memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. 

Terdakwa yang divonis kurang dad I tahuu penjara sebanyak 36 orang 

(18,3%); divonis 1,1 s/d 2 tahun sebanyak 40 terdakwa (20,4%), divonis 

2,1 s!d 5 tahun sebanyak 5 terdakwa (2,5%) serla divonis 5,1 s!d 10 

tahun sebanyak 4 terdakwa (2,04%). Hal yang meoarik, terdapat 7 

terdalrwa kasus korupsi yang divonis percohean (3,57"/o)m. 

Statistik yang demikian tidak ditemui pada Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi karena sejak awal diberi kewenangan untuk memeriksa 

perkara korupsi hingga saat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah 

memutus terbulcti bersalah semua perkara korupsi dengan vonis 

hervaciasi paling rendab 2 tahun penJara (kasus An. Terdalrwa 

Rusdihardjo), paling tinggi 20 tahun penjara (kasus An. Terdakwa Ucip 

Tri Gunawan) ditamhah denda dan pemheyanm uang pengganti, dan 

131Rudy Satriyo Mukantardjo, Ibid. 
mJndonesian Cormption Watch (ICW), Kuburan Masol Pemberantasan &ropsi, http:// 

antiki'»'UpS.i.orglindo/content/view/13033/7 diakses tangga117 Nopember 2008. 
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sampai saat ini belum pemah ada vonis berupa hukuman percobaan yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinduk Pidana Korupsi. 

Kualitas temuan-temuan falda yang diperoleh karena dukungan 

yang luar biasa dari terobosan hukum acara pidana sejak dari tabap 

pcnyelidikan sampai dengan tabap psnuntutan marnpu meyakinkan 

hakim di Pengadilan Tinduk Pidana Korupsi sehinggn sampai saat ini 

belum ada putusan bebas yang dikeluari<an oleh Hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara-perkara korupsi yang diajukan 

oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Selain itu berdasarkan basil penelitian Penulis, penanganan perkara 

yang dilakakan dalam "satu atap" sebagillmana yang diterapkan oleh 

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dimana penyidikan dan 

penuntutan dilakakan psda lernbagn yang sama, juga mengbasilkan 

output yang lebib optimaL 

Di bawah ini tersaji datn-data mengenai jumlah psrkara tindak 

pidana korupsi yang ditaugani oleh Polri, Kejaksaan Rl dan Komisi 

Pem bemntasan Korupsi pada tabap penyidikan dan psnuntutan dalam 

kurun waktu 4 (empat) tabuo terakhir (2005-2008). 

Data pada tabel 4.4. tergambM bahwa Penyidik Kejaksaan lebih 

banyak melakakan penyidikan perkara korupsi dibanding penyidik 

lainnya. 

Data tersebut memperkuat argumentasi Penulis bahwa penyidikan 

perkara korupsi yang dilakukan dalam "satu atap" lebih efektif dan lebih 

mengoptimalkan psnangnnan perkara korupsi. Manfuat psnanganan 

padkara dalam "satu atap" juga terlihat pada data psnyidikan yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantnsan Korupsi, jumlah I 08 psrkara 

dapat diperhitungkan sebagai keberhasilan mengingat keborndaan 

Komisi Pemberantasan Koropsi barn ada di ibukota negara. 

Demikian juga pada tabel 4.5. tersaji data mengenai jumlab 

psrkara penyidikan baik yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Kejaksaan 
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dan Komisi Pemberantlsan Korupsi yang sudah ditingkatkan ke tahap 

penuntutan. 

Dari tabel tersebut tergambar bahwa perkara yang penyidikanoya 

dilaknkan oleh Kejaksaan, paling banyak diteruskan ke tahap 

peountutan. Hal irri antara lain disebabkan Kejaksaan lebih banyak 

melakukan penyidikan perkara korupsi dalam kuruo waktu 4 (empat) 

tahun terakhir ini, dan oleh karena pada tahap penyidikan, Jaksa yang 

ditunjuk menjadi Penuntut Umum telah dilibatkan secara ak.ti{ sebagai 

Penyidik perkara tersebut sehingga pnda tahap pra penuntutan tidak 

menemui kendala yang berakibat pada bolak-beliknya berka• perkara 

yang kadang kala menyebabkan terjadinya tunggakan perkara. 

Tabel. 4.4. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Polri, 

K<;jaksaan Rl dan KPK pada Tahap Penyidikan Tahun 2005 ·- 2008 

No. Tahun Penyidik Polri Penyidik Penyidik 

K~jaksaan Kl'K 

1. 2005 215 546 12 
-·· 

2. 2006 225 588 26 
---------

3. 2007 155 636 23 
------

4. 2008 190 1.348 47 

Jumlall 785 3.ll8 108 
··--···· 

Sumber: Kejaksaan Agung Rl 
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Tabel. 4.5. Data Perkarn Tindak Pidana Kornpsi Tahap Penuntutan I 

Dilimpahkan ke Pengadilan Tahun 2005-2008 

Tahun BerasaJ Berasal KPK 

dari Dik dari Dik Prosentose (%) 

Polri Kejaksaan 

Polri Kejaksaan KPK 

2005 187 542 11 25,07 72,65 2,28 

2006 279 515 23 34,15 63,04 2,82 

2007 200 512 27 27,06 69.28 3,65 

2008 178 1.114 37 13,39 83,82 2,78 

Jumlah 844 2.683 104 24,91 72,19 2,88 

' Sumber. Kejaksaan Agung Rl 

Dengan keberadaan Penyidik dan Penuntut Umum dalam satu atap, 

maka akan memudahkan dalam koordinasi penanganan perkara sejak 

awal, karena lazimnya yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum adalah 

orang-illl!Og yang sebe1umnya terlibat dalam penyidikan perkara 

tersebut sejak awal. Dalam hal ini seorang penyidik yang terlibat dalam 

proses penyidikan dapat menjadi seorang Penuntut Umum perkara yang 

sudah disidiknye pada tabap penuntutan (prosedur yang seringkali 

dijumpai di Kejaksaan) alan PenunM Umum yang Ielah ditunjuk sejak 

awal untuk mengawal perkara tersebut dari tallap Penyidikan dan terlibat 

secara langsung (prosedur yang ditemui di Komisi Pemberantasan 

Korupsi). 

Koordinasi yang telah terjalin sejak awal menciptakan kesamaan 

cara pandang dalam penanganan perkara tersebut baik dalarn hal 

penerapan pasal maupun dari segi pernbuktian perkara, dan salah satu 

keuntungan yeng dapet dicapai adalah terhindarnye bolak-balik barkas 
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perkara antara penyidik dan Penuntut Umum yang lazim teljadi pada 

lahap pra penuntutan. 

Peristiwa bolak-balik berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut 

Umum lazim teljadi pada perkara yang penyidikannya dilakukan oleh 

Penyidik Polri balk pada perkarn tindak pidana umurn maupun perkara 

tindak pidana khusus terutama perka:ra korupsi dimana intensitas bolak

balik perkara lebih sering terjadi. Hal ini antara lain disebabkan tidak 

adanya koordinasi untuk menyamakan cara pandang antara Penyidik dan 

Penuntut Umum tentang penanganan perkara yang sedang ditangani. 

Dalam hal ini, Penuntut Umum sejak awal tidak dilibatkan bahkan 

sering kali komanikasi aktif baru teijalin setelah berkas perka:ra selesai 

dan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diteliti, dan pada saat 

penelitian tersebut Penuntut Umurn ba:ru menemukan keknrangan

kakurangan pada persyaratan formil dan materiel berkas perkara. 

Pada tahap pengembalian berkas perkara dari pihak penuntut 

Umum kepada Penyidik untuk dilengkapi adalah tahapan yang sangat 

riakan, dalam arti seringkali terjadi penyidik mengembalikan berkas 

perkara kepada Penuntut Umum dalam kcadaan yang tiduk sesuai 

dengan keinginan Penuntut Umum dala:rn artian tidak semua petunjuk 

darl Penuntut Umum dipenuhi oleh Penyidik apalagi jika yang diminta 

untuk dilengkapi adalah syarat-syarat yang berkaitan dcngan 

pcmbuktian materiel suatu perl<ara, sebingga akibatnya Penuntut Urnum 

harus mengembalikar berkas perka:ra tersebut kemhali kepada Penyidik 

untuk dilengkapi. 

Bahwa pada umumnya jika petunjuk dari Penuntut Umum 

berkaitan dengan kelengkapan syarat-syarat materiel pemlruklian suatu 

parkara, maka seringkali Penyidik mengala:rni kesulitan ontuk 

memenuhinya sehingga ketika Penyidik terkesan sudah "'menyerah» 

untuk memenuhi pennintaan Penuntut Umum maka berkas perkara 

tersebut biasanya tiduk dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum 
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sebingga akibatnya penanganan perkara !ersebut menjadi berlarut-larut 

dan berpotensi menjadi tunggakan perkam. Secara yuridis formil, 

berlarut-larutnya berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Unrum 

dapat saja teJjadi karena tidak ada satu ketentuan yang memberikan 

pembatasan bempa kali berkas perkam dapat dikembalikan. 

Kenyataan lain adalah bahwa sering kali terjadi ketika penyerahnn 

tahap II (penyemban berkas perkara., tersangka dan barang bukti dari 

penyidik kepada Jakaa) telah se!esai dilakukan maka seelah-olah pihak 

.kepolisian te!ah melepaskan tanggung jawabnya alas perlatra tersebut 

sebingga masalah terbukti atau tidakaya perkara tersebut di muka 

pengadilan adalah hanya menjadi tanggung jawab Jaksa. Tidak ada 

komunikasi dan koordinasi yang terjalin setelah Polisi melaksanakau 

tugasnya yang menurut mereka berakhir setelah penyeraban berkas 

perkara, tersangka dan baraug bukti kepada piha!< Kejaksaan. Ketika 

ukhimya perkara tersebut bebas di pengadilan maka hal itu adalab 

semata-mata kesalahan Jaksa dalam melakukan penuntutan, padahal 

berhasil tidaknya tugas Jaksa dalam melakukan penuntutan sangat 

tergantung pada basil kerja panyidik. 

Senada dengan pendapat yang dikemukukan oleh Rudy Satriyo 

Mukantardjo yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya (bab 3), 

Penulis meyakini bahwa keterpaduan dalam penanganan suatu perl<ara 

memang lebib tercipta apabila proses pcnyidikan dan penuntutan perkara 

tindak pidana korupsi dilakukan dalam satu atap 

Namun demikian, Rudy Satriyo Mukantardjo juga rnengingatkan 

bahwa proses pemeriksa.an tindak pidana korupsi yang dilakukan satu 

atap juga mempunyai kelemahan karena memiliki daya filter yang 

rendah dihandingkan dengan proses pemeriksaan perkara yang 

dilakukan dengan model dua atap. Model pemeriksaan dua a(ap 

memiliki daya filter yang lebih haik dikarenakan pelaku yang ukhirnya 
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"'olos" untuk disidangkan di pengadilan adalah benar-benar orang yang 

bersalah dan patut dijatuhkan hukuman. 113 

Dari data yang berhasil Penulis kumpulkao, rnaka optimalisasi 

perkara dan kecepatan penanganan perkara (speedy of tria{) dapat dilihat 

dari perkara korupsi yang penyidikannya dan pennntutannya dilaknkan 

olah penyidik dan penuntut umum yang memiliki kewenllllgan untuk 

menerapkan terobosan hukum beracara sebegaimana tercantum dalam 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan memiliki makanisme 

penyelesaian perkara yang dilakukan di bawah satu atap. 

Walaupun demikian penulis juga kurang meyakini bahwa output 

yang dihasilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini merupakan 

indikator dari keberhasilan sistem yang dijalaokan, karena bisa saja 

output yang dihasilkan merupakan basil dari penanganan perkara

perkara yang memang mudah pembuktiannya. 

4.2. Pengarnh Pcrbedaan Penerapan Hnkum Acara Pidana datam 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmoni.sasi 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

4.2.1. Bentuk-Bmtuk Perbooaan Pene.-apan Hukum Acara Pidana pada 

Tahap Peuyidikun dan l'enuntutan Perkara Tindak Pldana Korupsl 

4.2.1.1. Tahap Penyidikun 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya 

bahwa sebagai akibat dari pembcntukan Komisi Pemberantasan 

Korupsi melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Ielah 

mengakibatkan terjadinya perbedaan penerapan hukum acara 

pidana dalam perkara korupsi. Dalam hal ini Kepolisian dan 

Kejaksaan dalam beracaranya berpedoman pada KUHAP dan 

133 Wawancara dengan Rudy Satriyo Mukantardjo pada tanggai 28 April2009. 
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Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Perubahannya, sedangkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam berncaranya selain berpedoman 

pada KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya juga 

berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pembemntllsan Korupsi. 

Pada tahap penyidikan, bentuk-bentuk perbedaan 

penerapan hukum a<:ara pidana dalam penanganan tindak pidana 

korupsi yang dapat penulis inventarisir adalah sebagai berikut : 

a. Pada tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi 

tidak berwenang mengeluarkan Sura! Perintah Penghentian 

Penyidikan (pasa! 4Q Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). 

Sementara kepelisian dan kejaksaan rnasih mempunyai 

kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan 

dalam perkara korupsi. 

b. Dalarn hal pemeriksaan seorang pejabat negara tertentu 

yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Konrisi 

Pemberantasan Korupsi maka berdasarkan pasal46 ayat (I) 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, pemeriksaannya tidak 

perlu menunggu izin dari atasannya. Sementara i~ apabila 

kepelisian atau kejaksaan akan melakukan pemcriksaan 

terhadap seorang pejabat negarn tertentu yang sudab 

ditetapkan sebagai tersangka maka pemeriksaan 

terhadapnya barus menanggu izin dari atasannya terlebih 

dahulu, dan pemeriksaan ternadap pejabat negara tersebut 

tidak dapat dilakukan sebelum ada izin dari atasannya. 
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c. Penyidik pada Komlsi Pemberantasan Korupsi dapat 

me!alrukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri 

apabila didasorkan alas dugean yang kuat adanya bukti 

pennulaan yang cukup, sedangkan penyidik padu 

kepolisian dan kejaksaan barns memlnta izin pada Ketua 

Pengadilan Negeri apabila akan melakukan penyitaan. 

d. Kewenangan untuk merekam dan menyadap pembicaraan 

untuk dipergunakan sebagai alat bukti sudah dapat 

dilakukan oleh Komisi Pembarantasan Korupsi padu waktu 

tahap penyelidikan, sedangkan kewenangan tersebut barn 

dapat dilalrukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan setelah 

tahap penyidikan. 

4.2.1.2.Tallap Penuntutan 

Pada tahap penuntutan, bentuk-bentuk perbedaan 

pcnerapan hukum acora pidana dahan penanganan tindak pidana 

korupsi yang dapat penulis inventarisir adalah sebagai berikut : 

a. Pada tahap penuntutan Kumisi Pemberantasan Korupsi 

tidak berwenang mengeluarkan Sural Perintah Pengbentian 

Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (pasal 40 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Sementaro 

Kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk 

melakukan pengbentian penuntutan dalam perk!ll'l! korup.'ii. 

h. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi 

wajib melbnpahkan berkas perkara ke pengadilan paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterbnanya berkas perkara tersebut (lihat pasal 52 Undang-
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Undang No. 30 Tahun 2002). Sedangkan di Kejaksaa:n 

tidak ada penentuan mengenai batas waktu pelimpaha:n 

berkas perkara ke pengadilan negeri setelah penuntut 

umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam 

praktek biasanya Pennntut Umum pada Kejaksaan aka:n 

melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum batas 

penahanan yang menjadi kewenangan jaksa dalam 

pennntutan babis (dalam tenggang waktn 20 hari), keadaan 

ini barlaku apebila terdalrwa ditahan namun terhadap 

terdalrwa yang tidak dilakukan penahanan pada waktn Illlll!a 

pennntutan, tidak ditentukan batas waktn pelimpaba:n 

perkara ke pengadilan. 

c. Penuntut Umum peda Komlsi Pemberantasan Knrupsi 

melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi 

yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (Iilia! pasal 53 Undang-Undang No. 30 Talmn 

2002), sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan 

melimpahkan berkas perkara dan sura! dakwaan ke 

Pengadilan Umum untuk selanjutnya hakim pada 

pengadilan umurn yang akan memeriksa dan memutuskan 

perkara yaag dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada 

Kejaksaan. 
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Tabel4.6. : Perbedaan Penempan Hukum Acara Pidana pada Tahap 
Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

'KE m 
PEMBERANTASAN 

~ 
2 3 

me- Kewenangan I'·""= 
ngeluarkan Su- samadengan menge1uadan Surat 
rat Perin tab Kepolisian Perintah Penghen~ 

Pengbentian Pe- tian Penyidikan 
nyidikan 

2.Pemeriksaan Kewenangan terha~ 
terhadap seo- samadengan dap seorang pejabat 
rang pejabat Kepolisian negara tert:entu 
negara tertentu tldak perlu me-
terlebih dahulu nunggu izin alas-
barns ada izin annya 
atasannya 

3.Tindakan penyi- Kewenangan 3.Tindakan penyita.an 
taan harus ada sama dengan tidak perlu izin dari 
izin dari Ketua Kepolisian Ketua PN setempat. 
PN setempat. 

4.Berwenang me- Kewenangan 4.Tindakan menya-
nyadap dan me- sa.ma dengan dap dan mereka.m 
rekam pembi- Kepolisian pembicaraan sudah 
caraan diberikan • .?.~~~-- ta-

PENUNTUTAN - 1.' 
mengeluar- mengeluarkan surat 
kan surat perintah penghen-
perintah tian penuntutan 
penghentian 
penuntutan 

- 2.Tidak ada 2.Batas waktu pelim-
batas waktu pahan ke penga-
pelimpahan dilaa adalah 14 bari 
kePN. kerja. 

3.Berkas per- 3.Berkas perkara dan 
kara & surat sural dakwaan 
dakwaan di- dilimpahkan ke 
limpahkan Pengadilan Tipikor. 
ke penga-
dilan umum 
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4.2.2. Pengarubnya terhadap Harmonisasi daJam Sistem Peradilao 

Pidaoa di Indonesia 

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi: subtansi 

hukum, strulrJur hukum dan hudaya hukum. Substansi hukum adalah 

aturan, norma dan pola perilakn manusia yang ada dalam sistem dan 

juga berarti produk yang berupa keputusan atau atman (peraturnn 

perundang-undaogan) yang dlhasilkan oleh orang-orang yang berada 

dalam sistern tersebut Struktur hukum adalah lembaga-lembaga dalam 

sistem hukum yllllg terdiri dari Kepolisian, K<;jaksaan, Pengadilan 

Negeri dan Lembaga Pernasyarakatan. Budaya hukum adalah : sikap 

publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong 

bekerjanya sistem hukurn, atau keseloruhan faktor yang menentukan 

bagaimana sistem hukum memperoleh tempa\ yang logis dalam 

kerangke budaya milik masyarakat 134 

Sistem peradilan pidana yang berlangsung dalam penanganan 

perkara korupsi di Indonesia saat ini dapat dinilai melalui 2 (dua) 

komponen dasat sistern. Pertama, substansi yang merupakan hasil atau 

produk sistem tennasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

KUliAP dan perundang-undangan terkalt lainnya yang saat ini berlakn 

dan dipedomani sebagai hukum fonnil penanganan perkern korupsi 

antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya 

dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi~ dan serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan 

atau petunjuk kepada aparatur penegak hukurn dalam melaksanaknn 

tugas sebari-harinya. Kedua, struktur yang melipuli ]embaga-lembaga 

134Lawrence M. Friedman. The Republic of Choice; Law, Authority, and CrAiur?, Harvard 
University, 1990, dikutip oleb Qtie Salman, Anthon Susanto, Teori Hukum (Mengingat, 
Mengumpul!w.n dan Mcmfmka Kembali). (Banduog: Refika Aditama, 2004}, hal. 153. 
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dalam sistem hukum yang diberi kewenangan dalam penanganan 

perkara korupsi terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Negeri (pengadilan umum dan 

pengadilan ad hoc tindak pidana korupsi) dan Lembaga 

Pemasyarakatan-dua bagian terakhir tidak dibahas lebih lanjut dalam 

tulisan ini 

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa terbitnya 

beberapa panmdang-undangan yang berksitan dengan pamberantasan 

dan pananggulangan tindak pidana korupsi di indonesia, selain 

membawa pambaharuan pada aspek materielnya juga membawa 

pembaharuan pada aspek formilnya, antara Jain keberadaan beberapa 

lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakulran 

penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dan terobosan-terobosan 

(bisa dikatakan pembaharuan) dalam hukum acara pidana dalam 

penanganan perkara korupsi yang sebelumnya tidak atau belum diatur 

dalam bukum acara pidana yang sudah dikodifikasi di dalam KUHAP. 

Perundang-undangan terksit yang dibuat selain mengatur masalah 

substansi juga mengatur masalah hukum acara pidananya, yang 

kelibatanny-& bergerak menuju ke arab penanganan perkara yang speedy 

of trial guna memenuhl amauat lnpres No. 5 Tahun 2004 tentang 

Pereepetau Pemberantasan Korupsi. 

Dari basil penelitian penulis, hukum acara pidana dalam perkara 

korupsi yang mengarah pada speedy of trial (hanya) diatur dalam 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi, sebingga dalam hal ini yang bisa "merasakan" kewenangan 

istimewa tersebut hanya Penyidik dan Penuotut Umum pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Penyidik dan Penuntut Umum non 

Kom:isi Pemberantasan Korupsi tidak bisa menikmati kewenangan 

istimewa tersebut karena belum ada perangkat panmdang-undangan 

yang mengatur agar mereka diberi kewenangan yang sama uotuk 
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menerapkan hukum beracara yang tertuang dalam Undang-Urulang No. 

30 Tab.un 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu 

pemerintah dan masyarakat menuntut agar Kepolisian dan Kejaksaan 

mengambil peran yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 

untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korup.si di tanah 

air tercinta ini. 

Dalam hal ini, jilrn sudah menjadi kesepakatan bersarna hahwa 

korup.si sndah diaoggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crimes) dan diperlukan cara-cara yang Iuar biasa untuk menanganinya 

termasnk melakukan penerobosan hukum acara pidana, maka 

seharusnya "kewenangan istimewa" tersebut tidak melulu menjadi hak 

satu lembega atau ins!ltusi saja tetapi juga menjadi bak semua lembaga 

penegak hukum yang mempunyai peran yang sarna dalarn hal 

pembernnta.san dan penanggulangan tlndak pidana korupsi. 

Penulis berpendapat, bahwa saat ini tela!t terjadi penerapan hukum 

acara pidana yang berbeda untuk penanganan perkara yang sama dahun 

hal ini perkara tlndak pidana korupsi, dimana perbedaan tersebut 

pelaksanaannya digantungkan pada pihak yang melaltukan pemeriksaan 

perkara sejak awal. 

Pendapat ini dipertegas oleh Prof. Andi Harnzab. yang 

mengemnk:akan pendapatnya ~<bahwa di Indonesia saat ini akibat 

terjadinya tumpang tindib perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tindak pidana korupsi dan lernbaga-lembega yang diberi 

kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara 

korupsi telah mengakibatkan terjadinya perhedaan penerapan bukum 

acara pidana dalam perkara korupsi".'35 Lebih Janjut beliau berpendapat 

«bahwa perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam perkara 

korupsi se!ain merugikan hak-hak dasar manusia untuk mendapalkan 

m Pendapat Pro£ Andi Hamzab yang diperore:h dari hasH wawancara penulis pada tanggal 17 
Maret2009. 
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persrunaan dalam l:mkum juga mendorong terjadinya disbarmonisasi 

antar sub sistem yang bekelja dalam sistem peradilan pidana"136
• 

Seoada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Prof. Nyoman 

Serikat PutraJaya bahwa: 

"keadaan dualisme yang te~adi pada penegakan hukum tindak 
pidana korupsi apabila dikaji dari sudut sistem peradilan pidana 
terpadu (integrated criminal justice system), kurang I tidak sesuai 
dengan harapan. Ketet:paduan sekalipuu mengandung 
interdependesi, intemksi dan interkonekai, tidak boleh 
mengandung duplikasi ( overlaping) di dalam fungsi dan 
kewenangan yang ada pada masing-masing sub sistem. Tanggung 
jawab roengandung dimensi adminislratif (administrative 
responsibility) yang menuntut knalitas dari administrasi perkara, 
dimensi prosedural (procedural responsibility), yang menuntut 
ketepatan hukum acara yang diganakan dan dimensi substantif 
(substantive responsibility) yang berkaitan dengan akurasi 
pengsdtan antara fakta dan hukum yang berlaku." "' 

Pembicaraan mengenal teljadinya perbedaan penerepan hukum 

acara pidana dalam perkara korupei yang teljadi saat ini tidak terlepas 

dari pembicaraan :rnengenai kehadirnn Komisi Pemberantasan Koropsi 

dalarn sistem peradilan pidana di Indonesia yang turut diberi 

kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana 

korupsi, karena pedoman beracaranya selain tunduk pada Undang

UndangNo. 8 Tahun 1981 tentangKUHAP dan Undang-UndangNo. 31 

Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi jo 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, juga tunduk 

pada hukum acara yang diatur dalarn Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sampai saat ini hanya Komisi Pemberantasan Korupsi sebegal 

institusi satu·satunya yang dapat "menikmati .. terobosan-terobosan 

hukum acara yang terdapet dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

136 Ibid. 
m Nyoman Serikat Putr..t. Jaya. Bebuapa Pemikiran Ice Aruh Pengembangan Hukum Pi'dana, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 80-8 L 
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tentang Komisi Pemberantru:.<m Korupsi. Sementara itu Kepolisian dan 

Kejaksaan belum dapat meoikmati terobosan-terobosan hukum acara 

pidana ternebut, sedangkan masyorakat dan negara mcnuntut peran yang 

sama kepada kedua institusi non Komlsi Pembemntasan Korupsi 

ternebut dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsidilndonesU. 

Kebarmonisan dalam sistem peradilan pidana barus selalu dijaga 

untuk mencapai tujuan dari sislem peradilan pidana itu sendiri yang 

menurut Prof. Mardjono Reksodiputro138 dirumuskan sebagai berikut : 

a. Mencegah masyorakat menjadi korban kejahatan ; 
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang teJjadi sebingga masyarakat 

puas behwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ; 
c. Mengusahakan agar mereka yang pemah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya. 

Selm;jutnya. menurut Minoru Sbilita dalam tulisannya bmjudul 

qlntegrated Approach to Effective Administration of Criminal and 

Juvenile Justice» yang dikutip oleh Prof. Mardjono Reksodiputro 139 

Apabila keterpaduan dalarn bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada 3 

kerugian yang dapat diperkirakan : 

I. Kesukaran dalam menilai sendiri kebCihasilan atau kegagalan 
masing-masing instans~ sehubungan dengan tugas mereka bersama; 

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pnkok 
ma~ing~masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan 
pidana). 

3. Karena tanggung jawab masing-masing ioslensi seriog kurang jelas 
terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu mernperhatikan efektifitas 
menyeluruh dari sistem peradilan pidana. 

Keterpaduan yang diingiokan dalam hal ini menurut pendapat Prof. 

Muladi140 adalah meliputi sinkronisasi strukturaJ, sinkronisasi 

131Mardjono Reksodiputro, Rak Asa.ri Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidnna (Buku Ill), 
(Jakarta: Pusat PeJayanan Keadiian dan Pengabdian Hukum (dlh. LK-Ul), 1994), hal. &4. 

139 lbid, hal 85. 
WI Muladi, Kopit(J SelekJa Si~tem Perarlilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, l995),hal. I-2.. 
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substansial dan sinkronisasi kultural. Jika diimplementasikan dalam 

penanganan perkara korupsi eli Indonesia bahwa untuk mencapai 

keterpaduan dalam sistem perru!ilan pidana diperlukan sinkronisasi 

peraturan yang mengatur perundang-undangan perkara lrorupsi, 

sinkronisasi lembaga-lembaga dan apruat penegak hulrom yang diberi 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perkara korupsi untuk 

mencapai sinkronisasi kultural. Tumpang tindih peraluran perundang

undangan yang mengatur masalah kornpsi dan tumpang tindih lembaga

lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan 

penuntutan perkara korupsi menurut Penulis mengarah kepadn kcadaan 

dis-sinkronisasi substansi maupun strukturat 

Ketentuan-ketentuan formil pada tahap penyidikan dan penuntutan 

yang diaoggap sebagai kekhususan hulrom aeara yang terdapat dalam 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan 

Korupsi (lihat label 4.6.) temyata tidak sejalan dengan KUHAP sebagai 

kodifikasi dari huk:um acara pidana dan kedudukannya berada pada 

tingkut sejajar dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi~ antara lain : ketentuan Pasal 40 

Undang-Undaog No. 30 Tahun 2002 tcntang Komisi Pembemtusan 

Korupsi untuk tidnk mengeluarkan Sural Perintah Pengbentian 

Penyidikan I Penuntutan tidnk sejalan dengan Pasal 109 ayat (2) 

KUHAP dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang memberikao kewenangan 

kepada Penyidik atau Penuntut Umum untuk mengeluarkan Sumt 

Perintah Penghentian Penyidikan!Penuntullln; ketentuan Pasal 46 ayat 

(I) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai pemeriksaan 

terbadap seornng pejabat negara tertentu yang tidnk perlu menunggn 

keluarnya izin dari atusao, tidnk sejalan dengan perundang-undangan 

lainnya misalnya Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerab, ketentuan Pasall7 ayat (1), (2) Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. dan perundang-
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undangan lainnya yang mengatur tala cara pemeriksaan, penangkapan 

dan penalnman pejabat negara tertentu yang pada pokoknya 

mensyaratkau perlunya izin dari pimpinan!atasan sebelum dilaknkan 

pemeriksaan, penangkapan mnupun penahanan terhadap seorang pejabat 

negara tertentu; ketentuan Pasal47 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 mengenai tidak diperlukannya izin penyituan dari ketua 

pengndilan negeri terlmdap tindakan penyituan yang dilaknkan oleh 

penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak sejalan dengan Pasal 3 8 

a yet (I) KUHAP yang mensyaratkau babwa setiap tindakan penyitaan 

memerlukan izin dari ketua pengadilan negeri. 

Dalam upaya melaknkan hannoni.sasi kelembagaan dalam rangka 

pembengunan sistem hukum nasional, Pemdis sependapat dengan 

beberapa prinaip yang dikemukakan oleh Jeane Neltje Saly14l, Kepala 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukwn Nasional, antara 

lain: 

1. Suatu aturan kelembagaan hams harmonis secara internal~ 

artinye tidak ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal 
yang lain dalam satu peraturan yang sama yang mengatur 
mengenai kelembagaan. 

2. Suatu atunm kelembagaan barns barmonis secara vertikal, 
artinye tidak ada pertentangan dengan peraluran penmdangan 
di atasnya. 

3. Suatu aturan kelembagaan barns hannonis seeara horisontal, 
artinya tidak ada pertentangan dengan peratman penmdangan 
di I pada tingkat yang sejajar di sektor-sektor yang lain. 

Dari basil penelitian Penulis dalam wawancara yang dilaknkan 

terhadap beberapa orang penyidik lcasus korupsi dari Mabes Polri, 

Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa Jaksa 

yang menangani perkara kornpsi dari Kojaksaan Agung RI dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi terbadap pertanyaan mengenai apakah memang 

141 Jeane Neltje Saly, Harmtmisasi Kelcmbagaan dalam Peneg.alum lfukum Tindak Pidana 
Kcropsi. Jumal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 1- Maret 2007. Dcpkumham R1., bal. 13. 
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telah letjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana pada talmp 

penyidikan dan penuntutan dalrun penanganan perkara korupsi saal ini 

dan bagaimana pengaruh perbadaan penerapan hukum aeara pidana 

tersebut terbadap barmonisasi antar sub sistem yang hekeJja dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi, Ielah didape!kan kesimpulan 

sebagai beriknl : 

Para responden sependapat bahwa dalarn penanganan perkara 

tindak pidana korupsi saal ini Ielah letjadi perbedaan dalarn penerapan 

hukum aeara pidana khususnya pada tubap penyidikan dan penunlutan. 

Bentuk-bentuk perbadaan penerapan hukum acara pidana pada tahap 

penyidikan dan penuntutan sebagaimana telah kaeri ura!kan sehelumnya 

(libat tahel4.6). 

Respond en, Kombes J A Sumampouw, Penyidik Utama pada 

Direklorat lll/Pidana Korupsi dan wee, Mabes Polri dan Andi 

Darmawangsa, Kasubdit Penyidikan pada Direktur Penyidikan Tindak 

Pidana Kbusus, Kejaksaan Agung RI sanm-sarna berpendapat bubwa 

tetjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalrun penanganan 

perkara tindak pidana korupsi mulai terasa ketika Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2002 terbit dan ditindaklanjuti dengan pembentukan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Hal ini disebubkan Penyidik dan Penuntut Umum peda Komisi 

Pemberantasan Korupsi pada tubap penyidikan dan penuntutannya 

tunduk pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsijo Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 tentang Perububarmya dan Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan 

penyid!kan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan 

Kejaksaan tunduk pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2WI tentang Perubaharmya. 
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Selanjutnya, jika dalam talanm teori, terjadinya perbadaan 

penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi dapat memicu terjadinya dishannonisasi dalam sistem peradilan 

pidana, maka berdasarkan basil pene!itian di kalangan praktisi (Penyidik 

dan Penuntut Umum) diperoleh fakta terjadinya perbedaJlll penerapan 

hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi belum sarnpai 

pada tahap yang dapat menimbulkan keadaJlll dis hannanisasi. 

Hal ini disebabkan karena penyidikan dan pennntutan dari 

lembaga-lembaga yang diberi kewenangan dalam penanganan perkara 

korupsi berjalan sendiri-seodiri dan tidak ada hubungan satu dengan 

lainnya, misalnya penyidikan dan penuntutan snatu perkara korupsi yang 

dilakukan oleh Kejaksaan dilaknkan sendiri oleh K~aksaan tanpa 

campur Iangan dari Komisi Pemherantasan Korupsi, begitu scbalikoya. 

Namun demikian, oleh karena mereka berada di dalam satu peketjaan 

ulama yaitu pemherantasao dan penanggulangan tindak pidana korupsi, 

maka menurut Penulis kondisi keterpaduan dan keharmonisan dalam 

sistem sangat pedu diciptakan. 

Para responden berpendapat bahv.-a hukum acara pidana yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi sangat manjur untuk memperpendek jalur 

birokrasi penjang yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat 

dahnn proses pemeriksaJlll perkare tindak pidana korupsi baik di tahap 

penyidikan maupun penuntutan. 

Namun, kewenangan istimewa yang diberikan kepada penyidik 

dan penuntut umum Komisi Pemherantasan Korupsi tidak diberikan 

kepada Penyidik dan Penuntu\ Umum non Komisi Pemberantasan 

Korupsi, padahal pemerintah dan masyarakat menuntut peran yang sama 

dalam upaya penanggulangan korupsi di tanah air. 

Selain itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi di satu sisi 

telah menggeser kewenangan penuntutan yang seiama in! hanya berada 
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di tangan lembaga Kejaksaan.142 Namun dengan keberadOliii Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan harus berbagi peran tersebut dengan 

lembaga baru ini. Menurut Prof. Andi Hamzah, "di negara mana pun 

yang namanya jaksa adalah di bawah kekuasaan Jaksa Agung bukannya 

di bawah kekuasaan Ketua Komisi Pembemntasan Korupsi", menurut 

beliau ''seyogyanya Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan 

unluk melekukan penyelidikan dan penyidikan perl<ara knrupsi namun 

penuntutannya tetap diserabkan kepada K<;jaksaan Agung Rl."143 

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Jaksa agung Muda 

Tindak Pidana Khusus saat ini yaitu Marwan Effendy144 yang 

menginginkan "ka.= korupsi yang ditangani lembaganya JUga 

dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar tidak ada 

diskriminasi. Selain itu beliau juga meminta agar Kejaksaan diberi 

kewenangan yang sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi~ 

misalnya pemeriksaan pejabat tidak perlu i.zin Presiden, sebab i.zin 

pemeriksaan kerap menyebabkan penangunan perl<ara berlarut-larut". 

Da1am menja1ank:an fungsinya sehagai trigger mechanisme atau 

pendorong terluldap optima!isasi togas dan fungsi Kepolisian dan 

Kejaksaan di bidang pembemnlasan tindak pidana korupsi dengan 

meJakukan koordinasi dan supe.rvisi seharusnya Komisi Pemberantasan 

Korupsi dapat rnengambH posisi sebagai supervisor dan koordinator 

terhadap peakara-perl<ara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan 

142 Dalam Penjelasa.n Pasal2 ayat J Undang~Undang No.5 Tahun 1991 te:ntang Kejaksaan RI 
dijelaskan bahwa Kc:jaksaan adalah satu-satmya lembaga pemerintahan pelaksaoaao kekuasaan negara 
yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam peoegakan hllkum dan keadilan di 
lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyat.akan bahwa yang dimaksud 
dengan "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan" adalah landasan pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya dl bidang penuntutan.. schingga f.lapat menampilk.an ciri khas yang menyatu dalam tata 
pikir. tata Iaku dan tata. keJja Kejaks:aan. 

141 Aru3i Bamz.ah, Op.Cii. 
144Marwan Effendy, KejCJ/cyqan Minta Kasus Korupsi Ice Pengadi/an Anti Ktm~psi, 

http://www.~llllltemM.¢9m{korap.tempolkomn/2009/02119/nasiqnaiJkm.2009Q219.l573 !7 .id.ht:m!f 
dial<ses tanggall9 Pebroari 2009. 
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Kejaksaan, bukannya malah terkesan "berebut perkara" dengan 

Kepolisian dan Kejaksaan. 

Dengan kewenangan istimewa yang dimilikinya dan seileret 

prestasi yang dihasilkannya dan keistimewaan yang Ielah diberikan 

kepadanya, telah mel\iadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 

role model penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menjadi 

contoh dan acuan bagi lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan 

sarna. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam "kancah" punegakan hukara perkara 

korupsi di Indonesia buken malah membuat penegaken hukara perl<ara 

korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan menjadi "surot" 

tetapi malah sebaliknya semakin "~bersinar". Kemunculan Komisi 

Pemberantasan Korupsi seolah-olah dianggap sebagai pesajng dalam 

penegakan hukara perkara korupsi, timhulnya persaingan tersebut justru 

menguntungkan karena berguna untuk optimalisasi dan percepatm 

pemberantasan korupsi di tanah air ioi. Para Penyidik dan Penuntut 

Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi semakin terpacu untuk 

berlomba-lomba menunjukkan (show up) kemampuan lembaganya 

masing-maaing balk dan segi kualitas maupun kuantitas penanganan 

perkara seolah-olah sebagai pembuktian walaupun kewenangan dan 

sarana yang diberikan kepeda kedua lembaga tersebut terbatas mereka 

dapat menjawah tantangan pernerintah dan masyarukat dalam hal 

pernberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Para pimpinan berlomba-lomba menetapkan target penyelesaian 

perkara kompsi yang barns diselesaikan oleh bawahannya misalnya 

Kejaksaan Agung Rl mengeluarkan Surnt Edaran Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Khusus kepada pata Kajati seluruh Indonesia Nomor: B-

1161 F.21Fd.ll0212006 tanggal 10 Pebruari 2006 tentang Percepstm 

Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Se-Indones:ia Program 
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53 .1., maksudnya adalah tiap-tiap Kejati diharuskan menangani perkara 

korupsi minimal sebanyak 5 perkam; tiap-tiap Kejari dilwuslcan 

menangani perkara korupsi minimal sebanyak 3 perkara; tiap-tiap 

Cabjari diharuskan menangani perkara korupsi minimal sebanyak I 

perkara. Penyelesaian perkara dimaksud barus sampai pada tabap 

penunlulml dao perkaranya dilimPahlcan ke pengadilan untuk 

disidaoglcan bandah perkara tersebut diperbitungkan unttlk memenubi 

jumlah minimal penanganan kasus korupsi di tiap-tiap tiogkat 

Kejaksaan. 

Hal ini terlihat dari jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh 

Kejaksaan pada tabap penyidikan dan penuntullm peda 4 (empat) tahun 

terakhir ini meningkat tajam terntama peda tahun 2008, sebagaimana 

disajikan pada tabel4.4. dan tabel4.5. di alas. 

Moment terbaik dalarn penegakan hukum perkara korupsi yang 

saat ini tercipta seharusnya dimanfaatkan dao dipertabankan. Menurut 

pennlis salah satunya adalah dengan cara memperkecil celah 

diskriminasi yang ditimbulkan akibat adaoya penerapan slmldar ganda 

hukum acara pidana oleh Komisi Pember.mtasan Kornpsi dao pemberian 

sarana-sarana istimewa lain yang diberikan kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan tidak diberikan kepada Penyidik dan 

Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dengan tuntutan peran yang sama, sudah tentu Penyidik dao 

Penuntut Umum non Komisi Pembenmtasan Korupsi juga menuntut 

diberi kewenangan yang sarna dengan Penyidik dan Penuntut Umum 

Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya dalam hal penerapan hukum 

aeara pidaoa dengan harapan terobosan-terobosan bukum beraeara yang 

lebih mengamh kepeda speedy of trial tersebut dapat lebih 

mengoptimalkan kine!ja Penyidik dao Penuntut Umum non Komisi 

Pemberantasan Korupsi sehingga mendukung usaba percepalml 

pemberantasan korupsi di Indonesia. 
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Prof. Muladi pemah menyampaikan pendapalnya yang tertuang 

dalam surat yang ditujnkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi tertanggal 20 Oktober 2004, mengenai hal-hal mendasar yang 

perlu di-amandemen dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, salah 

satunya menurut beliau adalah 4~mengenai dualisme hukum acara dalam 

menangani tindak pidana korupsi, yaitu keberadaan hnknm acara yang 

berlaku poda Komisi Pemberantasan Kompsi dan hukum acam yang 

berlakn pada penyidik kejaksaan dan kepolisian, harus ditiadakan." 

Menurut beliau hendakuya pengaturan rentang hal ini dapat dicantumkan 

dalam BAB XI, Kerentuan Peraliban, sebelum Pao;al 68, dengan 

menegaskan bahwa usegsla k(!Wenangan yang berkaitan dengan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntuta11 tindak pidana korupsi yang 

berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, berlaku juga bagi 

penyeiidikan, penyidikan. tfan penuntutan yang dilakukan oleh 

Kepnlisian dan Kejaksaan," 

Khusus mengeuai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Prof. Andi 

Hamzah dalam sebuah disknsi yang digelar beberapa tahun silam 

bertemakan "Pengadilan Tipikor di Ibnkota Propinsi", mengajnkao 

gagasan "bahwa dalam KUHAP Perancls terselip ketentuan mengenai 

HAM tahun 2000 yang bunyinya antaos lain 'orang yang melnkukan 

delik yang sarna dalam keadaan yang sama, harus diadili dengan 

peraturan yang sama oleh pengadilan yang sama', Dengan dernikian. 

seharusnya Pengadilao Tipikor harus ada di seluroh Indonesia." 

Pendapat Prof. Andi Hamzah tersebut mempertegas pendapat yang 

dikemnkakan olah Prof. Muladi mengenai dualisme hnkum beracam 

dalam perla!ra korupsi. Dalam hal inl Penulis sopendapat dengan 

pemikiran kedua ahli hukum di atas, bahwa dalam penegakan hukum 

perkara tindak pidana knrupsi sebarusnya diterapkan hukum acara 

pidana yang sama walaupun lembaga yang melnkakan pemeriksaannya 

berbada Demikian pula dengan persidangan perkara tersebut, 
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seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi satu-satunya 

pengadilan yang berwel1lll1g melakukan pemeriksam perkara-perkara 

korupsi beik yang dilimpahkan oleh Kejaksaan maupllll Komisi 

Pemberanwan Korupsi. 

Selaojutnya, beadasarl<an kajiao Penulis terhadap pa.<al-pasal yang 

terdapat dalam Undaog-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasau Kompsi dan basil wawaneara dengan responden di 

Kepolisian dan Kejaksaaa, di luar konteks penernpan hukum acora 

pidana, teryata pembuat undang-undaog telah menyiapkan seperangkat 

ketentuan yang tujuannya untuk mengatur harmonisasi pelaksanaan 

tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga lain 

yang mempunyai kewenangan serupa dengan Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Ketentuan-ketentuan dimaksud dapat Penulis inventarisir 

sebagai berikat : 

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai tugas Komisi 

Pemberantasan Korupsi, yang selain mempunyai tugas melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana 

korupsi juga mempurtyai tugas melaka\an koordinasi dengan 

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 

korupsi, melakukan supervi:ri terhadap instansi yang berwenang 

melakukan pemberantasan tindak pidana korups~ melakukan 

tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan 

monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, 

Jalinan hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang diberi 

kewenangan serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dijalin 

dalam bentuk melakukan koordinasi dan supervis.i. Hubungan koordina'ii 

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga lerkail lain 

berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

dilaku.kan dalana bentuk: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, 
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dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan 

dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta 

informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepeda 

instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan 

dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai 

pencegahan tindak pidana korupsi. Sedangkan hubungan supervisi 

menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tabun 2002 

dilakokan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk: 

melaknkan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi 

yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaltan dengan 

pemberantasan tindak pidana korups~ dan instansi yang melakaanakan 

pelayanan publik; dan mengambil allh penyidikan atau penuntutan 

terhadap pelako tindak pidana koropsi yang sedang dilakokan oleh 

kepolisian alau kejaksaan. 

Selanjutnya. pada penjelasan umum Undang-Undang No. 30 

Tabun 2002 Ielah ditentukan babwa dalam rangka menjalankan tugasnya 

sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tabun 2002, 

maka Komisi Pemberantasan Korupsi diberi batasan-balasan sebegai 

berikut: 

L Dapat menyusun jaringan ketja (networking) yang kuat dan 

mernpedakukan institusi yang telah ada sebagai 

"counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi 

dapat dilaksanakan seeara efisien dan efektif; 

2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan; 

3. Berfungsi sebagai pemieu dan pemberdayaan institusi yang telah 

ada dalarn pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 

4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi 

yang telab ada, dan dalam kaadaan tertentu dapat mengarnbil alih 
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tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan pellllntutan 

(super body) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/aiau 

kejaksaan. 

Menurut penelitian Penulis, dalam tiga tahun terakhir ini Komisi 

Pemberantasan Korupsi telah berhasil menjalankan fungsi koordinasi 

dan supervisi-nya dengan baik. Dalam melakukan fungsi koordinasi, 

daJam kurun waktu 3 (tiga} tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan 

Korupsi telah melakukan serangk.aian kegiatan sebagai berikut : 

I. Menyelenggarakan rnpat koordinasi yang dibadiri oleh Ketua 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung Rl, K.apolri, Kajati 

dao K.apolda se Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut 

ditandatangani Peraturan Bersama aotara K.apolri dan Jaksa Agung 

Rl No. PoL: 2 Tahun 2006- No. Kep-019/JN03/2006 tangga! 7 

Maret 2006, yang isioya menetapkan koordinasi penangaoan 

perkara tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan. 

2. Mengirim.kan rekapitulasi data SPDP (Sural Pemberitahuan 

Dirnulainya Penyidikan) kepada K.apolri dan Jaksa Agung Rl 

setiap bulan serta secara periodik setelah 3 (tiga) bakan meminta 

laproan basil perkembangan penyidikan yang telah dilakukan. 

3. Meneruakan iaporan pengaduan masyanakat tentang kemacetan, 

kelamhatan dan adanya penanganan perkara yang tidak tepa! oleh 

kepolisian dan kejaksaan berdasarkan SPDP yang Ielah di!aporkan. 

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga secara aktif 

meminta laporan perkembangan penanganan perkara yang 

sedangkan dilakakan. 

4. Melaksanakan dengar pendapet aiau perternuan dengan instansi 

yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Sedangkan kegiatan supervisi dilaksanakan dalam bentuk 

penelitian dan penelaahan serta gelar perkara basil penyidikan atau 
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penuntutan perkara tindak pidana karupsi yang sedang ditangani oleh 

kepolisian dan k'<iaksaan berdasarkan SPDP yang dilaporkan kepnda 

Kamisi Pemberantasan Korupsi. Keaktifan Komisi Pemberantasan 

Karupsi dalam kegiatan supervisi pada kurun waktu 3 (tiga) taltun 

terakhir inl, ter!ibat pada data yang disajikan pada tabel. 4. 7. di bawah 

ini. Data di bawah ini menggambarkan jumlah perkara yang telah 

mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kurun 

waktu 3 (tiga) talmn terakhir (tabun 2006-2008). Perkara-perkara 

tersebut adalah perkara yang disidik balk oleh kepolisian dan 

kejaksaan dari selurub wilayah hukum di Indonesia. 

Tabel. 4.7. Data Peikara Tindak Pidana Korupsi yang Mendapat Supervisi dari 

Komisi Pemberzntasan Korupsi pada Tabap Penyidikan Tahun 2006 

-· 2008 

. ----
Tabun Kepolisian Kejaksaan 

2006 68 Perkara 5 Perkara 

2007 14 Perkara 17 Perkara 
--

2008 24 Perkara 35 Peikara 

Jumlah 106 Perkara 57 Perkara 
--. . . 

Sumber: Konusr Pemberantasan Korupst 

Kegiatan supervisi lainnya juga meliputi pengrunbilaliban 

penyidikan/penuntutan perkara pidana kerupsi baik yang dilakukan 

oleh Kepolisian maupun Kejaksaan145
• Adapun beberapa alasan 

pengambilalilian penyidikan/penuotutan sebagaimana termuat dalam 

Pasal9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah melipnti: 

145 Lihat Pasal8 ayat {2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisl Pemberantasan 
Ko!'UpSi. 
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a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak 

ditindaldanjuti; 

b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-lamt atau 

rertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

c. penanganan perkara tindak pidana kornpsi ditujukan untuk 

metindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesunggulmya; 

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 

e. bambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan 

dari eksekniif, yudikatif, atau legislatif; atau 

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisilln atau 

kejaksaan, ponanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan 

secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun tata cara pengambilaliban perkara diatur lebili lanjut 

dalam Pasal 12 Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan 

Korupsi dan Jaksa Agung Rl No.ll/KPK-KejagungiXII/2005 dan 

Kep-347/A/JA/12/2005, tanggal6 Desember 2005 yang meliputi : 

a Komisi Pemberantasan Korupsi dapat rneminta laponm kemajuan 

penanganan perkara dan/atau menyelenggarakan gelar perkara 

tindak pidana korupsi yang sedang dilangani atau telab dibeniikeu 

penyidikan atau penuntutannya atau perkara Jain yang disernhkan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan penyidikan/ 

penuntutan; 

b. Dalam hal gelar perkara tindak pidana korupsi yang dintinta oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi diselenggarakan di Kejeksaan 

Negeri/Kcjaksaan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat 

juga meminta keikutsertaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 

Pidana Khusus atau unsur Kejaksaan Agung lainnya untuk hadir 

dalam gelar perkera itu; 
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c. K.omisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil atih penyidikan 

dan pemmtut.an perl<ara sebagaimana dimaksud pada huruf a atau 

hurufb setelah dilakukan gelar perkara barsama; 

d. Pengarnbila!ihan penyidikan dan penuntut.an yang sedang 

dit.angani oleh Kejaksaan Negeri!Kejaksaan Tinggi dilaksanakan 

melalui Kejaksaan Agung dengan membuat dan menandat.angani 

berita aeara penyerahan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa benar Ielah terjadi 

perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tabap penyidikan dan 

penuntut.an dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia, dimana 

terjadinya perbedaan tersebut digantungkan pada lembaga yang 

menangani perkara tersebut sejak awal. Namun walaupun terjadi 

tumpang tindih dan dis sinkronisasi secam substnnsi maupun struktural~ 

keadaan tersebut belum mengakibatkan terjadinya dis hannonisosi 

dalam sistem perndilan pidana di Indonesia, hal ini disebabkan karena 

penangenan perkarn yang dilakukan oleh Iembaga-Iembaga yang ada 

baik Kcpolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pembernntasan Korupsi, 

dilakukan seeara sendiri-sendiri dan terpisah satu dengan laim1ya. 

Selain i~ untuk menjaga barmonisasi antar lembaga-lembaga 

yang diberi kewenangan serupa, pembuat undang-undang sudah 

melengkapi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan fungsi-fungsi Jain 

yang bertujnan untuk mendorong terjalinnya komunikasi aktif antara 

Komisi Pembernnlasan Korupsi dan lembaga-lembaga yang sudah ada 

lainnya dalam mengupayakan tetjaganya harmonisasi di antanl mereka, 

yaitu fungsi koordinasi dan supervisi. 

Lebih jaah dengan keberadaan tugas supervisi yang dimiliki oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi maka tidak diperlukan pembentukan 

Cahang Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah-daerah. 

Namun demikian, K.opolisian dan Kejaksaan tetap menginginkan 

agar perbedaan tersebut ditiadakan dan menunlut untuk diberikan hak 
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yang sama sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi khususnya dalam menerapkan hulrum acara yang terdapat 

dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

Untuk mengatasi perbedaan tersebut sebagai upaya untuk 

membenahi rnm hulrum beracara khusus dalam penanganan perl<ara 

tindak pidana korupsi, Penulis be!JlCndapat perlu dilakukan uniflkasi 

hulrum acara pidana khusus untuk perkara tindak pidana korupsi 

mengingat saat ini hukum acara pidana perkara korupsi tersebar dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mendorong ke 

arab teljadinya diskriminasi dalam penerapannya 

Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan 

dalam jangka pendek, maka langkah yang mennrut Penulis lebih rasional 

untuk dilakukan adalah mengadopsi pendapat Prof. Muladi yaitu dengan 

meng-amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi khususnya pada BAB Xl, Ketentuan Peralihan, 

sebclum Pasal 68, dimmbahkan ketentuan mengenai bahwa "segala 

kewenangan yang berkailan dengan penyelidikan, penyitlikan dan 

penuntu.tan tindak pidana korupsi yang berlaku bagi Komisi 

Pemberantasan Korup;i, berlaku juga bagi penyelldikan, penyidikan 

dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepo/isian dan Kejaksaan." 

4.3. Upaya-Upaya Meningkatkan Kinerja Lembaga Kepolisian dan 

Kejaksaan dalam Raogka Optimolisosi Penegakan Hokum Tindak 

Pidana Korupsi 

4.3.1. Meuuju lJnffikasi Hukum Acara Pidana Korupsi 

Sebagai jalan keluar dari permasalahan perbedaan penerapsm 

hulrum acara pidana da!am penanganan tindak pidana korupsi, upaya 
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untuk melakukan unifikasi hukum acara pidana perlrnra korupsi 

mungkin dapet menjadi jalan keluar yang paling rasional. Dengan 

dilakukannya unifikasi hukum acara pidana dalam penanganan perl<ara 

korupei yang saat ini tersebar di heberapa uudang-nndang yaitu 

KUHAP, Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 jo Undang-UndangNo. 

20 Tahnn 2001 teutang Peruhehannya dan Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002, maka akan tercipta hukum acara pidana yang dapat 

dijadikan sebagai satu-satunya pedoman hukum beracara oleh semua 

sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang ter!ibat dalaru 

penangauan perkara tindak pidana korupsi. 

Narnun, sepertinya jalau menuju ke arah unifikasi hokum acara 

pidana perkara korupsi masih terlalu janh dan tidak mungkin 

dilakukan dalam walctu yang sesegera mungkiu. Rancangan KUHAP 

yang saat ini sudah selesai dirumuskan oleh tim perumus yang diketuai 

oleh Prof Andi Hamwh (bulan Pebruari 2008 sudah dalam bentuk 

draft final), menurut Penn!is temyata belnm memuat pasal-pasal 

(khusus untuk pananganan perlrnra korupsi) yang sesuai dengau 

semangat pembernntasan tindak pidana yang Ielah disepakati sebagai 

tindak pidana luar biasa ini. 

Menurut Penulis, penal-pasal yang terdapat di dalam Rancangan 

KUIIAP seolah-olah mundur selangkab dari terobosan hukum acara 

pidana yang saat ini dianut oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. 

Misalnya ketentuan dalam Rancangan KUIIAP mengenai tindakan 

penyitaan yang hams meminta izin kepada Hakim Komisaris146 

(berlawanan dengan Pasal 47 ayat (I) Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002); ketentuan dalaru Rancangan KUIIAP yang masih memberikan 

kewenangan kepada Penyidik dan Penuntut Umum nntuk melakukan 

J.w LiliatPasal32 ayat(l) Rancangan KUHAP. 
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penghentian penyidikan rnaupun penghentian penuntutan147 

(berlawanan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). 

Walaupuu demikian, Penulis meyakini bahwa Rancaugan 

KUHAP tersebut disusua tidak banya untuk kepentingan penegakan 

hulmm tindak pidana korupsi saja namun juga untuk kepentingan 

penegakan hukum tindak pidana !ainnya yang notabene belum 

dikaregorikau sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crimes). 

Oleh karena itu kebutuban untuk membuat kodifikasi dan unifikasi 

hulmm acara pidana kbusus untuk penangananan tindak pidana 

korupsi menurut Penulis sangat penting. 

Penulis sependapat dengan fiiosofi yang digunakan oleh pembuat 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembetlllltasan 

Korupsi, bahwa untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana 

yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary 

crimes) maka diperlukan cara-eara yang luar biasa pula. Oleh karena 

itu beberapa terobesan hukum acara pidana yang terdapat dalam 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 horus tetap dipertabankan bahkan 

diterapkan secara universal oleh sub sistem dala.m sistcm peradilan 

pidana yang diberi kewenangan dalam penanggulangan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Setelah Penulis mengkaji Rancangan KUHAP dalam konteks 

idealitas penegakan hulmm tindak pidana korupsi, maka berikutnya 

Penulis akan mengkaji beberapa rancangan undang-undang terkalt 

dengan peuegakan hukuru tindak pidana korupsi, yang saat ini sudah 

dalam benluk draft final, antara lain Rancangan Undang-Undang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kesimpulau peuting yang bisa diambil dari Rancangan Undang

Uudang Pengadilau Tindak Pidana Korupsi adalah apabila rancangan 

141 Liliat Pasal42 ayat (2) Rancangan KUHAP. 
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undang-undang tersebut sudah disahkan maka semua perkara korupsi 

yang penuntutannya dilakukan olah Komisi Pemberantasan Korupsi 

maupun oleh Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana 

Kornpsi, dimana nantinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak 

haoya berada di ibukota negara saja melainkan di setiap ibukota 

kabnpatenlkota. Oleh karenanya, setelah rancangan undang-undang 

tersebut disahka.o maka pengadi!an tinduk pidana korupsl menjadi 

satu-satunya pengadilan yang berwenang melukukan pemeriksaan 

perl<ara-perkara korupsi. 

Sedangkan bebarapa hal beru yang diatur dalam Rancangan 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aspek 

materielnya adalah meliputi perluasan dari perbuatan yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dari aspek fonnilnya 

hampir sama dengan pengaturan aspek formil yang ada dalarn 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 TahWl 

2001 tentang Perubahannya, misalnya ketentuan mengenai ala! bukti 

yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal26 A 

Umiang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang

Undang No. 31 Tahun 1999 masih tetap dipertabaukan, kewenangan 

untuk mengadili secara in absensia masih tetap dipertahankan dan 

kewenangan-kewenangan lain pada tahap penyelidikan dan penyidikan 

yang saat ini tersebar di beberapa perundang-undangan terkait. 

Narnun demikian, terdapat bebempa hal baru antara lain 

pengaturan mengenai pihak yang diberl kewenangan untuk melakukan 

penyidikan sudah diatur secara tegas, yaitu bahwa penyidikan 

dilukukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (lihat Pasal 46 Rancangan Undang-Umiang Pemberantasan 

Korupsi}, sadangkan kewenangan mengenai penuntutan belum ada 

diatur secara regas; kewenangan untuk melakukan penghentian 

penuntutan oleh kejakaaan dibatasi yaitu penghentian penuntutan 
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terhadap tindak pidana korupsi yang cuk:up bukti hanya dapat 

dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak 

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan 

terdakwa mengakui kesalahannya dan rnengernbalikan hasil 

kejahatannya kepada negara (liha! Posal 48 Rancangan Undang

Undang Pemberantasan Korupsi). 

Menurut Penulis, dangan masih tersehamya pengaturan 

mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dalarn beberapa 

perondang-undangan terkait balk secara materiel maupun formil 

(bahkan saat ini masih dipertahankan dengan keberadaan kedua 

rancangan undang-undang di alas) telah membuktikan kurang peka

nya para perumus undang-undang terhadap permasalahan perbedaan 

penerapan huk:urn acara pidana terhadap tindak pidana yang sama, 

dalam hal ini tindak pidana korupsi. Menurut Penulis, seyogyanya saat 

ini euk:up diperlukan I (satu) perundang-undangan yang mengatur 

mengenai penegakan hulmm tindak pidana korupsi yang disusun 

secara lengkap dengan meng-kodlfikasi ketentuan-ketentuan haik 

ketentuan materiel maupun fonnii yang saat ini tersebar dalam 

beberapa perundang-undangan terkalt. 

4.3.2. Upaya Meningkatkan ProfesionaJi~me Kepolisian dan Kejaksaan 

dalam Pemberantasan Tindal< Pidana Korupsi 

Keberadaan Komisi Pemberanlasan Korupsi di tengah-tengah 

lembaga konvensional yang mempunyai kewenangan serupa (yaitu 

Kepolisian dan Kejakaaan) telah memunculkan semangal baru untuk 

berlombe-lomha menangani dan menyelesalkan perkar.!. korupsi. 

Persaingan sebat yang saat ini tercipta apahila dilihat dari sisi 

penegakan hukum sanga! menguntungkan dan hendaknya moment 

terhaik ini hams tetap dipertabankan dengan torus menggali dan 
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rueningkatkan patensi yang diruiliki oleh aparatur Kejaksaan ruaupun 

Kepalisian. 

Saat ini Kejaksaan RI sebagai satu-satunya lemhaga yang paling 

berpengalaman dalaru penyidikan perkara tindak pidana korupsi telah 

melalrukan serargk:aian usaha-usaha untuk meningkatkan 

profesionalisme dalam rangka meudukung program Pemerintah 

sehagaimana te!tuang dalaru Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 

tanggal 9 Desember 2004 untuk mempercepat pemberaniasan korupai 

di tanab air tercinta ini. Dalam kuron waktu 4 ( empat) tabun terakhir 

ini Pimpinan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan kebijakan

kebijakan dalam upaya meruacu kinetja aparat kejaksaan untu.k 

memenuhi program pemerintab tersehut, antara lain : 

I. Mengeluarkan Sura\ Edaran Jaksa Agung Rl Nomor: SE-

007/NJNII/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Percepatan 

Proses Penanganan Perkara Korupsi se Indonesia. 

2 Mengeluarkan Sural Edarar Jaksa Agung Muda Tindal< Pidana 

Khusus kepada para Kajati selu.ruh Indonesia Nomor: B

ll6/F.2/Fd.l/02/2006 tanggal!O Pebruari 2006 teutang Percepatan 

Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia -

Program 5-3-1. 

3. Mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindal< Pidana 

Kbusus kepeda para Kajati seluruh Indonesia Nomor: B-

949/F/Fjp/0612008 tentang Penetapan Standar Kinetja Penanganan 

Perkara Tindal< Pidana Korupsi. 

Standar kinetja ini dikeluarkan dalarn upaya percepatan 

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan untuk 

mengeliminasi stigma negatif dari masyarakat tentang kinerja 

Kejaksaan 
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4. Mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-

004/A/JA/09/2008 tanggal 23 September 2008 tentang 

Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi) yaitu : 

a. Dengan nilai kerugian keuangan negara atau perakonomian 

negara di atas Rp. 10 Milyar atau merurrik perhlltian 

rnasyarakat berakala nasional atan intemasional, pengendalian 

perkara oleh Kejaksaan Agung. 

b. Dengan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian 

negara Rp. 10 Milyar ke bawah, pengendalian perkara oleh 

Kejaksaan Tinggi termasuk rencana dakwaan dan rencana 

tuntutan. 

c. Dengan nilai kerugian keuangan negara atau perekonornian 

negara Rp. 2,5 Milyar ke bawah, pengendalian perl:ara oleh 

Kejaksaan Negeri tennasuk rencana dakwaan dan rencana 

tuntutan. 

5. Dalam upaya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana 

korupsi Ielah dibentuk Satuan Khusus Penanganan Perkara 

Korupsi (Satsus PPTK) baik di Kejaksaan Agnng maupun di Kejati 

seluruh Indonesia dengan standar kinelja dan pelatihan-pelatihan 

sesuai dengan sektor pada masing~masing unit pembentukan 

Sat<us ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RJ Nomor: K.EP-

046/A/JA/06/2008 tanggal5 Juni 2008. 

6. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: 116/A/JA/10/2008 

tanggal 9 Okteber 2008 telab dibentuk Tim Supervisi dan 

Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Korupsi dalam rangka 

upaya mernpercepat peoanganan perkara tindak pidana korupsi 

secw:a efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan 

proporsional. 

7. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) 

bekeljama dengan lrerbagai Lembaga Donor seperti Departement 
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of Justice USA, LDF (Legal Development Facility) Auslralia, TAF 

(The Asia Foundation), UNDP (United Nation Development 

Programme) dan USAID (United States Aid). 148 

Selain itu dalam rangka melaksaoakan salah satu strategi dalam 

upaya memberantas tiodak pidaoa korupsi secara cepat dan tedntegrasi 

berlaodaskan Inpres Nnmor 5 Tahun 2004 tentaog Percepatan 

Pemberantasan Tindak Pidaoa KOIUpsi, yang salah satu instruksinya 

adalah meningkatkan ke!jasama dengan Kepolisian Negara RI, selain 

dengan BPKP, PPATK dan institusi negara yang terkait dengan upaya 

penegakan bukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat 

tindak pidana korupsi, Kejaksaan telah melakukan kerjasama dengan 

lembaga penegak hukum dan lembaga lain terkait, yang dituangkan 

dalam bentuk : 

1. Kerja sama dengan BPK RI yang dituangkan dalam bentuk 

Kesepakatan Bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia dengan Jakaa Agung RI Nomor: 62/S/l-IIU6/2000 dan 

Nomor: Kep-129/JA/0612000 tangga119 JuDi 2000, tentaog tindakan 

hukum terhadep temuan khusus yang diduga sebagai tindak pidaoa 

korups~ kolusi dan nepetisme, yang kemudian diperbabarui dengan 

Kesepakatan Bersama Nomor: OIIKBII-VIIL310712007 dan Nomor: 

Kep-{)71/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum 

terhadap hsall pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur 

tindak pidana. 

2. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan K0111psi yang dituangkan 

dalam bentuk Keputusan Bersama Kema Komisi Pembernntasan 

Tindak Pidaoa Korupsi dengan Jaksa Agung RI Nomor: ll/KPK

Kejagung/Xll!2005 dan Nomor: Kep-347/A/JA/!212005 tanggal 6 

Desember 2005 tentang Kerja Sarna antara Komisi Pemberantasan 

I4>:Kejaksaan Agung R.I. Profit Tindak Pidana KhusWJ Kejaksaan Agung RI, (Jakarta: 
Kejaksaan Agung Rl, 2009), hat 22-23. 
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Korupsi dengan Kejaksaan Rl dalam Rangka Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

3. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Rl mengenai optimalisasi 

koordinasi dalam pembenmtasan tindak pidana korupsi. Kerja sama 

ini dituangkan dalam Peratunm Bersama K.apolri dan Jaksa Agung 

Rl No.l'ol.: 2 Tahun 2006 dan No. Kep-()19/A/JA/03/2006 tangga17 

Maret 2006 teotang optimalisasi koordinasi daiam pemberantasan 

tindak pidana korupsi. Lingknp koordinasi tersebut meliputi tahap 

penyelidikan, tahap penyidikan dan tahap penyerahan dan 

pengembalian berkas pelkara. 

4. Melakukan kerja sama dengan Kepnlisian Rl dan BPKP melalui 

Nota Kesepahaman Bersama antara Jaksa Agung Rl, K.apnlri dan 

Kepala BPKP Nomor: KEP-109/A/JA/0912007, No. 

Pol.:B/271811Xl2007 dan Nomor: Kep-1 093/K/D6/2007 tanggal 28 

September 2007 teotang kerjasama dalam kasus penyimpangun 

pengelolaan keuangan negru:a yang berindikasi tindak pidana korupsi 

tennasuk dana non budgeter. Nota Kesepahaman ini telah 

ditindaklanjuti di tiap-tiap propinsi dan kabupatenlkota seluruh 

Indonesia oleh K.ajati, Kapolda dan Ketua Perwakilan BPKP 

Propinsi, serta Kajari, Kapolres dan Ketua Perwakilan BPKP 

Propinsi.J49 

Walaupun sarnpai saat ini masih banyak pihak yang meragakao 

komitmen Kejaksaan l..mtuk melakukan pemberantasan korupsi namun 

Kejaksaan terns berbenah diri dan semakin meningkatkan 

profesionalismenya, terbukti ;akhir-akhir ini penanganan perkara korupsi 

yang dilakukan oleh Kejaksaan mengalami peningkatan cukap 

signifikao (lihat tahel4.5. dan 4.6.). 

149 Marwan Effendy, !Wep Keyagung Berantas Korupsi, {Jakarta: Majalah Konslan, Vol. 
{V/Edisi 73, M=t 2009), hal. 35. 
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Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia juga melalrukan 

langkah-langkab yang hampir serupa dengan yang telab dilakukan oleh 

Kejaksaan RepubHk Indonesia. Selain menjalin kerjasama dengan 

Kejaksaan Republik Indonesia dan BPKP (sebagaimana tersebut di atas) 

dalam rangka mensukseskan program pereepatan pemberantasan 

korupsi, Kepolisian Rl juga menjalin kerjasama dengan Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Keputusan Bersama 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi No. Pol. : Kep/16/Vll/2005 dan No. 07/POLRl

KPKIVll/2005. Seeara intern untuk meruiukung program tersebut 

Kapolri juga Ielah mengeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol. 

Kep/371X12008 langgal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja 

Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional 

dan Dipercaya Masyarakat. 

Langkab-iangkah menerbitkan seperangkat aturan-aturan teknis 

dan melaknkan ke!jasama antar instansi merupakan langkab yang 

diambil semata-mata untak mempeikoknh fungsi kelembagaan. 

Sementara itu upaya-upaya untuk meningkat profesionalisme personil I 

aparat penegak huknm di lapangan juga hams dilakakan karena sebagai 

pelaksaoa dari seperangkat aturan-aturan yang dibuat mereka adalah 

penentu berhasil atau tidaknya suatu peraturan ditegakkan. Upaya-upaya 

dirnaksud antara lain adalah dengan meningkatkan anggaran be!anja 

Kepolisian dan Kejaksaan yang diperuntukkan untuk meningkatkan 

kes~jahteraan personil dan menarnbah pengadaan fusilitas operasional 

persenil dan mendidik personil dalam rangka meningkatkan SDM

nya. t50 

1~andingkan dengan anggaran belanja yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang hampjr unlimfted (tidak terbatas}hampir semua permintaao belanja kebutuban dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi dipenuhi oleb pemerintah, sehingga aldbatnya mereka mempunyai 
keman1puan menggaji penyidik dan penuntut umum dengan besaran hampir 10 kali lipat dari gaji yang 
diterima oleh penyidik dan penuntut umum non Komisi Pemberantasan Korupsi dan memiliki 
seper.mgkat alat canggih untuk mendukung operasional penyelidik:nn dan penyidikan.. 
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Walaupun persoalan ini bagi sebagian orang dianggap sebagai 

masalah klasik sehingga sampai saat ini belum mendapatkan pemecahan 

yang wajar dan rasional. Menurut penulis rendahnya tunjangan dan gaji 

dari Penyldik dan Penuntut Umum non Koruisi Pemberantasan Kompsi 

dapat menjadi fuktor krimlnogen, karena ketika seorang Penyidik atau 

Penuntut Umum yang kehidupannya jauh dari rnapan dihadapkan pada 

penanganan suatu kasus korupsi yang hampir seluruhnya berkaitan erat 

dengan nilai nominal yang sangat besar, dari ratusan juta rupiah sampai 

trilyunan,. mak:a posisi tawar mereka menjadi sangat rentan 

terkontaminasi oleh irning-irning suap dari pelaku kejahatan yang 

berusaha rnelepsskan diri dari jeratan hu!ann dengan mengganakan 

segala cara termasuk menawarkan sejumJah uang. 

Kenyataan memhuktikan bahwa peningkatan kesejahteraan disertai 

dengan sistern pengawasnn yang saogat ketat merupakan senjata yang 

ampuh untuk "merefonnasi" mental Penyidik dan Penuntut Umum yang 

sudah "terlanjur kornp". Pendapat tersebut berdaserkan hasil analisa 

Penulis terbndap Penyidik dan Penuntut Umum yang saat ini bertugas di 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik dan Penuntut Umum yang 

saat ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penyidik dan 

Penuntut Umum yang direkrnt dari Kepnlisian Rl dan Kejaksaan Rl, 

mempunyai Jatar belakang pendidikan teknis dan pengalaman 

penanganan perkara sebanding dengan Penyidik dan Penuntut Umum 

yang saat ini bertugas baik di Kepolisian Rl maupun di Kejaksaan Rl. 

Mereka yang saat ini bertugas di Komlsi Pemberantasan Korupsi, rata

rata berasal dari Penyidik senior atau Penuntut Umum senior baik dari 

Kepolisian Rl maupun Kejaksaan Rl, yang karena "keseniorannya", 

hampir dipsstikan sebagian besar dari mereka pernah bersentuban 

dengan modus-mndus korupsi yang biasanya mewarnai dnnia penegakan 

hu!ann saat ini, minimal gratifikasi, ketika mereka masih bertugas di 

instansi asal. 
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Jaru, dapat disimpulkan bahwa Penyidik dan Penuntut Umum yang 

saat ini bcrtugas di Komisi Pemberantasan Kerupsi, bukanlah Penyidik 

dan Penuntut Umum yang mempunyai Iatar belukang mental yang bersih 

dan putih bnk kapas, bebas dari korupsi. Namun setelah mereka bertugas 

di K.omisi Pemberantasan Korups~ dan diberikan tunjangan dan gaji 

yang sangat layak ditambah dengan sistem pengawasan dan pembinaan 

personil yang sangat ketat dan tegas, mereka ak.birnya berbasil 

mereformasi diri dan mau lidak mau patub pada sistem ketal yang 

diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sekiranya, jika kita sepekat bahwa lindak pidana korupsi 

merupakan extra ordinary crimes sehlngga diperlukan penanganan yang 

sangat luar biasa pula, maka diperlukan komitmen bersama dengan 

dukungan penuh dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang 

seluas-luasnya puda semua pibnk yang diberi kewenangan sama dalam 

hal penanggulangau dan pemberantasan lindak pidana korupsi dan lidak 

memberikan keistimewaan hanya pada satu institusi saja. 
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Lampiran 4.1. 

PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PENANGANAN 

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

- UU No. 8 Tahun 1981 ttg 
- KEPOLISIAN KUHAP. 

- UU No. 31 Tahun 1999 jo 
ttg Pemberantasan Tindak 

-KEJAKSAAN Pidana Korupsi jo UU No. 
20 Tahun 2001 ttg 
Perubahannya. 

- UU No. 8 Tahun 1981 ttg 
KUHAP. 

KOMISI - UU No. 31 Tabun 1999 jo 
PEMBERANTASAN ttg Pemberantasan Tindak 

KORUPSI Pidana Korupsi jo UU No. 
20 Tabun 2001 ttg 
Perubahannya. 

- UU No. 30 Tahun 2002 ttg 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi 
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Lampimn 4.2. HUBUNGAN PROSEDVRAL SETELAH DIBENTUKNYA KOMlSI PEMBERANTASAN KORUPSI 

Kejaksaan Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian 
(UUNo.l6Tahun2004) (UU No. 30 Tahun 2002) (UU No. 2 Tahun 2002) 

Peradilan Umum 
(UU No. 8 Tahun 2004 ttg Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Perubahan atas UU No. 2 Tbn. (Psl. 53-62 UU No. 30 Tbn. 2002) 
1986 ttg Peradilan Umum) 

Lembaga Pernasyarakatan 
(UU No. 12 Tahun 1995) 
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Lampiran 4.3. 
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PADA JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KIIUSUS 
(BERDASARKAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG Rl NO. KEP·558/NJ.NI2/2003 

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RINO KEP-225/NJNOS/2003 
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI) 

Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Khusus 

Tenaga Pengk:aji Sekretar:is Jaksa Agung Muda 
Tindak Pidana Khusus 

Jaksa Fungsional I Jaksa Bagian Bagian Tata Usaha 
yang diperbantukan Sunprog!apnil 

I I 
Direktorat Direktorat Direktorat Upaya Hukum Direktorat Penanganan 
Penyidikan Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran HAM Berat 

I 

Sub Direktorat Sub Direktorat Korupsi ~ Sub Direktorat Sub Direktorat 
Korupsi Korupsi Penyidikan 

Sub Direktorat Tindak Sub Direktorat Tindak Sub Direktorat Tindak Sub Direktorat 
Pidana Ekonomi dan f- Pidana Ekonomi dan I-- Pi dana Ekonorni dan f.- Penuntutan, Upaya 1--
Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Khusus Tindak. Pidana Khusus Hukum, Eksekusi 
Lainnya Lainnya Lainnya dan Eksaminasi 

Un 
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Lampiran 4.4. 

KANITI 
DANA 

BANTU AN 

KANITII 

STRUKTUR ORGANISASI DIT Ill!f!PIKOR & wee 
BADAN RESERSE KRIMINAL- MABES POLRI 

DIREKTUR 

WADIR 

KATAUD 

I 
I 

PAUR 

KAN!Tlli KANITIV 
DANAUSAHA DANA DANA 

NEGARA PEMERJNTAH KREDIT 

I PENYIDIK UTAMA I 

188 

I 
PAUR 

KANITV 
DANAPEMB.& 

PROYEK 
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Lampiran 4.5. 
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

Pimpinan 

Penasehat 

I I I I 
Deputi Bidang Deputi Bidang 

r-
Deputi Bidang ,. Deputi Bid. Penga-

r-
Sekrelllriat 

r Pencegahan Penindakan lnformasi dan wasan Internal & Jendernl 
Data Pengaduan Masy. 

Sekretariat Sekrelllrint 1- Biro Perencana-
L 

Deputi Deputi 1-
Sekrelllriat 

I-
Sekretmiat an & Keuangan 

Deputi Deputi 

Direktorat Direktorat Direktorat 
Direktorat 1-

Pendaftaran& Penyelidikan 1- Pengo laban Biro UmUlll 

Pemeriksaan Informasi & Pengawasan 

LHKPN Data Internal 

1- Biro SUlllber 

Direktorat Daya Manusia 
- Direktorat Direktorat Pemblnaan Direktorat 

Gratifikasi Penyidikan Jaringan '--- Pengaduan H Biro HukUlll 1- KerjaAntar Masyarakat 

Komisi dan 
Direktorat Pen~ Direktorat Insumsi - didikan & Penuntutan Biro Hub. 
Pelsyanan Masy. '- Masyarakat 

Direktorat 
'-- Monitoring 

Direktorat Penelitian 
& Pengembangan 
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5.1. KESIMPULAN 

BABV 
PENUTUP 

Perang me!awan kon>psi, adalah perjuangan lak berujung yang dilakukan 

olah bangsa ini. Pernturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

penanggnlangan dan pembernntasan tindak pidana ini terbit silih berganti, 

memperbabarui peraturan yang sudah ada. Pembaharuan peraturan perundang

Wldangan membawa konsekuensi terhadap terjadinya pembaharuan hnkum baik 

secara materiel maupun fomlll. 

Pembabaruan yang terjadi pada hnkum formil yang mengatur proses 

penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi merupakan fokus 

utarna dalam penulisan tesis inL Saat ini hnkum formi1 (hnkum acan pidana) 

yang mengatur penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahap penyidilmn 

sampaj dengan tabap penuntutan tersebar di bebernpa perundang-undangan 

terkait, yaitu : Undang-Undang No. 8 Tahun 19&1 tentang KUHAP, Undang

Undang No. 31 Tahun 1999 tenlang Pemberantasan Tindak Pidana Kon>psi jo 

Undang·Undang No. 20 Tah1m 2001 tentang Perubahannya dan Undang

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan K.orupai 

Dalam praktekoya tidak semna lembaga penegak hnkurn yang saat ini 

diberi kewenangan sama dahlrn pemberantasan dan penanggulangan tindak 

pidana korupsl (Polri, Kejaksaan Rl dan Komisi Pemberantasan Korupsl) 

mempedomani hnkum acara pidana sebagairnana tertuang dalam ketiga 

perundang-undangan tersebut. 

Dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Rl (Penyidik dan Penuntut Umnmnya), 

tundnk pada KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tenlang Perubahannya; sedangkan Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi 

Pemberantasan Kon>psi selain berpedomm pada KUHAP dan Undang-Undang 
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No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang

Undang No. 20 Tabun 2001 terrtang Perubabannya, juga berpedoman pada 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Keadaan ini menimbulkan teljadinya perbedaan penerapan hukom acara 

pidana untuk penanganan perkara yang sama dalarn hal ini penanganan perkara 

tindak pidana korupsi. Perbedaan dalam penerapan hukom acara pidana tersebut 

digantungkan pada lembaga yang melakukan pemeriksaan perkara tindak 

pidana korupsi tersebut sejak awal. 

Berbicam mengenai terjadinya perbedaan penempan hukom acara pidana 

dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak terlepas dari 

pembentukan Komisi Pernbemnta'lall Korupsi yang oleh sebagian orang 

dianggap sebagai lernbaga super body karena diberi kewenangan untnk 

melakukan terobosan-terobosan dalam hukom acam pidana dalarn mngka 

menegakan prinsip bahwa tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crimes 

sehingga diperlukan ca:ra-cara yang luru: biasa untuk menanggulanginya. Hal ini 

dikarenakan, teljadinya perbedaan penerapan hukom acara pidana dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi timbul seiring dengan mulainya 

Kornisi Pemberantasan Korupsi menjalankan fungsinya dalam bidang 

penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. 

Perbedaan penerapan hukom acara pidana dalam perumganan perkara 

tindak pidana korupsi yang teljadi khususnya pada tahap penyidikan dan 

penuntutan. meliputi: Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Sural Perintab 

Penghentian Penyidikan maupun Penuntutan. sementara kepolisian dan 

kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian 

penyidikan dan penuntutan; pemeriksaan seorang pejabat negara tertentu yang 

ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pernberantasan Korupsi tidak perlu 

menunggu izin dari atasannya, sementara ketentuan istimewa tersebut tidak 

berlaku terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan; 

Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyitrum 
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tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan penyidik pada kepolisian dan 

kejaksaan hams meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri apabila akan 

melakakan penyitaan; Kewenangan untuk melakakan penyadapan dan merekam 

pembicaraan pada tahap penyelidikan sedangkan kewenangan tersebut baru 

dapat dilakakan oleh Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan pada tahap 

penyidikan; Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai 

kewajiban melimpahkan berkas perkara ke penga.dilan paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkam terSebut, 

sedangkan di Kejaksaan tidak ada penentuan mengena.i batas waktu pelimpaban 

berkas perkara ke pengadilan; Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan 

Kompsi melimpahkan berkas perkara dan sural dakwaan ke Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak 

pidana korupsi yang penuntutaonya diajukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi, sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan melimpahkan berkas 

perkam dan surat dakwaan ke Pengadilan Umum untuk selanjutnya lulkim pada 

pengadilan umum yang akan memeriksa dan memutuskan perkam yang 

dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan. 

Terobosan hukum acara pidana sebagaimana tertuang dalam Undang

Undang No. 30 Tabun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 

berdasarlam basil penelitian mampu memperpendek jalur birokrasi panjang 

yang selama ini menjadi salah satu faktor pengbambat dalarn pemeriksaan 

perkara tindak pidana korupsi dimana biasanya personil di lapangan harus 

dibadapkan pada permasalaban birokrasi yang panjang dan bertele-tele misalnya 

menyangkut izin pemeriksaan terbadap seorang pejabat. Hal ini merupakan 

salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian perkara korupsi~ karena 

selain mengbambat proses pemeriksaan juga memungkinkan keadaan ini 

dipergunaksn oleh aparat untuk menutup suatu kasus (case closed) dengan 

alasan i?Jn pemeriksaan belum turun dan seiring waktu yang beljalan, kasus 

tersebut terlupakan oleh perhatian masyarakat {palapor). 
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Memperpendek jalur birokrasi penangarum perkara tindak pidana korupsi 

yang biasanya panjang dan berbelit-belit mendukung peda terciptanya speedy of 

trial dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun sayangnya 

kewenangan istimewa tersebut banya menjadi "milik" Penyidik dan Penuntut 

Umum pada Komisi Pemherantasan Korupsi, sedangkan Penyidik dan Pemmtut 

umum non Komisi Pemberantasan Korupsi tidak turut menikmati kewenangan 

istimewa tersebut padabal beban yang dipikul oleh Penyidik dan Penuntut 

Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanggulangan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi sama beratnya dengan beban yang dipilrul 

oleh Penyidik dan Penuntut Umum peda Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dalam tataran teoritis, terjadinya porbedaan penerapan hulrum acara 

pidana dalam penanganan pcrkara tindak pidana korupsi memang 

mendatangkan kekbawatiran tirubulnya dis bannonisasi antar sub sistem dalam 

sistem peradilan pidana terpedu yang bekerja dalam penanggnlangan dan 

pemberantasan tindak pi dana korupsi, hal ini merupskan dampak dari terjadinya 

dis sinkronisasi substansi maupun struktural. Namun, berdasarkan basil 

penelitian Penulis di lapangan, kekbawatiran akan terjadinya dis harmonisasi 

antar sub sistem belum terjadi, bal ini disebabkan antara Iain walaupun 

mempunyai tujuan yang sama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi 

di Indonesia, kewenangan yang dijalankan o1eh rnasing-masing instansi dalam 

pelaksanllllilllya terpisah dan bordiri sendiri. 

Terobnsan penerapan hukum acara pidana ditambah pencrapan 

mekanisme penanganan perkam yang dilakukan dalam satu atap tcmyata 

menghasilkan output pelllUlganan perkara yang optirual dalam setiap 

penanganan perkara timlak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi 

Pornberantasan Korupsi. 

Selain itu~ di 1uar konteks penerapan hukum acara pidana, pembuat 

undang-undang juga sudab melengkapi tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi 

dengan elemen yang bertugas untuk menjalin dan rnemeliliara harmonisasi 

antant Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lcmhaga penegak 
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hukum terkait. Elemen-elemen dimaksud antara lain tuga.< Supervisi dan 

Koordinasi. Sampai saat ini elemen-elemen tersebut dapat dijaJankan dengan 

balk, bahkan Komisi Pembernntasan Korupsi herhasil menjalankan fungsinya 

sebagai trigger mechanism dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan day a 

kerja lemhega-lembaga yang diberi kewenangan sama dengan Komisi 

Pemherantasan Korupsi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan RI. 

Bahkan kehadinm Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kancah 

pertempuran melawan tindak pidaoa korupsi di Indonesia saat ini telah 

menciptakan situasi terjadinya persaingan sehat antar lembaga-tembaga 

penegak hukum terkait dimana saat ini baik Penyidik yang ada di tubuh Polri 

maupun Kejaksaan RI herlomba-lomba mengangkap kasus-kasus korupsi 

seolah-olah kedua instansi ini login menunjukkan walaupun fasilitas dan 

kewenangan yang diberikan kepada mereka terbatas tapi mereka mampu berdiri 

sarna sejajar dengan Komisi Pemberantasan Korupsl. 

Walaupun pengaruh dari terjadinya perbedaan panerapan hukum acara 

pidaoa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya pada tahnp 

penyidikan dan penuntutan helum mengakibatkan teljadinya dis harmonisasi 

antat sub siStem dalarn sistem peradUan pidana yang bekerja dalam 

pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, namun lceadaan ini 

tidak bisa dibiarlcan semakin berlorut. Dalarr hal ini institusi Kepnlisian dan 

Kejaksaan tetap menuntut untuk diperlakukan sama dengan Komisi 

Pemberantasan Korupsi. yaitu diberi kewenangan yang sama untuk 

mempedomani nukum a<:ara pidana sebagaimana yang tertwmg dalam Uudang

Undang No. 30 Tahun 2002 ten!ang Komisi Pemberantasan Korupsi, dao diberi 

sarana-sanma isthnewa yang sama sebagaimana yang dibarikan kepada 

Penyidik dao Penuntut Urnum Komisi Pembernntasan Korupsi yang meliputi 

ketersediaan peralatan operasional yang canggib dao mutakhir dan pemherian 

tuojangan yang layak sesuai dengan pengabdian yang telah diberikan. 
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5.2. SARAN 

Dalam rangka menciptakan barmonisasi antar lembaga penegak hukum 

}'lillg diberi kewenangan sama dalam pembernntasan dan penanggulangan 

tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan basil penelitian Penulis, dapat 

dlrekomendasikan beberapa hal sebagai berilrut : 

L Melakukan unifikani hukum acara pidana khusus perkara tindak pidana 

korupsi yang saat ini tecsebar di beberapa perundang-undangan (Undang

Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pembernntasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubah.annya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Jika upaya tersebut sulit 

dieapai dalam waktu dekat ini, maka langkah yang paling cepe! dan rasional 

adalah dengan meng-amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya pada BAB XI, 

Ketcntuan Peraliban, sebelum Pasal 68, ditambebkan ketentuan mengenai 

bahwa "segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang berlaku bagi Komisi 

Pemberantasan Korupsi, berlaku juga hagi psnyelidikan. penyidih:m dan 

penunlutan yang dilakukon oleh Kepolisian dan Kejaksaan. » 

2. Menutup celah-celah yang dimungkiakan dapat memicu teljadinya 

diskrimilla.S4 misalnya pemberian fasiHtas atau kewenangan istimewa pada 

satu instansi penegak hakum saja, hendaknya dihindari. Seyogyanya, 

Penyidik dan Pcnuntut Umwn non Komisi l'embernntasan Korupsi juga 

mendapatkan fasilitas operasioual canggih dan kesejahteraan yang sarna 

sebagaimana yang diterima oleh Penyidik dan Pennntut Umum Komisi 

Pcmberantasan Korupsi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Pcnyidik dan 

Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi juga mernikul tugas 

yang sama beratnya dengao tugas yang dipikul oleh Penyidik dan Penwrtut 

Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu sangat tidak adil 

jika fasilitas dan penghargaan yang diherikan keparla mereka dibadakan. 
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